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Pembaca yang Terhormat,

S elamat datang di edisi Indo-Pacific Defense

FORUM tentang keamanan maritim

Karena ini adalah edisi pertama sejak
saya memimpin Komando Indo-Pasifik A.S., saya
ingin menyoroti pentingnya publikasi seperti
ini. Seperti yang ditunjukkan oleh judulnya,
ini adalah forum bagi orang-orang dari negara
yang berpikiran sama untuk berbagi ide yang
menjawab sebagian dari banyak tantangan
di medan ini. Dalam edisi Bermitra demi
Perdamaian ini, Anda akan melihat metode
kolaboratif untuk menjawab tantangan ini
berlandaskan pendekatan berbasis nilai. Ini
adalah dasar untuk memastikan kelanjutan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Penekanan pada keamanan maritim menyoroti pentingnya medan Indo-Pasifik.
Samudra, laut, dan jalur perairannya menopang cara hidup kita dan harus dilindungi
agar semua pihak dapat berbagi secara setara, bertanggung jawab, dan sesuai dengan
tatanan berbasis aturan. Hal ini terjadi dengan membangun interoperabilitas yang
lebih besar, kemampuan berbagi informasi, kesadaran ranah, dan memperluas kerja
sama dengan sekutu dan mitra. Amerika Serikat berkolaborasi dengan orang-orang
dan pemerintah yang berpikiran sama untuk memperkuat institusi keamanan regional
dan memperteguh arsitektur keamanan yang terbuka dan efektif di mana semua negara
— besar dan kecil — memiliki suara yang setara dan sebuah forum bagi suara tersebut
untuk didengar.

Tajuk pembuka edisi ini mengkaji peran kepemimpinan global yang dimainkan
negara-negara Indo-Pasifik dalam kerja sama maritim melalui lensa operasi
pemberantasan pembajakan. Komunitas negara, organisasi sipil, dan industri swasta di
kawasan ini telah menggabungkan kekuatan untuk memerangi ancaman pembajakan dan
perampokan bersenjata di laut yang telah diperparah oleh pandemi virus korona.

Artikel utama lainnya menyoroti bagaimana negara-negara Asia Tenggara
memperkuat perlawanan terhadap pemaksaan dan agresi terus-menerus di Laut
Cina Selatan, yang mengancam kedaulatan maritim dan kebebasan navigasi mereka.
Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam secara bijak
menggunakan tuas diplomatik untuk melawan klaim berlebih atas sumber daya laut dan
rute perdagangan yang berharga. Sepasang artikel menganalisis alternatif A.S. terhadap
inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan Tiongkok dan menilai kapasitas keuangan Tiongkok
untuk mencapai transformasi ambisius tersebut.

Serangkaian artikel terakhir tentang penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan,
dan tidak diregulasi (Illegal, Unreported, and Unregulated - TUU) mengungkapkan
urgensi bagi negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan tanggapan terkoordinasi,
internasional, dan strategis terhadap meningkatnya ancaman ini. Seiring Tiongkok
mengembangkan armada penangkapan ikan perairan jauhnya, tanggapan kita harus
mempertimbangkan luasnya medan ini, dari perairan di negara tetangga seperti
Jepang hingga perairan lepas pantai sampai ke Ekuador. ITUU tidak hanya mengancam
keberlanjutan dan pemerataan sumber daya tetapi juga terkait erat dengan perdagangan
gelap, penyelundupan narkoba, dan kejahatan maritim lainnya.

Saya menyampaikan pujian kepada para penulis kami dalam edisi ini karena
mengusulkan solusi baru dan inovatif untuk memerangi berbagai tantangan keamanan
maritim yang dihadapi kawasan ini. Saya berharap artikel-artikel ini akan mendorong
pembicaraan regional tentang keamanan maritim, dan saya menyambut baik komentar
Anda. Silakan hubungi staf FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan
pendapat Anda.
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SALVATORE BABONES, seorang sosiolog dan kolumnis,
adalah adjunct scholar di Centre for Independent Studies
di Sydney, Australia. Penelitiannya berfokus pada ekonomi
politik di kawasan Tiongkok raya dan khususnya tentang
integrasi ekonomi global Tiongkok. Ia penulis lebih dari 10
buku. Karyanya telah muncul dalam publikasi seperti The
Australian, Foreign Affairs dan Foreign Policy. Ditampilkan pada Halaman 12

DANIEL R. RUSSEL adalah wakil presiden bidang keamanan
dan diplomasi internasional di Asia Society Policy Institute.

Ta adalah anggota karier dari Dinas Luar Negeri Senior di
Departemen Luar Negeri A.S., yang terakhir menjabat sebagai
asisten menteri luar negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik.
Ia juga menjabat di Gedung Putih sebagai asisten khusus
presiden dan direktur senior Dewan Keamanan Nasional untuk urusan Asia,
di mana ia membantu merumuskan kebijakan strategis Presiden A.S. saat itu,
Barack Obama, untuk menyeimbangkan kembali kawasan Indo-Pasifik.

BLAKE H. BERGER adalah seorang pejabat program senior

di Asia Society Policy Institute. Sebelum bergabung dengan
institut ini, ia bekerja sebagai peneliti madya di Pusat Asia dan
Globalisasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National
University of Singapore. Penelitian dan publikasinya berfokus
pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), program Satu
Sabuk, Satu Jalan Tiongkok, dan kebijakan A.S.-ASEAN. Berger menulis

sebuah artikel dalam edisi ini bersama Russel. Ditampilkan pada Halaman 20

SAROSH BANA adalah editor eksekutif Business India di Mumbai,
India; editor regional, Asia-Pasifik, majalah dwibulanan Nava/
Forces Jerman; dan koresponden India untuk majalah Australia
Asia Pacific Security Magazine. Ia banyak menulis dan memberikan
ceramah tentang berbagai masalah mulai dari pertahanan dan

i A keamanan hingga urusan internasional serta kebijakan hingga
llngkungan dan konservasi. Ia mendirikan lembaga swadaya masyarakat Forum
for People-Oriented Water Utilisation. Ditampilkan pada Halaman 34

1 LETNAN KOLONEL LAUT (PURN.) JOHN F. BRADFORD
adalah peneliti senior dalam program keamanan maritim
i di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang
| Technological University di Singapura. Veteran Angkatan
Laut A.S. itu sebelumnya menjabat sebagai anggota Council

h on Foreign Relations-Hitachi untuk urusan internasional di
National Graduate Institute for Policy Studies. Penelitiannya berfokus pada
keamanan Asia dengan penekanan pada masalah maritim dan urusan kerja
sama. Ditampilkan pada Halaman 38

DR. TABITHA GRACE MALLORY adalah pendiri dan CEO
perusahaan konsultan China Ocean Institute dan profesor
afiliasi di University of Washington Henry M. Jackson School
of International Studies. Ia berspesialisasi di bidang kebijakan
luar negeri dan lingkungan Tiongkok, melakukan penelitian
tentang Tiongkok dan tata kelola lautan global, dan telah
mempublikasikan karya tentang kebijakan perikanan dan lautan Tiongkok.

DR. IAN RALBY adalah pakar hukum dan keamanan maritim dan
menjabat sebagai CEO LR. Consilium, yang berspesialisasi di
bidang keamanan maritim dan sumber daya serta berfokus pada
pemecahan masalah di seluruh dunia. Ia telah menangani masalah

; keamanan maritim di lebih dari 80 negara, termasuk Ekuador dan
tempat lainnya di pantai Pasifik Amerika Selatan. Ralby menulis sebuah artikel
dalam edisi ini bersama Mallory. Ditampilkan pada Halaman 52
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REGU
ANGKATAN
LAUT

akan pindah ke pulau kecil

encana Indonesia untuk menempatkan markas

regu tempur angkatan lautnya di pos terdepan

kecil yang jauh dari Jakarta menunjukkan

komitmen untuk menangani memburuknya
sengketa kedaulatan maritim yang melibatkan Tiongkok,
ungkap para analis di kawasan itu.

Markas regu di Jakarta akan dialihkan ke Kepulauan
Natuna, pada tanggal yang belum diumumkan, sehingga
Angkatan Laut dapat lebih cepat menanggapi insiden di
laut, ungkap kepala staf Angkatan Laut Indonesia kepada
Radio Free Asia.

Regu ini menegakkan kedaulatan maritim, termasuk
klaim Indonesia di Laut Natuna yang berdekatan, di mana
kapal pasukan penjaga pantai dan armada penangkap ikan
Tiongkok secara berkala melewatinya, yang membuat geram
para pemimpin di Jakarta. Komandan regu dapat “secara
langsung memimpin kapal perang dalam pasukan tempur di
sana,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono.

“Secara umum, idenya adalah bahwa jika ada potensi
konflik regional di mana aktivitas dan rencana tempur
Angkatan Laut harus diaktifkan, itu akan berada di sekitar
Laut Cina Selatan,” ungkap Evan Laksmana, peneliti
senior di kelompok penelitian Centre for Strategic and

IPD FORUM
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International Studies di Jakarta.

Regu ini mengoperasikan empat kapal dan sebuah
pesawat angkut CN-235. Relokasi itu sesuai dengan
rencana pemerintah 15 tahun untuk memperkuat
pertahanan di pulau-pulau terpencil strategis termasuk
rangkaian kepulauan Natuna, ungkap Laksmana. 272 pulau
Natuna terletak sekitar 1.100 kilometer dari Jakarta.

Angkatan Laut Indonesia telah memperoleh lebih
banyak persenjataan selama bertahun-tahun, dan Pasukan
Penjaga Pantai telah berjanji untuk meningkatkan patroli.
Bersama-sama, mereka harus menyisir lautan di sekitar
13.000 pulau untuk mencari teroris, bajak laut, dan
migrasi ilegal serta kapal dari Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) dan terkadang Vietnam.

Kapal Indonesia termasuk unit nonmiliter telah
mengusir kapal Tiongkok dari zona ekonomi eksklusif
yang membentang sejauh 370 kilometer dari rangkaian
kepulauan Natuna.

Bagian dari Laut Natuna di barat laut kepulauan itu
masuk dalam klaim RRT atas sekitar 90% dari Laut Cina
Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi. Brunei, Malaysia,
Filipina, Taiwan, dan Vietham menentang klaim Tiongkok
atas fitur di Laut Cina Selatan yang kaya akan hasil
tangkapan ikan dan bermuatan energi yang membentang
dari rangkaian kepulauan Natuna hingga Hong Kong.

RRT memiliki angkatan bersenjata terkuat ketiga di
dunia, melampaui setiap negara Asia Tenggara. Negara
penggugat lainnya telah memodernisasi angkatan laut
dan pasukan penjaga pantai mereka, terkadang dengan
bantuan dari Amerika Serikat.

“Sebagian besar negara lain telah memodernisasi
kekuatan angkatan laut mereka, jadi Indonesia sedikit
banyak mengikuti tren yang sudah ada sebelumnya,”
ungkap Jay Batongbacal, profesor urusan maritim
internasional di University of the Philippines.

Voice of America News



Pusat keamanan
akan dibuka di Vanuatu

Pusat yang berfokus pada keprihatinan
keamanan negara kepulauan Pasifik akan
mulai bekerja di Vanuatu pada tahun 2021,
demikian yang diungkapkan Australia, yang
menjadi tuan rumah bagi para analis dan
berbagi informasi tentang masalah dari
risiko maritim hingga perdagangan manusia
dan disinformasi.

Pacific Fusion Centre yang didukung
Australia di ibu kota Vanuatu, Port-Vila,
juga akan menyoroti masalah seperti
penangkapan ikan ilegal, penyelundupan
narkoba, dan perubahan iklim, ujar Menteri
Luar Negeri Australia Marise Payne.

Sebagai persiapan, tim yang terdiri dari
21 analis dari 14 negara kepulauan Pasifik
memulai pelatihan di ibu kota Australia,
Canberra, pada September 2019.

“Ini berfungsi sebagai sumber informasi
yang andal bagi pemerintah Pasifik,” ungkap
Payne, yang menambahkan bahwa para
analis memberikan saran tentang masalah
yang terkait dengan pandemi virus korona,
keamanan pangan dan perbatasan, serta
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memerangi disinformasi.

Langkah ini merupakan bagian dari
strategi Pacific Step Up Australia yang
diumumkan pada tahun 2018, yang
dianggap sebagai tawaran untuk melawan
berkembangnya pengaruh Republik Rakyat
Tiongkok di kawasan tempat Australia
secara tradisional menjadi donor bantuan
terbesar.

“Vanuatu menantikan untuk bekerja
sama dengan Australia untuk mendirikan
Pacific Fusion Centre, guna melengkapi dan
meningkatkan arsitektur keamanan regional
yang sudah ada,” kata Menteri Luar Negeri
Vanuatu Marc Ati. Reuters

W
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PENYITAAN

PENYELUNDUPAN DI KAWASAN INI

enyitaan 100 kilogram metamfetamin kristal

oleh Angkatan Laut Sri Lanka pada Januari 2021

menandakan perubahan metode operasi pengedar

narkoba internasional di kawasan tersebut,
demikian yang dilaporkan surat kabar The Hindu.

Heroin adalah barang selundupan dalam banyak
penyitaan sebelumnya di sepanjang pantai Sri Lanka
dan India, tetapi seorang pejabat Bea Cukai India
mengatakan bahwa metamfetamin, atau sabu-sabu,
mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih besar
sekarang. “Sebelumnya, pengiriman besar heroin yang
diselundupkan melalui rute laut dicegat di lepas pantai
India, Sri Lanka, dan Maladewa,” ungkap pejabat itu
kepada surat kabar tersebut. “Kiriman itu berasal dari
pantai Makran di Pakistan. Kali ini, sabu-sabu adalah
komponen utamanya, yang menunjukkan bahwa barang
tersebut sekarang mungkin menghasilkan lebih banyak
keuntungan bagi penyelundup.”

Angkatan Laut Sri Lanka melakukan operasi 4 Januari
2021 dengan layanan intelijennya dan Biro Narkotika
Kepolisian, demikian yang dilaporkan The Hindu. Agensi
tersebut menangkap empat orang dan menyita 100
kilogram sabu-sabu dan 80 kilogram hashish. Mereka
juga menyita sebuah kapal pukat yang digunakan untuk
menyelundupkan narkoba. (Foto: Pada April 2020,
Angkatan Laut Sri Lanka menyita 605 kilogram sabu-
sabu dan 579 kilogram ketamin dari kapal pengangkut
kargo tanpa bendera di dekat Kolombo, Sri Lanka.)

Lembaga penegak hukum menduga bahwa sabu-
sabu dengan kemurnian tinggi sedang diproduksi dalam
jumlah besar di laboratorium canggih di Pakistan.
Laboratorium tersebut menggunakan efedrin yang
diekstrak dari tanaman efedra di Afganistan, demikian
yang dilaporkan The Hindu. staf Forum
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' ‘{Ji\\é Negara-negara Indo-Pasifik Meningkatkan Kerja Sama
untuk Memerangi Kejahatan Maritim

STAF FORUM

ada dini hari tanggal 26 Oktober 2020, kapal

muatan curah EI Matador berada di jalur pelayaran

timur Selat Singapura, yang terletak sekitar 3,2

mil laut (6 kilometer) dari Nongsa Point di pulau
Batam, Indonesia. Kapal berbendera Siprus itu melayari
selat tersebut — salah satu kanal maritim tersibuk di dunia
— sebagai bagian dari perjalanannya selama berminggu-
minggu dari pelabuhan Laut Arab Salalah, Oman, menuju
Caofeidian, pelabuhan di Laut Bohai Tiongkok, ketika
menerima peringatan pantai-ke-kapal: Sebuah pesawat tak
dikenal telah terlihat di sebelah El Matador.

Anggota kru pun melihat penyusup di ruang mesin
dan membunyikan alarm, yang membuat empat pelaku
melarikan diri dari kapal pengangkut sepanjang 200 meter
itu. El Matador dialihkan menuju pelabuhan di lepas
pantai Batam, di mana Angkatan Laut Indonesia naik
ke atas kapal dan melakukan pencarian sebelum kapal
melanjutkan pelayarannya ke timur, awaknya tidak terluka
dan muatannya tidak tersentuh.

Sementara itu, pihak berwenang lainnya diperingatkan,
termasuk Gugus Tugas Keamanan Maritim Angkatan
Laut Singapura dan Pasukan Penjaga Pantai Kepolisian
Singapura, dan siaran navigasi keamanan diterbitkan untuk
memperingatkan para pelaut di area itu.

Dalam hitungan jam, insiden di atas kapal EI Matador
telah mengilustrasikan temuan kunci dari laporan utama
tentang keamanan maritim: Indo-Pasifik merupakan
pemimpin global dalam kerja sama maritim.

“Di banyak wilayah, pembajakan dan perampokan
bersenjata di laut dianggap para pelaut sebagai ancaman

8 IPD FORUM

Kapal berlabuh di Selat
Singapura. Sebagian besar
perdagangan maritim
Indo-Pasifik melewati selat
selebar 16 kilometer ini,
menciptakan titik sumbat
pelayaran yang menjadi
target bajak laut dan
perampok bersenjata.
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keamanan maritim yang paling
mendesak,” demikian menurut
Indeks Keamanan Maritim
2020 yang diterbitkan oleh
program Stable Seas, bagian
dari organisasi nirlaba One
Earth Future yang berbasis di
Washington, D.C. “Untungnya,
komunitas negara, organisasi
masyarakat sipil, dan perusahaan swasta yang kuat telah
bersatu untuk mengatasi keprihatinan ini.”

DIPOSISIKAN UNTUK MERESPONS

Reputasi Indo-Pasifik untuk memerangi pembajakan dan
kejahatan maritim lainnya secara efektif telah diperoleh
melalui pendekatan bertahun-tahun yang berlandaskan
kemitraan multinasional, kolaborasi antarlembaga,

dan pembagian informasi. Dengan demikian, para ahli
menganggap wilayah ini menempati posisi yang baik untuk
menanggapi peningkatan kejahatan maritim yang dilaporkan
pada tahun 2020 — kenaikan yang diyakini, setidaknya
sebagian, sebagai efek riak dari pandemi virus korona yang
muncul pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan kontraksi
ekonomi yang dihasilkannya.

Episode di atas kapal El Matador merupakan salah satu
dari 97 insiden, termasuk dua upaya insiden, pembajakan
atau perampokan bersenjata terhadap kapal di Indo-Pasifik
selama tahun 2020, demikian menurut Pusat Pembagian
Informasi Perjanjian Kerja Sama Regional tentang
Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata



terhadap Kapal di Asia (Regional Cooperation Agreement
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships
in Asia Information Sharing Centre - ReCAAP ISC). Itu
merupakan yang terbanyak sejak tahun 2017.

Empat dari insiden pada tahun 2020 merupakan
tindakan pembajakan, semuanya di Laut Cina Selatan,
demikian temuan laporan tahunan pusat multinasional
tersebut. (Meski masing-masing mencakup pelanggaran
serupa, perampokan bersenjata terhadap kapal didefinisikan
terjadi di dalam perairan teritorial suatu negara, sementara
pembajakan terjadi di perairan internasional, sering disebut
sebagai laut bebas.) Secara keseluruhan, 74% insiden
melibatkan pencurian kecil oleh pelaku tak bersenjata tanpa
cedera pada awak kapal.

Indo-Pasifik mencakup beberapa rute laut yang paling
banyak diperselundupkan di dunia dan beberapa pelabuhan
terbesar, dengan lebih dari setengah dari semua lalu lintas
pelayaran komersial melintasi perairannya. Sebagian besar
perdagangan maritim melewati Selat Singapura sepanjang
105 kilometer, jalur perairan sempit antara negara kota
Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia di bagian selatan.
Pelabuhan Singapura adalah yang terbesar di Asia Tenggara
dan No. 1 di seluruh dunia untuk bunkering, atau pengisian
bahan bakar kapal, demikian menurut Otoritas Maritim

Kapten Laut Filipina Sherwin Saluba Domingo melihat melalui gyro
repeater di atas kapal tempur pesisir Angkatan Laut A.S. USS
Coronado dalam patroli bersama melawan pembajakan di Laut Sulu.
KOPRAL DUA DEVEN LEIGH ELLIS/ANGKATAN LAUT A.S.

SELAT SINGAPURA: TITIK SUMBAT PEMBAJAKAN

dan Pelabuhan Singapura. Hingga 1.000 kapal berada di
pelabuhan pada satu waktu, dengan satu kapal tiba atau
berangkat setiap beberapa menit.

Dengan lebar 16 kilometer, selat ini merupakan titik
sumbat pelayaran, yang menempatkan kapal kargo seperti
El Matador dalam jangkauan perahu pantai kecil. Memang,
sebagian besar dari 34 insiden yang dilaporkan di sana pada
tahun 2020, naik tiga dari tahun sebelumnya, sesuai dengan
pola yang serupa: Beberapa pelaku, terkadang bersenjatakan
pisau, naik ke kapal muatan curah yang mengarah ke
timur di bawah selubung malam. Hanya satu insiden yang

Pelabuhan Singapura adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan No. 1 secara global untuk bunkering,

atau pengisian bahan bakar kapal. Dengan ribuan kapal yang melintasi Selat Singapura sepanjang

| A =

105 kilometer setiap tahunnya, selat ini menjadi target bajak laut dan perampok bersenjata. Upaya wdi e .
perampokan di atas kapal muatan curah El Matador sekitar 6 kilometer dari Nongsa Point merupakan _2 & 4 Pula N
salah satu dari 34 insiden kejahatan maritim di selat itu pada tahun 2020. oy Tekong
. e
A ' ‘/ P
s P ‘ g ,,_\\
TELUK o~
THAILAND S I N G A P U R A 4
LAUT
CINA SELATAN ‘ )
= - <F L
e % l
" UkepuLaUAN L | y pu ra
RAU .ol Y ! : “ga
: s g\
i e X
iy S - \2
Pulau 5‘5
2 A St. John
NONGSA POINT
a _ el ‘
SAMUDRA * LAUT Pulau Bqtam
k HINDIA JAWA h

&

<ot N D O N ISHa

IPD FORUM

9



Indo-Pasifik mencakup beberapa rute laut yang paling banyak
diperselundupkan di dunia dan beberapa pelabuhan terbesar, dengan lebih dari
setengah dari semua lalu lintas pelayaran komersial melintasi perairannya.

melibatkan cedera pada awak kapal; barang curian termasuk
perbekalan kapal, suku cadang mesin, besi rongsokan, dan
material konstruksi.

“Namun, jika perampok oportunistis melihat bahwa
mereka dapat melakukan kejahatan tanpa dihukum,
pencurian perbekalan kapal hari ini dapat dengan mudah
meningkat menjadi insiden yang lebih serius, termasuk
konfrontasi dengan awak kapal,” ungkap Masafumi Kuroki,
direktur eksekutif ReCAAP ISC, saat merilis laporan
tersebut dalam Nautical Forum ke-12 ReCAAP ISC
pada Januari 2021. Acara virtual ini menarik sekitar 100
peserta dari lembaga militer dan penegak hukum, institusi
akademis, perusahaan pelayaran, dan asosiasi industri.
Presenternya termasuk Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan
Pasukan Penjaga Pantai Kepolisian Singapura.

“Di luar kewaspadaan, pelaporan tepat waktu oleh
kapal, peningkatan patroli oleh lembaga penegak
hukum, serta kerja sama di antara negara pesisir, kami
percaya bahwa menangkap dan mengadili pelaku adalah
pencegahan penting untuk menghentikan peningkatan
insiden,” ungkap Kuroki.

MEMETAKAN ARAH PERGERAKAN
Pendirian pusat yang berbasis di Singapura pada November
2006 merupakan bagian dari inisiatif yang digambarkan
sebagai “perjanjian antarpemerintah regional pertama
untuk memajukan dan meningkatkan kerja sama melawan
pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal
di Asia.” Seiring ReCAAP ISC mendekati ulang tahunnya
yang ke-15, 14 negara anggota pendirinya dari Asia Utara,
"Tenggara, dan Selatan telah bergabung dengan enam negara
lainnya: Australia, Denmark, Belanda, Norwegia, Inggris,
dan Amerika Serikat. Organisasi mitra ReCAAP ISC
meliputi Asosiasi Pemilik Kapal Asia, Organisasi Maritim
Internasional, dan Interpol.

Karyanya berfokus pada tiga pilar: berbagi informasi,
seperti pembaruan mingguan dan laporan khusus;

b

Kapal Pasukan Penjaga Pantai Indonesia KN Tanjung Datu, kiri, dan
-Cutter Stratton Pasukan Penjaga Pantai A.S. berlayar melalui Selat
-~ Singapura. Insiden-pembajakan dan perampokan bersenjata telah
- meningkat di selat ini, salah satu kanal pelayaran tersibuk dixdu!
SEl PASUKAN PENJAGA PANTAIA.S. = .

-

peningkatan kapasitas, termasuk lokakarya, program
eksekutif, dan video pelatihan; dan pengaturan kerja sama,
seperti dengan lembaga mitranya, serta acara termasuk
forum dan konferensi pembajakan dan perampokan laut.

Stable Seas bermitra dengan pemerintah, militer, dan
organisasi lain secara global untuk menghilangkan kegiatan
maritim yang memfasilitasi dan membiayai kekerasan
politik yang terorganisir. Stable Seas meluncurkan Indeks
Keamanan Maritim tahunannya pada tahun 2018 untuk
memetakan dan mengukur berbagai masalah — dan
tanggapan pemerintah dan nonpemerintah terhadapnya
— di lebih dari 70 negara pesisir di Afrika, Indo-Pasifik,
dan Timur Tengah. Seraya “ruang maritim mendapatkan
perhatian sebagai medan bagi tantangan keamanan
nontradisional dan sebagai ruang dengan potensi ekonomi
yang makin penting, begitu pula kebutuhan untuk secara
empiris mengukur lingkup tantangan dan kemajuan yang
dicapai di ruang maritim,” tulis Jay Benson, manajer proyek
Stable Seas di Indo-Pasifik, dalam artikel Februari 2020
untuk majalah online The Diplomat.

Selain pembajakan dan perampokan bersenjata, indeks
2020 mencatat, Indo-Pasifik menghadapi tantangan dari
penyelundupan maritim gelap atas obat-obatan dan produk
satwa liar. Meski penculikan untuk tebusan oleh teroris
tetap menjadi ancaman, itu sudah sangat berkurang melalui
upaya kolaborasi, termasuk pengawasan maritim trilateral
yang dilakukan di Laut Sulu sejak 2016 oleh Indonesia,
Malaysia, dan Filipina.

“Kawasan ini cepat merespons bentuk kejahatan maritim
ini melalui inisiatif seperti patroli terkoordinasi ... dan
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peningkatan berbagi informasi melalui entitas seperti
ReCAAP;” tulis Benson di The Diplomat.

MENCAPAI KEMAJUAN

Seperti perairan Indo-Pasifik, upaya pemberantasan
kejahatan maritim di kawasan ini bersifat ekspansif,
menggabungkan kekuatan militer dan personel penegak
hukum, pakar pemerintah sipil, operator pelayaran, dan
ilmuwan data. Selain ReCAAP ISC, inisiatif kolaboratif
ini mencakup:

e Pusat Pelaporan Pembajakan Biro Maritim
Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, menyediakan
pemantauan sepanjang waktu terhadap jalur pelayaran
di seluruh dunia. Biro ini, yang merupakan divisi dari
Kamar Dagang Internasional, mendirikan pusat tersebut
pada tahun 1992 sebagai saluran untuk melaporkan
insiden pembajakan dan perampokan bersenjata kepada
otoritas setempat dan untuk memperingatkan nakhoda
tentang titik-titik masalah.

¢ Di bawah Program Keamanan Maritim Pasifik,
Departemen Pertahanan Australia telah berkomitmen
sebesar 21,7 triulin rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) selama
30 tahun untuk membantu negara kepulauan Pasifik
mempertahankan kedaulatan dan keamanan mereka.
Program ini akan menyediakan 21 perahu patroli kelas
Guardian kepada 13 negara per tahun 2023, serta
pelatihan, keahlian koordinasi maritim, dan kemampuan
pengawasan udara untuk mencegah kejahatan di zona
ekonomi eksklusif negara tersebut dan di laut bebas.

e Program Kejahatan Maritim Global, bagian dari
Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan, mendukung
upaya keamanan di seluruh Indo-Pasifik, termasuk
melalui dialog penegakan hukum maritim; pelatihan
berkunjung, naik, geledah, dan sita; dan teknologi
kesadaran ranah maritim untuk mengidentifikasi dan
menargetkan aktivitas ilegal.

¢ Information Fusion Centre, yang didirikan pada
tahun 2009 dan diselenggarakan oleh Angkatan Laut
Singapura, berupaya meningkatkan keamanan maritim
regional melalui pembagian informasi dan kolaborasi,
dengan petugas penghubung internasional yang
dikerahkan ke pusat tersebut bersama personel Angkatan
Laut Singapura. Dikembangkan pada tahun 2019,
portal pusat ini yang berbasis web, IRIS, memberikan
gambaran aktivitas maritim secara real-time dan dapat
diakses melalui perangkat seluler dari kapal di laut.

e Latihan Kerja Sama dan Pelatihan Asia Tenggara
(Southeast Asia Cooperation and Training
- SEACAT), yang menandai iterasi ke-19 pada
pertengahan 2020 sebagai simposium virtual akibat
pandemi COVID-19, menyatukan personel militer
dari Eropa, Indo-Pasifik, dan Amerika Utara untuk
meningkatkan keamanan maritim melalui koordinasi
multilateral. SEACAT 2020 berfokus pada peningkatan
kemampuan kesadaran ranah maritim. “Baik negara
yang prihatin dengan kekerasan langsung antarnegara

di Laut Cina Selatan atau siapa pun yang prihatin
dengan penangkapan ikan berlebih, pembajakan,

dan kontraterorisme, ini adalah neksus di mana

semua kepentingan keamanan yang beragam saling
bertabrakan,” ungkap pembicara utama Gregory B.
Poling, direktur Asia Maritime Transparency Initiative di
Center for Strategic and International Studies.

Para ahli berpendapat bahwa mengubah pasang surut
kejahatan maritim juga membutuhkan penanganan akar
penyebabnya, termasuk faktor ekonomi dan tata kelola.
“Pendekatan holistik yang menghubungkan respons militer
dan angkatan laut dengan upaya pengembangan dan
pembinaan kapasitas kemungkinan besar akan menggerus
kondisi sosial ekonomi yang saat ini mendorong penduduk
pesisir untuk melakukan kejahatan ini,” ungkap Indeks
Keamanan Maritim. “Demikian pula, stabilitas di darat dan
aturan hukum nasional yang kuat berkaitan dengan tingkat
pembajakan dan perampokan bersenjata yang rendah;
insiden pembajakan lebih kecil kemungkinannya terjadi di
negara dengan ekonomi dan pemerintah yang kuat, dan di
mana terdapat penegakan hukum yang efisien.”

Gejolak tahun 2020, dengan pandemi yang brutal,
karantina wilayah yang berlarut-larut, dan hilangnya
pekerjaan, sebagian mungkin menjadi penyebab
meningkatnya insiden pembajakan dan perampokan
bersenjata, ungkap Kuroki kepada peserta Nautical Forum.
“Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19
pada masyarakat pesisir dapat mengakibatkan lebih banyak
orang melakukan perampokan laut,” ungkapnya. “Ada
juga kemungkinan bahwa pekerjaan awak kapal yang
berkepanjangan di atas kapal, akibat sulitnya pergantian
awak, menyebabkan kelelahan pada awak kapal dan dapat
mengurangi kewaspadaan mereka.”

Akan tetapi, bagian akhir dari tahun penuh ujian itu
membawa sebagian kelegaan yang disambut baik, ketika
negara Indo-Pasifik kembali melanjutkan latihan maritim
yang telah terhenti akibat pembatasan perjalanan dan
karantina terkait virus. Pada November dan Desember
2020, misalnya, instruktur Pasukan Penjaga Pantai A.S.
mengadakan pelatihan operasi perahu kecil untuk anggota
Pasukan Penjaga Pantai Filipina di Manila. Ini adalah acara
pelatihan pertama Pasukan Penjaga Pantai A.S. di Filipina
sejak pandemi dimulai.

Kerja sama tersebut dan berbagi informasi di antara mitra
merupakan inti dari upaya keamanan maritim terkemuka
dunia di Indo-Pasifik, ungkap organisasi seperti ReCAAP
ISC dan Stable Seas. Peringatan pantai-ke-kapal yang
mencegah bahaya lebih lanjut di atas kapal El Matador pada
akhir Oktober 2020 disampaikan melalui sistem informasi
lalu lintas kapal Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura,
yang memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau dan
mengelola ribuan kapal yang melewati selat itu.

“Untuk memerangi pembajakan dan perampokan
bersenjata,” Indeks Keamanan Maritim mencatat, “penting
bagi pemerintah, angkatan laut, dan industri pelayaran
untuk berbagi informasi.” O
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Kapal induk pertama buatan dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok, Shandong,
memulai uji coba laut pada Mei 2018, tetapi keterbatasan anggaran dapat
membatasi rencana ambisius untuk armada kapal induk yang lebih besar.




REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MEMILIKI AMBISI,
TETAPI APAKAH UANGNYA ADA?

SALVATORE BABONES | FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

etua Partai Komunis Tiongkok yang

baru menjabat, Xi Jinping, mengunjungi
Asia "Tengah pada September 2013 untuk
menghadiri KT'T tahunan Organisasi Kerja
Sama Shanghai, sebuah aliansi politik,
ekonomi, dan keamanan yang saat itu mencakup
Kazakhstan, Kirgizstan, Republik Rakyat Tiongkok
(RRT), Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Dalam
perjalanan, ia singgah ke Universitas Nazarbayev di
Kazakhstan, universitas eponim yang didirikan oleh
orang kuat Kazakh Nursultan Nazarbayev. Di sana, Xi
memberikan pidato yang sudah akrab bagi siapa pun
yang pernah menghadiri acara seperti itu di dunia pasca-
Perang Dingin, yang menekankan bahwa pemuda adalah
masa depan, hubungan antarmanusia akan melestarikan
perdamaian global dan yang dibutuhkan dunia sekarang
adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk
para syibolet dunia kedua ini, Xi menambahkan sebuah
prinsip wajib ketika berbicara di Asia Tengah: seruan
kebangkitan Jalur Sutra kuno.

“Jalur Sutera” bahkan tidak ada dalam judul pidato,
yang oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok masih
disebut sebagai pidato “Memajukan Persahabatan
Antara Orang-Orang Kita dan Bekerja Bersama untuk
Membangun Masa Depan yang Cerah”. Itu juga bukan
Jalur Sutra Baru yang pertama. Menteri Luar Negeri
A.S. saat itu Hillary Clinton meluncurkan strategi
infrastruktur Jalur Sutra Baru A.S. pada Juli 2011 dengan
dukungan Jenderal Angkatan Darat A.S. David Petraeus
dan Komando Pusat A.S.

Akan tetapi, Jalur Sutra Baru RRT menarik imajinasi
para akademisi dan media, yang mendorong Xi dan
Kementerian Luar Negerinya untuk mengubah basa-
basi menjadi pernyataan resmi. Ketika Xi melakukan
perjalanan ke Jakarta, Indonesia, pada Oktober 2013
untuk memberikan pidato di hadapan DPR, Jalur Sutra
menjadi pusat perhatian. Tiongkok tidak hanya memiliki
satu Jalur Sutra melainkan dua: Sabuk Ekonomi Jalur
Sutra di Asia Tengah dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21
menuju Asia Tenggara, Samudra Hindia, Timur Tengah,
dan Afrika Timur.

“Sabuk” terestrial menarik imajinasi dunia, tetapi
“jalan” maritim menarik jauh lebih banyak sumber daya
diplomatik, keuangan, dan militer RRT. Faktanya, jalur
darat antara Eropa dan Tiongkok sangat tidak ekonomis,
tetapi jalur laut yang menghubungkan Tiongkok dengan
Singapura, Australia, Teluk Persia, Terusan Suez, dan Eropa
Barat sangat penting bagi kelangsungan hidup RRT sebagai
negara perdagangan. Seandainya rute di sekitar bagian

bawah Eurasia ditutup, ekonomi Amerika Serikat akan
bertahan. Perekonomian RRT akan mati tercekik.

Dengan demikian, seharusnya tidak mengherankan
bahwa karena Tiongkok era reformasi telah diubah
dari kerajaan kontinental menjadi negara perdagangan,
Tiongkok harus mengupayakan komando atas laut di
mana impor dan ekspornya mengalir. Ambisi RRT
adalah mengamankan perdagangannya terhadap
gangguan dari A.S., tetapi para ahli teori Tiongkok
yang cerdas memahami bahwa itu adalah ambisi abad
ke-22. Sementara itu, RRT dapat menghadapi banyak
ancaman potensial lainnya: blokade India, konflik di
Selat Hormuz, atau bahkan penutupan Terusan Suez.
Proyek pembangunan yang disponsori Tiongkok di Asia
Selatan dan Afrika Timur telah memberi negara itu lebih
banyak alasan untuk mempersiapkan diri terhadap potensi
intervensi militer di seluruh kawasan itu. Meski Angkatan
Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) masih jauh dari
kemampuan untuk menantang Angkatan Laut A.S. secara
global, mereka mungkin berharap akan mengganggu
operasi A.S., terutama melalui perang kapal selam.

RRT tentu memiliki motif untuk memiliterisasi
Jalur Sutra Maritim, dan janjinya akan bantuan asing
berlebihan tanpa embel-embel kepada pemerintah
di kawasan itu memberinya kesempatan. Namun,
bagaimana dengan caranya? Akankah RRT benar-benar
dapat mengembangkan kekuatan angkatan laut yang
diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan ke Samudra
Hindia dan di luarnya? Mungkin yang lebih penting,
mampukah mereka?

Berdasarkan ambisi dan pengumuman, jawaban untuk
kedua pertanyaan tampaknya ya. RRT memiliki dua
kapal induk dan satu lagi sedang dibangun. Kapal induk

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping
bersulang dalam jamuan sambutan untuk Forum Sabuk dan
Jalan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada Mei 2017.
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ketiganya akan menampilkan pendorong sistem daya
terpadu seperti jenis yang digunakan pada kapal perusak
canggih kelas Zumwalt milik Angkatan Laut A.S. Generasi
keempatnya akan bertenaga nuklir, menampilkan sistem
luncur elektromagnetik, pesawat tempur siluman generasi
kelima dan sebuah railgun. Tiap kapal induk RRT akan
dikelilingi oleh kelompok tempur penuh, lengkap dengan
pengawalan kapal perusak, kapal selam serang, dan kapal
pendukung. Setidaknya, itulah ambisinya.

Kenyataan Angkatan Laut PLA jauh lebih tidak
menarik. Mereka memiliki sebuah kapal penjelajah hasil
konversi bekas Soviet (Liaoning), yang pada dasarnya
merupakan kapal pelatihan, salinan pribumi (Shandong),
yang menghabiskan waktunya berlayar antara Laut Cina
Timur dan Selatan, serta sayap udara kurang bertenaga
yang hanya dapat lepas landas dari dek penerbangan
kapal induk dengan mengeluarkan bahan bakar dan
persenjataan. RRT menderita kekurangan kapasitas
pengisian bahan bakar udara yang kronis, yang membatasi
pesawat berbasis kapal induk Tiongkok pada operasi
dalam radius sempit dari kapal asal mereka. Generasi kapal
induk dan pesawat di masa depan mungkin memecahkan
masalah ini, tetapi laporan berita menunjukkan bahwa
RRT telah memutuskan untuk mengurangi kapal induk
ketiga dan keempatnya dari masing-masing tenaga listrik
dan nuklir menjadi pendorong uap. Rencana untuk kapal
induk kelima dan keenam dilaporkan telah dibatalkan.

Meski ambisi militer RRT tetap tidak berkurang,
sumber daya fiskalnya makin terkendala. Angka anggaran
pemerintah, meski meragukan, mungkin dapat menjadi
petunjuk. Sepanjang periode pertumbuhan pesat
Tiongkok dari 1980-2015, anggaran pemerintah (pusat
dan daerah) yang terkonsolidasi cenderung menunjukkan
defisit, tetapi pertumbuhan pendapatan begitu pesat
sehingga tingkat pengeluaran tiap tahun tertutupi
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oleh penerimaan pajak tahun berikutnya. Misalnya,
pengeluaran 2015 RRT sebesar 34 triliun rupiah (15,2
triliun yuan) melampaui pendapatan 2015 sebesar 31,3
triliun rupiah (14 triliun yuan) tetapi ditutupi oleh
pendapatan 2016 Tiongkok sebesar 35,8 triliun rupiah (16
triliun yuan). Pertumbuhan pendapatan dua digit berarti
bahwa semua kendala anggaran bersifat lunak, sebab para
pemimpin Tiongkok tahu bahwa uang untuk membayar
janji hari ini akan segera tersedia, jika bukan esok.

Semua itu berubah setelah tahun 2016, ketika
pengeluaran terus meningkat tetapi pendapatan mulai
mandek. Pertumbuhan pendapatan tahunan, yang dulu
rata-rata sekitar 20%), baru-baru ini anjlok ke satu digit
yang rendah apabila angka resmi dapat dipercaya. Semua
ini terjadi sebelum pandemi virus korona. Mengingat
bahwa kapal induk dan sayap udaranya serta kelompok
pertempuran terkait merupakan beberapa pengeluaran
pertahanan terbesar, tidak mengherankan jika pemerintah
Tiongkok mungkin berusaha berhemat. Sekalipun dapat
menguasai tantangan teknis pengembangan kapal induk
nuklir, RRT mungkin terperanjat dengan pengeluaran
untuk membuatnya, apalagi memperlengkapinya.

Kisahnya sama dengan “untaian mutiara” RRT
yang banyak digembar-gemborkan di sekitar Samudra
Hindia. Tidak diragukan lagi bahwa RRT memiliki
ambisi strategis untuk mengitari wilayah ini dengan
pangkalan perang angkatan laut, udara, dan elektronik.
RRT telah menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk
memiliterisasi Laut Cina Selatan, membuat pulau buatan
tempat RRT membangun pelabuhan, landasan pacu, dan
radar. Namun, Laut Cina Selatan dekat dengan rumabh,
dan biaya akuisisi tanah untuk pangkalan ini nihil (biaya
pembuatan lahan sepenuhnya merupakan masalah lain).
Pangkalan luar negeri di negara berdaulat berpotensi jauh
lebih mahal.



Personel Tentara Pembebasan Rakyat menghadiri upacara
pembukaan pangkalan militer Republik Rakyat Tiongkok di
negara Afrika Timur, Djibouti, pada Agustus 2017.

Pertimbangkan satu-satunya pangkalan militer utama
Tiongkok di luar negeri, di Djibouti. Secara nominal,
pangkalan Afrika Timur ini menghabiskan biaya sekitar
289,5 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) per tahun bagi RRT
untuk menyewa lahannya, ditambah biaya pembangunan.
Ini tampaknya lebih menguntungkan dibandingkan dengan
ketentuan sewa A.S. sebesar 912,1 miliar rupiah (63 juta
dolar A.S.) per tahun untuk jejak yang jauh lebih besar.
Untuk A.S., persyaratan kontrak mewakili biaya penuh:
Negara seperti Djibouti menghargai pangkalan A.S. berkat
jaminan keamanan tersirat yang diberikannya. Sebaliknya,
RRT harus membayar negara tersebut jauh lebih besar
untuk membujuk mereka agar mengizinkan kehadiran
militer Tiongkok. Dalam kasus Djibout, itu termasuk
8,5 triliun rupiah (590 juta dolar A.S.) untuk pelabuhan, 7,1
triliun rupiah (490 juta dolar A.S.) untuk jalur kereta api,
dan 6,5 triliun rupiah (450 juta dolar A.S.) untuk bandara.

Kisahnya sama di Pakistan, di mana proyek Pelabuhan
Gwadar yang disponsori Tiongkok tidak memiliki alasan
komersial yang nyata. Kabarnya berbiaya lebih dari 14,5
triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.), tidak jelas berapa banyak
sebenarnya yang telah dikeluarkan RRT untuk Gwadar.
Ketika dan jika rampung, pelabuhan ini dapat menjadi titik
pengisian bahan bakar untuk kapal angkatan laut Tiongkok
atau pangkalan untuk marinir Tiongkok. Penggunaan
apa pun yang RRT dapati untuk Gwadar, pastilah tidak
setimbang dengan biayanya. Begitu pula dengan pelabuhan
Hambantota yang kurang dimanfaatkan di Sri Lanka dan
pelabuhan prospektif Kyaukpyu di Myanmar, masing-
masing dibanderol dengan harga lebih dari 14,5 triliun
rupiah (1 miliar dolar A.S.). Jika dijumlahkan, tiga mutiara
Samudra Hindia ini menghabiskan biaya RRT sebesar lebih
dari 43,5 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.) sebelum satu
pun kapal Angkatan Laut PLA memiliki kesempatan untuk
menggunakannya. Namun, alih-alih bertekad melangkah
maju menuju tahap pembangunan di masa mendatang,
RRT dalam ketiga kasus menuntut kontribusi tambahan
dari negara tuan rumah.

Karena perekonomian RRT telah mandek,
kepemimpinan negara ini tidak lagi dapat membuat
komitmen pengeluaran luar biasa, yakin bahwa

Insinyur dari Tiongkok dan negara Afrika Pantai Gading bekerja
di lokasi pembangunan terminal kontainer di pelabuhan Abidjan
pada Maret 2019.

pertumbuhan di masa depan akan menghasilkan sumber
daya yang diperlukan untuk menepati janji masa lampau.
Untuk pertama kalinya dalam empat dekade, RRT
menghadapi kendala anggaran yang berat. Pada saat

RRT memperbolehkan perusahaan strategis seperti
perancang semikonduktor Tsinghua Unigroup dan pabrik
mobil Brilliance Auto melakukan gagal bayar obligasi,
jelas bahwa subsidi negara tidak lagi siap sedia seperti
sebelumnya. Pemerintah Tiongkok mulai membuat
pilihan yang sulit tentang prioritas pengeluaran, yang
sudah biasa bagi pemerintah lain sejak lama, dan anggaran
militer tidak terkecuali.

Keseriusan tantangan Tiongkok selalu didasarkan
pada anggaran militer RRT yang tampaknya tidak ada
habisnya dan kegemarannya akan peningkatan teknologi
yang cepat. Angkatan Laut PLA saat ini terutama
merupakan kekuatan kapal kecil, yang terdiri dari
sejumlah besar kapal perusak, fregat, dan korvet yang
relatif sederhana dan murah. Seperti angkatan laut 1.000
kapal Uni Soviet yang pernah berjaya, itu adalah armada
yang murah. Untuk menantang Angkatan Laut A.S.,
atau bahkan meniru kapasitas Angkatan Laut A.S. untuk
memproyeksikan kekuatan jauh di luar pantai Amerika,
Angkatan Laut PLA memerlukan komitmen keuangan
jangka panjang yang luar biasa dari pemerintah Tiongkok.

Secara terpisah, itu komitmen yang mungkin
mampu ditanggung RRT. Dalam konteks banyaknya
komitmen militer dan diplomatik lainnya, itu mungkin
bukan yang pertama dalam daftar RRT. RRT hanya
mampu mendominasi rute perdagangan maritim jika
mengorbankan prioritas anggaran lainnya, seperti
pengembangan pesawat jet tempur, rudal balistik
antikapal, kecerdasan buatan, dan program luar angkasa.
Pada saat yang sama, perang teknologi A.S.-Tiongkok
telah melambungkan pengembangan semikonduktor
pribumi, yang akan sangat mahal, menjadi prioritas
pertahanan nasional No. 1. Belum lagi berbagai darurat
keuangan yang membayangi sektor perbankan Tiongkok.
Mengingat persaingan semacam itu, militerisasi Jalur
Sutra Maritim, betapa pun diinginkan oleh perencana
militer RRT, mungkin harus menunggu. O
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erilaku agresif terus-menerus oleh Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan mendorong
negara-negara Asia Tenggara untuk mempertahankan
kedaulatan maritim, hak-hak lain, dan kebebasan
navigasi mereka. Meski menghadapi negara tetangga
dengan perekonomian kuat membutuhkan tindakan
penyeimbangan yang cermat, negara yang mengitari
Laut Cina Selatan telah menyokong pertahanan maritim,
berbicara menentang agresi, dan mempertahankan perairan
teritorial mereka.

Vietnam, yang mengepalai Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2020,
mengumpulkan para menteri pertahanan negara anggota
dalam deklarasi Desember 2020 yang menyerukan agar
kawasan ini “menahan diri dalam pelaksanaan kegiatan
dan menghindari tindakan yang dapat makin memperumit
situasi, serta mengupayakan penyelesaian sengketa secara
damai, tanpa paksaan, sesuai dengan hukum internasional.”

10 anggota ASEAN serta RRT dan Amerika
Serikat menyetujui deklarasi itu. Laut Cina Selatan
tidak disebutkan. Namun, Vietham membawa
pesan itu selangkah lebih jauh dengan merilis berita
yang menyatakan bahwa para menteri setuju untuk
“menggunakan cara-cara damai dan mematuhi hukum
internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah,
terutama yang terkait dengan sengketa wilayah dan
kedaulatan, termasuk sengketa di Laut Cina Selatan.”

Dalam era di mana RRT memiliterisasi fitur buatan
di Laut Cina Selatan, penangkapan ikan secara ilegal di
perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE)
negara lain menekan negara tetangga untuk tidak
mengekstrak sumber daya alam, target pesan yang tidak
disebutkan itu sudah jelas. Bagi Vietnam, mempertahankan
sumber daya alam dan perairan teritorialnya adalah
tindakan bertahan hidup, demikian ungkap seorang pakar.
“Laut Cina Selatan hampir menjadi masalah eksistensial
bagi Vietnam,” ungkap Derek Grossman, analis pertahanan
senior di Rand Corp., kepada FORUM.

Akan tetapi, menentang tetangganya yang lebih
besar sulit bagi Vietnam. “Di satu sisi, Tiongkok tentu
merupakan musuh Vietnam di Laut Cina Selatan,” ungkap
Grossman. “Vietnam juga sangat mencurigai [skema
infrastruktur] Satu Sabuk, Satu Jalan dan pembendungan
Sungai Mekong serta bagaimana hal itu memengaruhi
Vietnam di bagian bawah Delta Mekong.”

Namun, RRT disebut Vietnam sebagai mitra kerja sama
strategis komprehensif, yang merupakan penghargaan
tertinggi yang diberikannya kepada negara asing. RRT
juga merupakan mitra dagang No. 1 Vietnam. “Mereka
menyadari bahwa Tiongkok tidak akan pergi ke mana-
mana di kawasan ini,” kata Grossman. “Ini tindakan
penyeimbangan cermat yang perlu dilakukan Vietnam.”

Vietnam telah diam-diam mendukung strategi A.S.
terkait Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka sebab Vietnam
mengambil posisi tegas melawan agresi Tiongkok di
Laut Cina Selatan “dan menunjukkan niat Washington
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untuk mempertahankan kehadiran di wilayah ini selama
bertahun-tahun mendatang,” tulis Grossman dalam artikel
Januari 2021 untuk majalah berita online The Diplomat.

CAMPUR TANGAN YANG MAHAL

Campur tangan Tiongkok terhadap eksplorasi minyak
Vietnam di Laut Cina Selatan telah menimbulkan
kerugian finansial. Vietnam membayar total 14,5 triliun
rupiah (1 miliar dolar A.S.) kepada dua perusahaan
minyak internasional setelah membatalkan proyek Laut
Cina Selatan akibat tekanan dari RRT, demikian yang
dilaporkan The Diplomat pada Juli 2020.

Perusahaan energi milik negara Vietnam,
PetroVietnam, bakal membayar Repsol dari Spanyol
dan Mubadala dari Uni Emirat Arab. Dua prospek
pembangunan Repsol berada di ujung ZEE Vietnam
tetapi di dalam wilayah sembilan garis putus-putus yang
secara hukum tidak berdasar yang diklaim oleh Beijing.
Keputusan Vietnam untuk membatalkan kontrak itu
dibuat setelah RRT mengumpulkan 40 kapal angkatan
laut di lepas pantai pulau Hainan, yang berjarak dua hari
berlayar dari lokasi pengeboran.

Akan tetapi, Vietnam belum kehilangan keinginan
untuk mengekstrak sumber daya dalam ZEE-nya.
Vietnam bekerja sama dengan perusahaan energi Jepang
Inpex dalam kesepakatan pengeboran di ladang lepas
pantai. Langkah itu pasti akan ditentang oleh RRT,
demikian yang dilaporkan surat kabar South China
Morning Post pada Januari 2021.

Seorang pejabat PetroVietnam, yang menolak
disebutkan namanya, mengatakan kepada surat kabar
itu bahwa ia percaya bahwa pengeboran akan dimulai
pada tahun 2021. “Kami telah memperhitungkan reaksi
Tiongkok, tetapi kami tidak berbuat salah. Kami hanya
akan melakukan pengeboran dalam zona ekonomi
eksklusif kami,” ungkapnya.

TEGURAN LANGKA

Malaysia juga angkat bicara untuk membela hak
maritimnya. Menteri luar negeri
negara itu mengumumkan pada
Agustus 2020 bahwa Malaysia telah
menyerahkan sebuah dokumen
kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk mengklarifikasi haknya atas
bagian yang tersisa dari landas benua
di luar 200 mil laut dari garis dasar
negara itu, ungkap Menteri Luar
Negeri Hishammuddin Hussein di
hadapan Parlemen pada Agustus
2020, demikian yang dilaporkan
Bloomberg.

“Malaysia menentang klaim
Tiongkok bahwa mereka memiliki
hak historis atas perairan itu,” ungkap
Hishammuddin. “Pemerintah
Malaysia juga menganggap klaim

B
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Tiongkok atas fitur maritim di Laut Cina Selatan tidak
memiliki dasar apa pun di bawah hukum internasional.”
"Teguran itu merupakan langkah tak biasa oleh Malaysia,
yang telah menghindari mengkritik RRT dengan
mengarahkan komentarnya untuk memastikan bahwa
perairan tetap terbuka untuk perdagangan, demikian yang
dilaporkan Bloomberg.

RRT telah membangun pangkalan militer dan pos
terdepan pada terumbu, formasi batuan, dan beting, serta
mengklaim bahwa RRT memiliki hak atas hampir 80%
Laut Cina Selatan. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan,
dan Vietnam mengklaim sebagian dari wilayah yang
sama. Mahkamah internasional pada tahun 2016 menolak
sebagian besar klaim ekstensif RRT dengan alasan tidak
sejalan dengan hukum internasional.

Meski perekonomian Malaysia tetap terkait erat dengan
RRT, Malaysia bekerja sama dengan mitra pertahanan
untuk mempertahankan kepentingan maritimnya. Ini
adalah salah satu dari empat pasukan militer Indo-Pasifik
yang akan menerima kendaraan udara tak berawak
(Unmanned Aerial Vehicle - UAV) dari Amerika Serikat
untuk berpatroli dan melakukan pengintaian di atas Laut
Cina Selatan. Malaysia menerima enam ScanEagles pada
Mei 2020 dan pada akhirnya akan menerima total 12,
sementara Indonesia dan Filipina masing-masing akan
menerima delapan. Vietnam dijadwalkan menerima
enam. Semua penerima mengatakan bahwa mereka akan
menggunakan UAV untuk mendukung keamanan maritim
di Laut Cina Selatan.

A.S. mendanai dengan sepenuhnya program itu
dengan biaya sekitar 20,35 miliar rupiah (1,4 juta dolar
A.S.) per wahana. Pengiriman enam UAV selebihnya
ke Malaysia dan 22 UAV yang ditujukan untuk negara
lainnya diharapkan paling lambat pada tahun 2022.

INDONESIA MEMBELA DIRI

Ketika Badan Keamanan Laut Indonesia mencegat
kapal survei Tiongkok di ZEE-nya pada Januari 2021,
itu hanyalah perjumpaan terbaru dalam serangkaian
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Perdana Menteri Vietnam saat itu Nguyen Xuan Phuc, tengah, berbicara kepada menteri
luar negeri yang menghadiri pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada

September 2020 yang membincangkan peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan.
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konflik dengan kapal Tiongkok selama beberapa tahun
terakhir. Xiang Yang Hong 03 telah mematikan sistem
pelacakannya, sehingga kapal pemerintah Indonesia
mengawalnya keluar dari ZEE Indonesia, demikian yang
dilaporkan Radio Free Asia (RFA).

“Seandainya mereka berlayar terus-menerus tanpa
melakukan aktivitas yang mencurigakan, itu tidak akan
menjadi pelanggaran. Tetapi selama pelayaran ini,

AIS [sistem identifikasi otomatis] mereka dimatikan,

dan ini menimbulkan kecurigaan,” ungkap Laksamana
Pertama Suwito, direktur operasi Badan Keamanan Laut
Indonesia, kepada wartawan. “Kami bertanya mengapa AIS
dimatikan, dan jawaban mereka AIS rusak.”

Indonesia telah mengalami beberapa kali kebuntuan
dengan RRT atas tuduhan bahwa perahu penangkap
ikan Tiongkok, yang dikawal oleh kapal penjaga pantai
Tiongkok, beroperasi di ZEE Indonesia di lepas
pantai Kepulauan Natuna. Pasukan Penjaga Pantai
Indonesia telah memperkuat pertahanannya seiring terus
berlanjutnya konflik. Pada awal Januari 2021, Indonesia
memperoleh 20 pistol mitraliur untuk 10 perahu patroli,
demikian yang dilaporkan RFA. Selain pistol 12,7 mm,
Pasukan Penjaga Pantai juga telah menerima persetujuan
dari Kementerian Pertahanan untuk membeli sistem pistol
mitraliur 30 mm untuk pertahanan di atas kapal.

MITRA BERPIKIRAN SAMA

Negara-negara Asia Tenggara juga mengandalkan mitra
pertahanan internasional untuk menegakkan kedaulatan
ranah maritim mereka. Pada April 2020, kapal perang
Australia HMAS Parramatta melakukan latihan bersama
Angkatan Laut A.S. di perairan yang dipersengketakan
di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut A.S. mengirim tiga
kapal perangnya ke Laut Cina Selatan “untuk mendukung
keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.”
Pengerahan itu terjadi selama periode meningkatnya
ketegangan. Hanya beberapa hari sebelumnya, RRT telah
mendirikan badan administratif di pulau-pulau di Laut
Cina Selatan dan sebulan sebelumnya meluncurkan dua
stasiun penelitian baru tentang terumbu buatan di wilayah
yang diklaim oleh Filipina dan lainnya.

rsonel
di kapal TNI AL KRI Usman Harun di Pelabuhan Selat Lampa,
Kepulauan Natuna. Kunjungan Jokowi pada Januari 2020
dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Republik
Rakyat Tiongkok atas hak penangkapan ikan. THe AssocIATED PRESS

Dalam konteks tindakan kontroversial tersebut, negara-
negara di kawasan itu menyambut baik kecaman keras
pada Juli 2020 atas klaim maritim RRT oleh Menteri
Luar Negeri A.S. saat itu Mike Pompeo, demikian ungkap
Grossman.

“Dunia tidak akan mengizinkan Beijing
memperlakukan Laut Cina Selatan sebagai kekaisaran
maritimnya,” ungkap Pompeo dalam pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken yang baru
dikonfirmasi menyuarakan sikap yang konsisten ketika
berbicara dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro
Locsin pada akhir Januari 2021. “Menteri Blinken berjanji
untuk mendukung negara-negara penggugat di Asia
"Tenggara dalam menghadapi tekanan RRT,” ungkap
Departemen Luar Negeri A.S. dalam sebuah siaran berita.

Negara-negara Laut Cina Selatan yang terlibat dalam
sengketa maritim dengan RRT menghargai dukungan
tersebut, demikian ungkap analis pertahanan Grossman.
Dalam kasus Vietnam, negara itu “mungkin merasa lebih
yakin bahwa A.S. berencana untuk mendukung Hanoi
dalam mempertahankan klaim Pulau Spratly dalam zona
ZEE-nya. Secara signifikan, Washington secara khusus
menyoroti Vanguard Bank — tempat kebuntuan besar
terakhir Tiongkok-Vietnam pada tahun 2019 — sebagai
bagian yang tak terbantahkan dari ZEE Vietnam,” tulis
Grossman dalam The Diplomat.

Grossman menungkapkan kepada FORUM bahwa
Vietnam ingin melihat keterlibatan jangka panjang dari
A.S. di Laut Cina Selatan dan bahwa para pemimpin
senang dengan pernyataan pimpinan A.S. “Meski Vietnam
tidak dapat menyuarakan tanggapan gembiranya terhadap
pengumuman Pompeo, jelas bahwa Vietnam secara pribadi
senang akan hal itu,” ungkap Grossman.

Strategi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka
mengharuskan sekutu dan mitra bekerja sama untuk
menjaga jalur laut internasional terbuka dan perairan
teritorial terlindungi, demikian ungkapnya. “Saya pikir
itulah harapan A.S., dan strategi Indo-Pasifik yang Bebas
dan Terbuka mencanangkan hal itu. A.S. menginginkan
mitra berpikiran sama yang juga menghadapi keangkuhan
Tiongkok di Laut Cina Selatan. Itulah yang terpenting.” O
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Pelabuhan Gwadar Pakistan terletak di mulut Teluk
Persia. Unit Angkatan Laut Tentara Pembebasan
Rakyat suatu hari nanti mungkin ditempatkan di

pelabuhan itu, yang dapat menampung sejumlah besar
kapal angkatan laut Tiongkok. THE ASSOCIATED PRESS




MEMPERSENJATAL

SREMA SATUSABUR, SATU JALAN

INVESTASI INFRASTRUKTUR RRT YANG KOMERSIAL SECARA NOMINAL
INI MEMFASILITASI TRANSISINYA MENUJU SEBUAH KEKUATAN MARITIM

eski Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
mengecapnya sebagai inisiatif ekonomi dan
pembangunan, skema investasi Satu Sabuk,
Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR)
pada kenyataannya adalah perwujudan upaya seluruh
pemerintah untuk mengembangkan “koordinasi yang
erat antara perjuangan militer dengan upaya politik,
diplomatik, ekonomi, budaya, dan hukum” yang telah
diserukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Tiongkok (PKT) Xi Jinping untuk memajukan lingkungan
strategis yang kondusif bagi kebangkitan Tiongkok.
Mengintegrasikan sektor sipil dan militer merupakan
pilar kerangka kerja strategis kebijakan pertahanan PK'T.
Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk memperoleh
manfaat dari sumber daya pertahanan nasional pada masa
damai dan dari proyek infrastruktur sipil jika terjadi konflik.
Mengingat bahwa Xi telah memperjuangkan “sistem
militer-sipil terpadu berkemampuan strategis”, seharusnya
tidak mengherankan bahwa komponen utama infrastruktur
OBOR, termasuk model pelabuhan-taman-kota, jalan sutra
digital, dan koridor informasi ruang angkasa, dirancang
dengan fitur penggunaan ganda yang meningkatkan
berbagai potensi kemampuan militer dan intelijen.
Kendati retorika Beijing yang saling menguntungkan
tentang sifat obor yang damai dan ramah, fungsionalitas
militer dan strategis yang disengaja tampaknya jelas
tertanam dalam program ini. Namun, tantangan
keamanan terhadap kepentingan Amerika Serikat atau
regional tidak terletak pada risiko rantai jenis untaian
mutiara dari benteng pesisir luar negeri, yang dari

DANIEL R. RUSSEL DAN BLAKE H. BERGER

Sebuah terminal pelabuhan Tiongkok di Pulau Made dekat Kyaukpyu,
Myanmar, merupakan titik pertahanan strategis yang meningkatkan
kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat untuk melindungi Selat
Malaka, titik sumbat yang sangat penting, dan menawarkan
dukungan logistik yang berharga di Samudra Hindia. reuters

tempat itu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dapat
mengobarkan perang dan yang akan dipertahankannya.

Sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa RRT
membangun pangkalan militer luar negeri berskala penuh
pada model A.S., tetapi terdapat bukti yang berlimpah
bahwa RRT mengembangkan jaringan titik pertahanan
strategis yang secara signifikan dapat meningkatkan biaya
segala intervensi militer A.S. dan menurunkan kesediaan
pemerintah tuan rumah OBOR untuk menawarkan akses
atau bantuan kepada A.S.
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Jaringan ini, yang menyematkan militer dalam sipil,
memanfaatkan alat keuangan, teknologi, perdagangan,
dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran
strategis dan pertahanan. Ini secara langsung mendukung
proyeksi kekuatan PLA melalui peningkatan kemampuan
operasional, logistik, dan jaringan informasi yang berpusat
pada platform OBOR. Hal ini bertujuan menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi kepentingan PK'T" dan
tidak ramah terhadap kepentingan A.S.

Keuntungan bagi RRT dari pemanfaatan terkait
OBOR sebagian besar merugikan A.S. Hal itu merupakan,
seperti yang disampaikan mantan pejabat pertahanan A.S.,
“serangkaian kemampuan yang ditujukan, jelas ... untuk
mengalahkan proyeksi kekuatan ... Amerika”.

UPAYA TANDINGAN DIGITAL
Ekspor teknologi Tiongkok di bawah jalan sutra digital
dan adopsi luas atas jaringan satelit Beidou merupakan
komponen penting dari rangkaian kemampuan ini. Ketika
teknologi Tiongkok seperti kabel serat optik dan jaringan
5G disertakan dalam paket OBOR, ketergantungan de
facto negara tuan rumah pada perusahaan Tiongkok
meningkat berlipat ganda. Selain memajukan tata kelola
digital dengan karakteristik Tiongkok, penyebaran
teknologi Tiongkok, khususnya alat pengawasan dan
represi, mendukung rezim otoriter — pemerintah yang
lebih cenderung bentrok dengan Washington karena
perilaku yang tidak demokratis.

Hal ini tidak hanya merugikan A.S. dan perusahaannya
serta sekutu dan mitranya, tetapi juga memperkuat
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kemampuan RRT untuk merebut dan mendapatkan
keuntungan dengan menetapkan standar untuk teknologi
generasi berikutnya. Sejauh ini, upaya tandingan A.S.
seperti Kemitraan Konektivitas Digital dan Keamanan
Siber yang diumumkan pada tahun 2018 dengan anggaran
yang tidak terlalu besar senilai 361,9 miliar rupiah (25 juta
dolar A.S.) sangatlah tidak memadai.

"Tren baru tampaknya mengarah pada ekosistem
politik, ekonomi, teknologi, dan strategi di Indo-

Pasifik yang makin didominasi oleh Tiongkok. Jika ada
tantangan yang ditimbulkan oleh OBOR untuk A.S.,

itu tidak terletak pada peningkatan kemampuan PLA
sendiri, tetapi pada peningkatan kemampuan PK'T untuk
memproyeksikan kedaulatan, aturan, atau pengaruh
yang tidak semestinya berdasarkan pernyataan sepihak
atas kepentingan inti. Pelaksanaan kekuatan ini akan
menantang tatanan internasional terbuka berbasis aturan
yang dipimpin Amerika Serikat.

Jika RRT berhasil memanfaatkan OBOR untuk lebih
menonjol di Indo-Pasifik, peran A.S. sebagai penjamin
perdamaian dan stabilitas regional akan tergerus. Gerakan
menuju ekosistem regional yang berpusat pada Tiongkok
mewakili perubahan mendasar dalam keseimbangan
kekuatan regional antara RRT dan A.S,; terdapat gaung
strategi “lingkup pengaruh” dalam pernyataan publik Xi
yang menyerukan “Asia untuk Orang Asia”. Ini tersirat dalam
ikrarnya untuk membangun “arsitektur baru kerja sama
keamanan regional yang mencerminkan kebutuhan Asia”.

"Terciptanya forum multilateral regional RRT yang
tidak menyertakan A.S. menunjukkan bahwa PRT




meletakkan landasan bagi tatanan keamanan dan ekonomi
regional yang lebih berpusat pada Tiongkok. Hal ini, pada
gilirannya, akan memiliki implikasi yang signifikan bagi
tatanan international yang berbasis aturan.

Ini sama sekali bukan kesimpulan yang pasti bahwa
ekosistem baru yang didasari oleh OBOR ini pada akhirnya
akan terwujud. Memang benar bahwa kebijakan A.S. dan
berkurangnya keterlibatan diplomatik di kawasan ini selama
beberapa tahun terakhir tidak membantu tujuan A.S.
Namun, PK'T menghadapi berbagai kekuatan balasan yang
dapat menggagalkan rencananya. PK'T tidak menawarkan
visi global yang tampaknya ingin dirangkul oleh negara
lain. Pertumbuhan dua digit RRT terus melambat, dan efek
samping dari pandemi COVID-19 mengurangi sumber
daya yang dapat dimanfaatkan oleh PK'T.

MENURUNNYA KELAYAKAN EKONOMI
Kondisi ekonomi RRT sangat berbeda saat ini
dibandingkan dalam lima tahun pertama OBOR,
sehingga tidak jelas seberapa layak dari segi keuangan
dan politik bagi PK'T" untuk memasukkan modal besar

ke dalam rencana ini. Proyek OBOR jarang terbukti
menguntungkan secara komersial, dan perekonomian
global, yang porak-poranda oleh pandemi, memperburuk
masalah ini.

"Terlepas dari genderang meningkatnya fusi militer-
sipil, pengembang dalam beberapa kasus tidak mengikuti
rencana atau mengambil jalan pintas dalam pembangunan
pelabuhan, sehingga menghasilkan aset maritim yang
mungkin tidak memenuhi standar PLA. Beberapa proyek
OBOR telah dihentikan atau dibatalkan, dan yang lainnya
akan merana dalam persiapan karena negara tuan rumah
mundur secara finansial.

Banyak negara tuan rumah OBOR tidak dapat
membayar bunga utang yang ada kepada RRT, yang
memberi pemerintah Tiongkok pilihan yang tidak
menyenangkan antara opsi pengampunan utang yang
mahal atau restrukturisasi pada saat perekonomian RRT
tertekan versus mendesak pembayaran kembali atau
bentuk kompensasi lain — dengan risiko menuai kritik
akan “diplomasi jebakan utang” dan serangan balik lokal.

Kendati RRT telah menyepakati moratorium G-20
tentang pembayaran bunga utang oleh negara-negara
termiskin di dunia, sebagian besar di Afrika, RRT tidak
memiliki kebijakan serupa tentang utang OBOR. Pakistan,
yang telah meminta keringanan atas pinjaman senilai 434,6
triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.), merupakan peminjam
berisiko tinggi, demikian menurut klasifikasi Organisasi
Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Begitu pula halnya dengan negara-negara tuan
rumah utama OBOR lainnya seperti Bangladesh, Laos,
dan Sri Lanka. Para pejabat Tiongkok, yang mengakui
bahwa keringanan utang tidaklah sederhana, telah
mengesampingkannya demi pinjaman preferensial yang
diberikan oleh Bank Ekspor-Impor Tiongkok, yang telah
membiayai lebih dari 1.800 proyek OBOR senilai sekitar
2.158,6 triliun rupiah (149 miliar dolar A.S).

Pejabat lain telah memperingatkan bahwa “pinjaman
OBOR bukan bantuan asing” dan memperjelas bahwa
RRT mengharapkan pengembalian pokok ditambah
setidaknya bunga yang pantas.

MENINGKATNYA SERANGAN BALIK

Proyek OBOR RRT telah lama memicu kekhawatiran di
negara tuan rumah terkait masalah mulai dari korupsi dan
perebutan lahan hingga kerusakan lingkungan serta hak
dan keselamatan pekerja. Perilaku pemerintah Tiongkok
yang angkuh terhadap tetangga atas sengketa teritorial
telah menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian di
kawasan itu.

Diplomasi prajurit serigala bertangan besi telah
merongrong klaim RRT sebagai kekuatan yang ramah dan
damai. Perilaku eksploitatif oleh perusahaan Tiongkok
di Afrika telah memicu kebencian dan, dalam beberapa
kasus, serangan balik yang keras terhadap pekerja
Tiongkok. Oleh karena itu, wajar bahwa dorongan keras
oleh PKT terkait pelunasan utang oleh negara yang
kekurangan uang dalam resesi global, yang disebabkan
oleh pandemi yang berasal dari Tiongkok, kemungkinan
tidak disukai oleh negara mitra dan dapat merongrong
citra dan strategi RRT.

Kritik terhadap obor tidak hanya berasal dari tuan
rumah proyek dan negara yang prihatin tetapi juga
lebih sering dari masyarakat Tiongkok sendiri. Ketika
perekonomian RRT menderita dan penduduknya
kekurangan uang akibat perang dagang A.S.-Tiongkok
dan pertengkaran akibat COVID-19, warga Tiongkok
makin banyak menggunakan internet untuk menyuarakan
ketidaksenangan terhadap proyek-proyek besar yang
merugi ini.

Para akademisi, ekonom, dan pebisnis Tiongkok
berargumen bahwa sumber daya yang didedikasikan
untuk OBOR dapat digunakan dengan lebih baik di tanah
air. Apakah RRT dapat secara efektif “mempersenjatai”
OBOR dengan menciptakan ekosistem perdagangan,
teknologi, keuangan, dan titik pertahanan strategis yang
berpusat pada Tiongkok — yang merongrong pengaruh
A.S. dan perannya sebagai penjamin keamanan — akan
menjadi hasil pilihan PKT — dan juga pilihan yang
diambil di Washington.

Kemampuan A.S. untuk berperan sebagai mitra
yang aktif dan kredibel di berbagai sektor dan wilayah
tampaknya merupakan prasyarat yang diperlukan bagi
negara target OBOR untuk melawan strategi imbalan
dan hukuman Tiongkok. Ini juga akan menjadi hasil
kemampuan negara-negara Indo-Pasifik yang berpikiran
sama, termasuk Australia, India, Jepang, dan anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, untuk
berkontribusi dan menyediakan alternatif praktis terhadap
apa yang ditawarkan RRT. O

Artikel ini dikutip dari laporan Asia Society Policy Institute “Weaponizing the Belt and Road
Initiative”, yang diterbitkan pada September 2020. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan
format FORUM.
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Laksamana Muda Jean-Mathieu Rey
membagikan perspektif regional

dengan FORUM

Sebagai negara Pasifik de facto, Prancis merasa prihatin dengan berbagai isu di Indo-Pasifik.
Wilayabnya di kawasan ini merupakan kampung balaman bagi 1,6 juta orang, dan 200.000 warga negara Prancis tinggal di
berbagai negara Indo-Pusifik, demikian ungkap Laksamana Muda Fean-Mathien Rey, komandan gabungan zona maritim Asia-
Pusifik Prancis, yang dikenal sebagai ALPACI, dan Angkatan Bersenjata di Polinesia Prancis, kepada FORUM. Rey berdinas di
laut selama 25 tabun, terutama di Indo-Pasifik. Dia merupakan lulusan Kursus Komando dan Staf Tinggi di Inggris dan kursus
setara di Prancis. Dia memegang berbagai posisi mulai dari pemimpin peleton komando, komandan perabu patroli, dan komandan
kapal fregat hingga kepala staf kelompok kapal induk pemukul Charles de Gaulle serta komandan pertabanan udara kapal
perusak Forbin. Selain pernab diperbantukan untuk berdinas di Kementerian Luar Negeri, dia juga pernab menjadi penasibat
untuk kerja sama keamanan dan pertabanan di Asia dan Amerika Selatan. Dari tabun 2017-2020, dia menjabat sebagai wakil
direktur Dukungan Layanan Armada, mengawasi persiapan operasional kapal permukaan, kapal selam nuklir, dan kapal induk.

Seberapa besar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Prancis di Pasifik?

Prancis memiliki ZEE terbesar kedua di dunia. Di

antara berbagai ZEE regionalnya, ZEE Pasifik Prancis
merupakan yang terbesar dengan luas 6,8 juta kilometer
persegi yang tersebar di sekitar empat pusat wilayah di
antara Australia dan Meksiko. Keempat pusat wilayah itu
mencakup Clipperton, Polinesia Prancis, Kaledonia Baru,
serta Wallis dan Futuna.

Bagaimana ZEE itu dikendalikan?

Karena ukurannya yang sangat luas, pengawasan laut
dan pengendalian ZEE ini menjadi tantangan nyata.
Perlindungan ZEE ini mencakup empat misi utama:
keselamatan maritim (pencarian dan penyelamatan,
pemantauan lalu lintas kapal); perlindungan lingkungan
(respons dan kesiapan tumpahan minyak); keamanan
maritim (penegakan hukum, kontraterorisme); dan
pemberantasan aktivitas ilegal (penangkapan ikan ilegal,
tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported
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and unregulated - [UU), dan perdagangan manusia,
narkotika, atau persenjataan).

Apa saja aset yang digunakan oleh Angkatan
Bersenjata Prancis?

Angkatan Bersenjata Prancis di Pasifik dilengkapi dengan
berbagai aset serbaguna seperti kapal fregat pengawasan,
kapal patroli, kapal dukungan dan bantuan laut lepas,
serta kapal tunda pesisir. Pesawat terbang seperti Falcon
Guardian, Casa, dan helikopter Dolphin juga digunakan.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh satelit
memungkinkan dicakupnya area yang luas.

Untuk misi pasukan penjaga pantai, saya
mengoordinasikan tindakan semua dinas dan lembaga
terkait laut seperti bea cukai, departemen urusan maritim,
gendarmerie, kepolisian nasional, dan administrasi Polinesia,
yang bertanggung jawab atas perlindungan sumber daya
maritim. Pada tahun 2011, Pusat Antarlembaga Maritim
dibentuk untuk meningkatkan pengawasan maritim. Pusat
ini terdiri dari tiga sel, masing-masing bertanggung jawab



atas penggabungan informasi, pengawasan penangkapan
ikan, serta pencarian dan penyelamatan.

Apakah kehadiran maritim Prancis terbatas
pada ZEE Prancis?

Tidak. Ancaman keamanan maritim tidak dibatasi
oleh batas maritim nasional, dan saya yakin bahwa kita
harus mengadopsi pendekatan global untuk mengatasi
tantangan maritim Pasifik.

Dengan 7.000 hingga 10.000 personel pertahanan,
Prancis merupakan satu-satunya negara Eropa yang
mempertahankan kehadiran militer permanen, yang
menggarisbawahi komitmen regional dan ambisi globalnya.
Organisasi militer ini mengandalkan dua komando
regional: satu komando untuk zona maritim Samudra
Hindia di Abu Dhabi, yang dikenal sebagai ALINDIEN,
dan komando saya di Papeete untuk ALPACI. Selain itu,
tiga komando lokal di Jibuti, La Reunion, dan Kaledonia
Baru menyediakan aset dan dukungan garis depan secara
reguler, sembari melindungi ZEE khusus mereka.

Dalam kerangka kerja ini, Anda akan memahami
bahwa saya tidak bermaksud untuk membatasi tindakan
Prancis pada ZEE Prancis. Sebagai negara yang memiliki
persenjataan nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prancis terlibat penuh
dalam menangani pencegahan krisis dan ancaman
maritim regional. Aset militer yang berpangkalan secara
permanen di Pasifik dapat dengan mudah diperkuat oleh
kapal atau pesawat terbang yang datang dari Prancis
daratan. Misalnya, kelompok kapal induk pemukul Prancis
beroperasi di daerah itu pada tahun 2019 ketika kapal
induk Charles de Gaulle melakukan kunjungan pelabuhan
di Singapura selama Dialog Shangri-La, dan pesawat
terbang jarak jauh Prancis menawarkan dukungan penting
di Pasifik selama krisis COVID-19. Berbagai pengerahan
lainnya, termasuk kelompok tugas amfibi, kapal perusak,
atau pesawat terbang patroli maritim kami, direncanakan

dan akan diperbarui setiap tahun. Bahkan saat kami
menangani masalah maritim, pendekatan antarlembaga
sangat penting untuk mencapai efektivitas operasional.

Angkatan bersenjata di bawah komando saya juga
menangani proliferasi nuklir di Korea Utara, kebebasan
navigasi di laut dan penerbangan di wilayah kepentingan
bersama, dan multilateralisme.

Apa tantangan utama di daerah itu?
Mempertahankan kebebasan navigasi merupakan hal
terpenting. Keamanan maritim di seluruh dunia didasarkan
pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCLOS), yang bertujuan untuk menjaga kebebasan
navigasi. Komitmen angkatan laut Prancis di seluruh Pasifik
bermaksud untuk mempromosikan dan mempertahankan
tatanan berbasis aturan internasional ini. UNCLOS
dinegosiasikan dalam waktu yang lama di antara lebih dari
150 negara. Pada tahun 1982, di Teluk Montego, Jamaika,
mereka mencapai kesepakatan tentang kompromi terbaik
di antara berbagai hak negara pesisir untuk mengeksploitasi
sumber daya maritim dan prinsip historis kebebasan navigasi
di luar perairan teritorial. Saya kira kita semua harus
mempertahankan dan mempromosikan kompromi ini.
Tantangan keamanan maritim mencakup banyak dan
beragam topik, termasuk pembajakan, penangkapan ikan
IUU, perubahan iklim, perdagangan ilegal, dan pengungsi.

Perdagangan narkotika merupakan masalah
yang sangat penting. Bagaimana Prancis
bertindak untuk mengatasinya?

Untuk melawan pelaku perdagangan narkoba, strategi
kami di laut terdiri dari:

1. Memantau aliran masuk dan keluar, terutama kapal
yang bergerak lambat, perahu layar, atau kapal
penangkap ikan yang masuk atau meninggalkan
wilayah maritim kami.

Angkatan Laut Kanada, Cile, Prancis,
Peru, dan A.S. berpartisipasi dalam
latihan di Samudra Pasifik.

SERSAN SATU STEVEN ROBLES/ANGKATAN LAUT A.S.



2. Menganalisis database maritim untuk mendeteksi
sinyal lemah.

3. Membagikan informasi maritim dengan mitra
nasional dan asing, khususnya, Joint Interagency
"Task Force West dan Joint Interagency Task Force
South Amerika Serikat.

Ketika semua informasi ini mengarah pada intervensi,
saya bertanggung jawab atas koordinasi di laut untuk
semua dinas terkait (gendarmerie, bea cukai, dan jaksa
penuntut).

Berkat strategi ini, aset Prancis menyita lebih dari
5 ton kokain dari kapal-kapal yang sedang melakukan
perjalanan dari Amerika Tengah ke Australia/Selandia
Baru di antara tahun 2016 dan 2020. Ratusan kapal juga
diperiksa oleh unit gendarmerie dan bea cukai.

Banyak negara Indo-Pasifik merasa khawatir
dengan penangkapan ikan berlebihan. Apa
strategi Prancis dalam ranah ini?

Mengenai penangkapan ikan ilegal, strategi Prancis
mengandalkan tiga jalur utama:

1. Memantau perilaku yang tidak biasa atau
mencurigakan melalui sensor elektronik.

2. Memaksimalkan manfaat citra satelit.

3. Mengerahkan aset udara dan maritim.

Sebagai akibatnya, kapal penangkap ikan asing tahu
mereka diawasi, di dalam dan di luar ZEE, dan mereka
tidak berani menangkap ikan secara ilegal di perairan kami.

Pada tahun 2020, kami terus memantau 1.677 perahu
nelayan asing, dan pesawat terbang Guardian terbang di
atas 304 perahu nelayan di ZEE dan sekitarnya.

Praktik kerja sama yang kuat dan efektif dengan
negara-negara kepulauan Pasifik juga diterapkan. Contoh
tindakan tersebut termasuk berbagi informasi maritim
setiap minggu, patroli yang dilakukan oleh kapal Prancis
di ZEE lain, pengerahan petugas penghubung di atas
kapal Angkatan Laut, dan pelatihan penegakan hukum
untuk otoritas setempat.

Kapal selam serbu Angkatan Laut Prancis FS Emeraude berlayar”
dalam formasi dengan kapal perusak helikopter Pasukan'Bela’D
Jepang JS Hyuga pada Desember 2020 sembari melaktikan:-ope!
keamanan maritim terpadu. SersAN DUA MARKUS CASTANEDA/ANGKATAN-CAGT

PRANCIS:
NEGARA INDO-PASIFIK

Prioritas strategis Prancis di kawasan yang
menantang ini didefinisikan dalam "Strategi
Pertahanan Prancis di Indo-Pasifik,” yang
diterbitkan pada tahun 2019:

* Mempertahankan dan memastikan integritas
kedaulatan Prancis, dan perlindungan warga
negara, wilayah, dan zona ekonomi eksklusif
kami.

Berkontribusi pada keamanan lingkungan
regional melalui kerja sama militer dan
keamanan.

Mempertahankan akses bebas dan terbuka ke
wilayah kepentingan bersama, bekerja sama
dengan mitra kami, dalam konteks persaingan
strategis global dan lingkungan militer yang
menantang.

Membantu menjaga stabilitas dan
keseimbangan strategis melalui tindakan
komprehensif dan multilateral.

Bagaimana Prancis bekerja sama dengan
negara-negara Indo-Pasifik lainnya?

Prancis memelihara hubungan bilateral dengan setiap
negara di daerah itu melalui jaringan diplomatiknya yang
penting, serta melalui kerja sama militer reguler.

Selain itu, Prancis terintegrasi penuh ke dalam
berbagai organisasi multinasional, seperti Simposium
Angkatan Laut Pasifik Barat, pertemuan Kepala
Keamanan Pasifik Gabungan, dan Kelompok Kerja
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Pengapalan Samudra Pasifik dan Hindia. Prancis
berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Pertahanan
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Plus (ASEAN
Defense Ministers’ Meeting Plus - ADMM Plus).

Sejak tahun 2002, Prancis juga menjadi anggota
organisasi kerja sama pertahanan kuadrilateral.
Kelompok ini dibentuk pada tahun 1992 atas prakarsa
Australia, Selandia Baru, dan A.S. untuk memberikan
bantuan kepada negara-negara kepulauan guna
mengoptimalkan kerja sama struktural bagi kerja
sama militer dan keamanan bilateral. Organisasi ini
juga berusaha untuk memperkuat dialog politik di
antara negara-negara Pasifik dan untuk mengikuti
perkembangan setiap evolusi mengenai keamanan.

Prancis mengambil bagian dalam banyak latithan
regional, seperti Rim of the Pacific (RIMPAC). Bahkan
dalam konteks pandemi yang menantang, kami dapat
mengirimkan kapal Angkatan Laut Prancis ke latihan
penting ini, yang menunjukkan kemitraan kuat yang kami
miliki dengan Armada Pasifik A.S. serta dengan semua
pasukan A.S. di Indo-Pasifik. Tapi RIMPAC bukanlah satu-
satunya latihan yang penting. Saya tidak dapat mengakhiri
wawancara ini tanpa menyebutkan latthan Marara
dan Croix du Sud, yang diselenggarakan oleh Prancis,
bergantian setiap dua tahun, masing-masing, di Polinesia
dan Kaledonia Baru. Latihan Marara pada April dan

Warga negara Prancis (penduduk)
@® >10.000 @ 3.000-10.000 () 1-3.000

*Tanduk Afrika/Teluk Oman

Mei 2021 menyimulasikan operasi bantuan kemanusiaan
dan bantuan bencana di negara kepulauan Pasifik serta
membuktikan kesempatan penting untuk berlatih bersama
dan bertukar pengalaman dalam skenario yang realistis.

Ada kesimpulan?
Pengerahan aset angkatan laut dan/atau udara secara
reguler di ruang yang luas ini berkontribusi untuk
menjaga hubungan bilateral dan multilateral dengan
mitra Prancis. Dua kapal fregat kami (satu kapal
berpangkalan di Tahiti dan satu kapal berpangkalan
di Noumea) dikenal luas tidak hanya di Asia Tenggara
tetapi juga di Pasifik Timur. Prancis juga mengerahkan,
sesering mungkin dari Prancis ke kawasan Pasifik,
kelompok tugas Jeanne d’Arc (hampir setiap tahun sejak
2013), yang terdiri dari kapal pendaratan helikopter
(landing helicopter dock - LHD) dan kapal fregat, serta
kelompok kapal induk pemukul atau kapal perusaknya.
"Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, saya juga
akan menyoroti kemampuan Prancis dalam mengerahkan
aset udara untuk jangka pendek jauh dari pangkalan
mereka di Prancis daratan. Pada Agustus 2018, peserta
Mission Pegase (empat pesawat tempur Rafale dan
pesawat terbang pendukungnya) mengunjungi beberapa
negara mitra di Asia setelah mengikuti latthan Pitch
Black di Australia. O
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ada tahun itu penularan pandemi
mematikan menyebar ke berbagai
penjuru benua sebelum melintasi
samudra dan lautan. Tahun ketika
harga minyak merosot dan unjuk rasa
prodemokrasi pecah di Hong Kong ketika
dunia kembali menundukkan kepalanya untuk
mengenang para pelajar dan demonstran
lainnya yang dibantai dalam gerakan
perlawanan di Lapangan Tiananmen.

Saat itu tahun 2014 — tahun ketakutan
atas pandemi Ebola, perekonomian global
yang tersendat-sendat, dan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) yang kejam.

Ada peristiwa yang kurang digembar-
gemborkan pada tahun yang keras itu. Para
ilmuwan mengumumkan penemuan 139
spesies baru di wilayah Mekong Raya di
Asia "Tenggara, termasuk tawon “dementor”
dengan sengatan berbisa yang mengubah
kecoak menjadi zombi sebelum memangsanya
hidup-hidup.

Di tempat lain di sepanjang Sungai
Mekong yang gagah perkasa, pembangunan
Bendungan Xayaburi di Laos memasuki
tahun kedua, sementara itu ratusan kilometer
di bagian hilir sungai, kru bersiap untuk
mulai membangun bendungan pembangkit
listrik tenaga air lainnya, Don Sahong, di
dekat perbatasan Laos dengan Kamboja.

Sementara itu, di Kota Ho Chi Minh,
Vietnam, para pemimpin dari Kamboja, Laos,
"Thailand, dan negara tuan rumah berkumpul
untuk menyelenggarakan K'T'T Komisi Sungai

Mekong (Mekong River
Seorang nelayan Commission - MRC)
melakukan yang diselenggarakan

perjalanan di
sepanjang Sungai
Mekong di Thailand
timur laut di dekat
perbatasan dengan
Laos. Bendungan
pembangkit listrik
tenaga air raksasa
di bagian hulu telah
disalahkan atas
rekor rendahnya
ketinggian
permukaan air di
sungai terpanjang
ke-12 di dunia itu.
AFP/GETTY IMAGES

setiap empat tahun.
Negara-negara anggota
komisi itu ditugaskan
untuk memetakan arah
keberlanjutan sungai itu.
Menjulang membayangi
KTT itu: Serangkaian
bendungan raksasa
yang dibangun oleh
RRT yang haus akan
tenaga listrik selama
dekade sebelumnya —

dan lusinan proyek
pembangkit listrik
tenaga air yang
direncanakan, banyak
di antaranya akan
didanai dan dibangun
oleh Tiongkok —
mengancam sungai
itu, wilayah itu, dan
rakyatnya.

"Tanpa perubahan
taktik yang drastis,

Dasar sungai

yang mengering di
sepanjang Sungai
Mekong memicu
protes dari para
konservasionis dan
penduduk desa pada
Oktober 2019 atas
Bendungan Xayaburi
yang baru saja dibuka
di Laos. Sungai
Mekong dikenal
sebagai urat nadi
kehidupan di wilayah
itu. Arp/GETTY IMAGES

sebuah artikel tentang K'T'T itu di majalah
online The Diplomat mengatakan, “2014
pastinya akan dikenang sebagai titik balik
yang tragis bagi sungai terpenting di Asia
"Tenggara, dan untuk kematian lambat
perikanan dan pertanian regional.”

‘IBU SUNGAI

Tujuh tahun setelah KT'T MRC dan
seperempat abad sejak pembentukan komisi
antarpemerintah itu, bagaimana masa depan
aliran Sungai Mekong? Akankah “Ibu Sungai”
ini, nama sungai ini dalam bahasa Thailand,
tetap menjadi sumber makanan yang tak
tergantikan, mata air kehidupan bagi wilayah
itu? Dalam menghadapi tantangan buatan
manusia dan alam, jawabannya tidak jelas.
Bendungan Xayaburi dan Don Sahong
mulai beroperasi selang beberapa bulan
dari satu sama lain ketika kalender berganti
dari tahun 2019 ke 2020, dan dunia kembali
mendapati dirinya bergulat dengan pandemi,
kepanikan ekonomi, dan unjuk rasa politik.
Menurut MRC, 11 bendungan aliran utama
lainnya beroperasi di sepanjang Daerah
Aliran Sungai Mekong, semuanya di hulu
Sungai Mekong, yang dikenal sebagai Sungai
Lancang di Tiongkok. Pada pertengahan
tahun 2020, MRC melaporkan bahwa RRT
merencanakan 11 bendungan aliran utama
lagi di bagian hulu Sungai Mekong, termasuk
satu bendungan yang sedang dibangun.
Selain Xayaburi dan Don Sahong, sembilan
bendungan aliran utama lainnya direncanakan
di sepanjang Daerah Aliran Sungai Mekong
Hilir, termasuk empat proposal yang sedang
ditinjau sebagai bagian dari Prosedur untuk
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Pemberitahuan, Konsultasi Sebelumnya, dan Perjanjian
komisi itu. Proses itu berlaku untuk “pembangunan irigasi
dan pembangkit listrik tenaga air berskala besar yang dapat
menyebabkan dampak signifikan terhadap lingkungan,
aliran air, dan kualitas aliran utama Sungai Mekong.”

Dampak meluas dari proyek semacam itu di sungai
terpanjang ke-12 di dunia sudah sangat besar, demikian
menurut penelitian yang diterbitkan pada April 2020
yang mengandalkan pengukuran ketinggian sungai
harian dan data satelit yang dikumpulkan selama hampir
30 tahun. Para peneliti dari konsultan iklim Eyes on
Earth dan Global Environmental Satellite Applications
mengembangkan model prediktif untuk menentukan
bagaimana “serangkaian bendungan yang dibangun di
Mekong Hulu mengubah aliran alami sungai itu.”

Laporan yang didukung oleh Departemen Luar Negeri
A.S., “Memantau Kuantitas Air yang Mengalir Melalui
Daerah Aliran Sungai Mekong Hulu Dalam Kondisi Alami
(Tanpa Halangan),” menemukan bahwa:

* Pada tahun 2019, bagian hilir Sungai Mekong
mencatat beberapa ketinggian sungai terendah yang
pernah ada meskipun adanya aliran alami di atas
rata-rata dari bagian hulu Sungai Mekong.

¢ “Kekurangan air yang parah di Mekong Hilir ...
sebagian besar dipengaruhi oleh pembatasan air yang
mengalir dari Mekong Hulu.”

Sebelas bendungan raksasa RRT di sepanjang bagian
hulu Sungai Mekong dapat menampung total hampir
48 miliar meter kubik air dalam reservoir mereka.
“Bendungan-bendungan itu benar-benar memperluas
kemampuan yang terorganisasi untuk mengatur aliran
sungai itu, dengan dampak terkait di bagian hilir yang perlu
ditangani melalui solusi holistis,” catat para peneliti.

Bagi beberapa ahli, laporan Eyes on Earth itu
memperkuat berkembangnya kekhawatiran.

“Laporan itu menyoroti secara dramatis tentang berapa
banyaknya air yang diblokir oleh bendungan Tiongkok
di bagian hulu sungai itu — bahkan ketika negara-negara
di bagian hilir sungai menderita akibat kekeringan yang
belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Brian Eyler,
peneliti senior dan direktur program Asia Tenggara di
kelompok cendekiawan Stimson Center, dalam artikel pada
April 2020 untuk majalah Foreign Policy.

“Dari 10 kekeringan besar terakhir di daerah hilir aliran
sungai Mekong, delapan kekeringan telah terjadi sejak
bendungan pertama Tiongkok mulai dibangun,” tulis Brian
Eyler, penulis buku The Last Days of the Mighty Mekong,
dalam artikel lain pada bulan yang sama di situs web
kelompok cendekiawan itu.

Pada dasarnya, seperti yang dinyatakan dalam judul
artikel Stimson, RRT telah “mematikan keran” di Sungai
Mekong, merampas sumber daya paling berharga dari
berbagai negara tepi sungai di bagian hilir — dan membuat
negara-negara berdaulat berisiko dibiarkan kehabisan air.

PENUH DENGAN KEHIDUPAN
Sungai Mekong merupakan urat nadi kehidupan di wilayah
itu. Bersumber di dataran tinggi Tibet, “atap dunia,” sungai
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ini membentang lebih dari 4.300 kilometer melintasi
RRT, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam
sebelum bermuara di Laut Cina Selatan. Di sepanjang
perjalanannya, Sungai Mekong mengaliri area yang lebih
luas dari gabungan wilayah Thailand dan Laos, sembari
mengisi kembali persediaan ikan dan tanaman yang telah
menopang kehidupan masyarakat di wilayah itu selama
ribuan tahun.

Sungai Mekong yang menjadi perikanan darat terbesar
di planet ini menghasilkan 25% hasil tangkapan air tawar
dunia dan merupakan kampung halaman bagi lebih dari
1.000 spesies, dari lumba-lumba Irrawaddy yang terancam
punah hingga ikan lele raksasa seberat beruang grizzly.
Wilayah Mekong Raya, dijuluki “mangkuk nasi” Asia,
menyediakan mata pencaharian dan makanan bagi sekitar
80% dari 300 juta penduduknya, demikian menurut
World Wildlife Fund (WWF). Wilayah ini penuh dengan
keanekaragaman hayati; dari tahun 1997 hingga 2014,
para peneliti menemukan rata-rata sekitar tiga spesies baru
setiap minggunya.

Dengan pembangunan infrastruktur yang belum pernah
terjadi sebelumnya, termasuk proyek pembangkit listrik
tenaga air, banyak yang dipertaruhkan bagi Sungai Mekong
yang ajaib itu, “salah satu tempat paling rentan di Bumi,”
demikian yang dilaporkan WWE.

Sebuah laporan pada tahun 2010 yang disiapkan untuk
MRC oleh International Centre for Environmental
Management menemukan bahwa sekitar 80 bendungan yang
direncanakan pada saat itu di sepanjang Sungai Mekong dan
anak-anak sungainya, termasuk proyek pembangkit listrik
tenaga air di aliran utama, dapat menghancurkan perikanan
di wilayah itu paling lambat pada tahun 2030. Produksi
ikan di daerah aliran sungai bisa anjlok lebih dari 40% dari
tingkat produksi ikan pada tahun 2000 sehingga mengancam
nutrisi dan lapangan kerja jutaan orang serta meningkatkan
risiko kerawanan pangan.

Perjanjian Mekong, yang membentuk MRC pada
April 1995, menyerukan kepada empat negara anggota
pendiri untuk bekerja sama “secara konstruktif dan saling
menguntungkan dalam pengembangan, pemanfaatan,
konservasi, dan pengelolaan air di Daerah Aliran Sungai
Mekong dan sumber daya terkait secara berkelanjutan.”

Upaya kooperatif untuk melindungi Sungai Mekong telah
dimulai empat dekade sebelumnya ketika para peneliti masih
menjelajahi sungai yang “belum dijinakkan” itu dari punggung
gajah “dan ada tanda-tanda ketertarikan untuk memanfaatkan
potensi ekonominya,” demikian menurut komisi tersebut.
Komite Mekong yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa dibentuk dengan “tanggung jawab untuk pembiayaan,
pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya air.” Pada
akhirnya, komite itu berubah menjadi komisi.

Pada seperempat abad pertama, MRC membentuk
serangkaian jaringan untuk mengukur dan memelihara
kesehatan Sungai Mekong, mulai dari pemantauan
kekeringan dan prakiraan banjir hingga pengumpulan
sedimen dan panduan pengelolaan perikanan. Komisi
itu juga menyatakan proses konsultatifnya sebagai upaya
memperkuat kolaborasi dan perencanaan di antara



negara-negara anggota dan pemain regional untuk
mengurangi kerusakan ekologi dan lingkungan dari
proyek pembangkit listrik tenaga air.

Selain itu, pada tahun 2019, MRC mencapai
“tingkat kerja sama baru” dengan mitra dialog
Mekong hulunya, RRT dan Myanmar, demikian
tulis chief executive officer komisi tersebut, An Pich
Hatda, dalam laporan tahunan organisasi itu pada
tahun 2019.

Khususnya mengingat penelitian Eyes on Earth,
Brian Eyler dari Stimson Center merupakan salah
satu dari mereka yang memandang MRC sebagai
pihak penting dalam mengatasi ketidakadilan
distribusi sumber daya air di bagian hilir Sungai
Mekong yang disebabkan oleh bendungan RRT di
bagian hulu sungai itu.

“Bekerja melalui Komisi Sungai Mekong ... untuk
mencapai tujuan ini merupakan jalan terbaik ke
depan,” tulisnya.

MEMPERSENJATAI AIR

Seberapa jauhnya rezim otoriter RRT bersedia
menangani — apalagi memastikan — akses air? Ini
merupakan pertanyaan dengan potensi konsekuensi
hidup atau mati bagi negara-negara yang berada

di bagian hilir Sungai Mekong. Pada akhirnya,
bendungan raksasa Tiongkok merupakan kenyataan
yang tak terbantahkan — raksasa beton yang akan
membayangi sungai itu selama beberapa dekade, jika
bukan berabad-abad.

“Meskipun keberadaan bendungan Tiongkok tidak
dapat diubah, Tiongkok dapat dan harus mengubah
cara pihaknya mengoperasikan bendungan ini,” tulis
Brian Eyler.

Akan tetapi para pengamat mengatakan RRT
menggunakan proyek pembangkit listrik tenaga
airnya tidak hanya untuk menyimpan air dan
menghasilkan listrik bagi 1,4 miliar penduduknya,
tetapi juga sebagai alat tawar-menawar untuk
memperluas pengaruh regional demi mencapai
tujuannya sendiri. RT'T, pada dasarnya, menggunakan
air sebagai senjata.

“Meskipun banyak perhatian telah diberikan
pada alutsista militer baru menakutkan yang dimiliki
negara itu, komponen tangguh dalam rangkaian
persenjataannya sebagian besar telah luput dari
perhatian: bendungan,” tulis Eugene K. Chow
dalam artikel pada Agustus 2017 di majalah The
National Interest.

Setiap tahun, air yang mengalir dari RRT
menyumbang sekitar 16% dari total aliran Sungai
Mekong, meskipun bisa melonjak hingga 70%
selama kekeringan.

“Dengan mengendalikan aliran urat nadi
kehidupan di wilayah itu, Tiongkok telah
memperoleh kekuasaan yang sangat besar, yang telah
menyebabkan munculnya tuduhan penyalahgunaan
kekuasaan,” tulis Eugene K. Chow.

MEMBENDUNG ‘IBU SUNGAF

Tiga puluh tiga proyek pembangkit listrik tenaga air
beroperasi atau direncanakan dibangun di sepanjang
aliran utama Sungai Mekong per pertengahan 2020,
termasuk 22 bendungan di Tiongkok.

Status Bendungan
pada tahun 2020

. Sedang beroperasi
. Direncanakan

O Direncanakan/Ditinjau
. Sedang dibangun

Gongguogiao TIONGKOK

Manwan

Dachaoshan

THAILAND

Martaban

Sumber: Komisi Sungai Mekong
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Tanggapan MRC terhadap prospek Tiongkok
mengobarkan perang air tidak selalu dipandang
dengan antusias. Sebaliknya, kadang-kadang, komisi itu
tampaknya seperti seorang pria yang berjingkat-jingkat
di sekitar rumahnya sendiri agar tidak memancing
kemarahan raksasa yang berubah-ubah perilakunya yang
tinggal di lantai atas.

Contoh kasus: responsnya yang tidak menunjukkan
antusiasme terhadap penelitian Eyes on Earth.

Dalam catatan komentar pada April 2020, komisi itu
mengatakan para peneliti tidak cukup “memperhitungkan
kompleksitas curah hujan dan limpasan” dan bahwa
temuan mereka “tidak sejalan dengan pengamatan MRC
di lapangan.”

Mengutip “ketidakpastian” dalam penggunaan data
satelit penelitian itu, komisi itu mengatakan analisis
awalnya sendiri “menunjukkan bahwa kekeringan pada
tahun 2019 di daerah aliran sungai sebagian besar
disebabkan oleh curah hujan yang tidak mencukupi
selama musim hujan dengan hujan monsun yang datang
tertunda dan selesai lebih awal serta peristiwa El Nino yang
menciptakan suhu lebih tinggi secara tidak normal dan
evapotranspirasi lebih tinggi.”

Meskipun mengakui bahwa bendungan RRT telah
mengubah aliran air tempat sungai itu memasuki daerah
aliran sungai Mekong hilir, komisi itu mengatakan situasi
itu “membawa peluang dan tantangan.”

Komisi itu menyarankan diperlukannya lebih banyak
kerja sama dengan RRT.

“Untuk meningkatkan transparansi operasi bendungan
dan untuk menunjukkan kerja sama dengan iktikad
baik, Tiongkok seharusnya mempertimbangkan untuk
menyediakan lebih banyak data,” tutup MRC.

Sama halnya seperti yang dinyatakan komisi itu,

RRT menyalahkan fenomena di langit. Meskipun juga
“mengalami penderitaan” akibat kekurangan curah

hujan, RRT telah “mengatasi berbagai kesulitan untuk
meningkatkan debit air Sungai Lancang dan membantu
negara-negara Mekong mengurangi dampak kekeringan,”
demikian klaim Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi pada
Februari 2020.

Bendungan Don Sahong di bagian hilir Sungai
Mekong di Laos mulai beroperasi pada awal tahun
2020. Negara tetangganya, Kamboja, mengimpor
listrik dari proyek pembangkit listrik tenaga air itu

. v — —_— o

“Tiongkok juga akan mempertimbangkan untuk
membagikan informasi hidrologi selama setahun penuh
kepada negara-negara Mekong,” ungkap Wang Yi, demikian
menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RRT.

Bagi banyak orang, ini tampaknya merupakan salah
satu janji-janji kosong RRT.

MENAVIGASI MASA DEPAN

Tanggapan yang terukur dan hati-hati MRC terhadap
penelitian ini mungkin mencerminkan realitas politik lebih
luas yang disoroti oleh para pengamat di wilayah ini: Uang
dan keperkasaan Tiongkok telah membungkam keluhan.

"Total proyek konstruksi dan investasi Tiongkok
di Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietham
melampaui 1,09 kuadriliun rupiah (75 miliar dolar A.S.) dari
tahun 2010 hingga 2019, demikian yang dilaporkan Center
for Strategic and International Studies, sebuah kelompok
cendekiawan yang berbasis di A.S., pada April 2020.

Di sektor energi, RRT terlibat dalam pengembangan
18% proyek yang ada, yang direncanakan, atau sedang
dibangun di wilayah Sungai Mekong per tahun 2020,
demikian yang dilaporkan Stimson Center.

“Dengan mengendalikan dataran tinggi Tibet berkat
kondisi geografinya, Tiongkok merupakan raja bukit
dalam hal air di Asia dan hanya sedikit yang dapat
dilakukan oleh negara-negara bagian hilir sungai untuk
mengubah keinginan raja ini,” tulis Eugene K. Chow
dalam The National Interest.

Faktor-faktor lain telah menghambat upaya melawan
kemampuan RRT untuk membatasi aliran sungai di
bagian hilir. Dengan menolak untuk menjadi anggota
komisi, RRT “secara efektif melumpuhkan” organisasi
itu, demikian yang dicatat oleh kolom komentar pada
Juni 2018 yang diterbitkan oleh Royal United Services
Institute, sebuah kelompok cendekiawan pertahanan dan
keamanan yang berbasis di Inggris.

Lebih lanjut, perselisihan perbatasan dan gesekan
etnis “terus mengganggu hubungan di antara berbagai
negara tepi sungai di bagian hilir, yang sering kali meluas
ke arena regional dan memperumit upaya untuk bekerja
sama di wilayah Sungai Mekong,” tulis komentator Brijesh




Khemlani, seorang analis masalah Asia Tenggara yang
berbasis di Bangkok.

Dia menyerukan untuk memperkuat entitas
multilateral, termasuk MRC dan Lower Mekong
Initiative (LMI) yang dipimpin oleh A.S., sebagai
benteng pertahanan dalam melawan RRT dan menyemai
pembangunan berkelanjutan.

“Ekspansionisme Tiongkok di Mekong harus dilawan,”
ungkap Khemlani, “karena membiarkan semuanya seperti
apa adanya akan menimbulkan dampak yang sangat negatif.”

LMI, kemitraan di antara Myanmar, Kamboja, Laos,
Thailand, Vietnam, dan A.S., merayakan ulang tahun ke-10
pada tahun 2019. Sasarannya adalah untuk “memberikan
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan,
dan inklusif” bagi lima negara mitra Mekong yang
terstruktur di seputar enam pilar: lingkungan dan air,
kesehatan, pertanian, konektivitas, pendidikan, dan
ketahanan energi.

Prakarsa ini didukung oleh Friends of the Lower
Mekong, sebuah konsorsium yang mencakup Australia,
Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Bank
Pembangunan Asia, dan Bank Dunia.

Di acara yang merayakan dekade pertama LMI pada
Agustus 2019, Menteri Luar Negeri A.S. saat itu Mike
Pompeo mencatat pencapaian kemitraan tetapi juga
menyoroti “tren yang mengganggu.”

“Kami melihat banyak pembangunan bendungan di
bagian hulu yang memusatkan kontrol atas aliran di bagian
hilir,” ungkapnya kepada para menteri dari negara-negara
LMI. “Sungai itu berada pada tingkat terendahnya dalam
satu dekade — masalah yang terkait dengan keputusan
Tiongkok untuk mematikan aliran air di bagian hulu.
Tiongkok juga memiliki rencana untuk meledakkan dan
mengeruk dasar sungai. ... Dan kami melihat dorongan
untuk menyusun aturan baru yang diarahkan oleh Beijing
guna mengatur sungai itu, sehingga melemahkan Komisi
Sungai Mekong.”

Mike Pompeo mengumumbkan sejumlah proyek baru
yang dirancang untuk melindungi sungai dan wilayah itu,
termasuk:

e Kemitraan Tenaga Listrik Mekong Jepang-A.S.
(Japan-U.S. Mekong Power Partnership - JUMPP)
untuk mengembangkan jaringan listrik regional
yang berkelanjutan dan infrastruktur berkualitas,
dengan pendanaan awal A.S. sebesar 427,9 miliar
rupiah (29,5 juta dolar A.S.).

* Pendanaan senilai 203,1 miliar rupiah (14
juta dolar A.S.) bagi negara-negara Mekong
untuk memerangi kejahatan transnasional dan
perdagangan manusia, termasuk membendung
perdagangan metamfetamin di wilayah Segitiga
Emas yang meliputi sebagian daerah Myanmar,
Laos, dan Thailand.

* Proyek Korea Selatan-A.S. untuk menggunakan
citra satelit dengan lebih baik guna mengevaluasi
pola banjir dan kekeringan di sepanjang Sungai
Mekong.

* Program dampak publik dan platform pembagian

data air LMI.

* Konferensi Indo-Pasifik untuk memperkuat tata
kelola sungai lintas batas, termasuk “pendekatan
berbasis aturan yang transparan terhadap Sungai
Mekong.”

“Kami akan terus membantu melindungi kedaulatan
dan keamanan Anda, membantu Anda mencapai
kemakmuran ekonomi, dan menjaga kekayaan budaya dan
lingkungan Anda,” ungkap Mike Pompeo.

MELONJAKNYA PERMINTAAN

Kemakmuran mengakibatkan pembangunan dan kelaparan
akan energi yang menyertainya, memicu dorongan

untuk memanfaatkan sumber-sumber terbarukan,

seperti tenaga air. Manusia telah menggunakan air untuk
menghasilkan listrik selama ribuan tahun — saat ini, tenaga
air menyumbang sekitar 70% listrik terbarukan yang
diproduksi di seluruh dunia, demikian menurut National
Geographic Society.

Dalam pembukaan proyek JUMPP, LMI mencatat
bahwa permintaan listrik di negara-negara Mekong
diproyeksikan meningkat sekitar 6% setiap tahun. Upaya
A.S.-Jepang akan mendukung “aliran pasokan energi tidak
terbatas di kawasan Indo-Pasifik yang sangat penting bagi
stabilitas dan pembangunan kawasan itu.”

Pada Maret 2020, ketika dunia terpaku pada
bencana virus korona, ada beberapa kabar baik bagi
Sungai Mekong: Kamboja mengumumkan moratorium
pembangunan bendungan di aliran utama selama 10
tahun, menangguhkan rencana pembangunan dua
proyek pembangkit listrik tenaga air pertamanya. Dua
bulan sebelumnya, jaringan listrik negara itu telah mulai
mengimpor listrik dari Bendungan Don Sahong yang baru
dibangun berdasarkan perjanjian energi selama 30 tahun
dengan negara tetangganya, Laos.

Namun, berbagai bendungan baru muncul di sepanjang
aliran utama dan anak sungai Mekong, dengan lebih
dari 370 bendungan yang direncanakan akan dibangun,
demikian yang dilaporkan surat kabar The Washington
Post pada Januari 2020. Banyak dari bendungan itu akan
dibangun oleh perusahaan Tiongkok sebagai bagian dari
skema Satu Sabuk, Satu Jalan RRT.

Rencana ini dilanjutkan meskipun laporan
tahunan MRC pada Juni 2020 memperingatkan risiko
pembangunan bendungan baru dan melaporkan bahwa
“kekeringan parah di Daerah Aliran Sungai Mekong
Hilir telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat
besar akibat kerusakan tanaman pertanian, dampak
negatif terhadap lingkungan, dan efek buruk pada mata
pencaharian masyarakat.”

Rencana ini dilanjutkan meskipun RRT menahan air
yang bisa memuaskan dahaga wilayah itu.

Pada April 2022, para pemimpin empat negara anggota
MRC akan berkumpul di Laos untuk menghadiri K'T'T
berikutnya komisi itu yang dilangsungkan setiap empat
tahun. Pertanyaan utama saat itu, seperti sekarang ini,
pastinya adalah: Bagaimana masa depan aliran Sungai
Mekong yang gagah perkasa itu? O
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Menghancurkan

CEKIKAN RRT

India mencari mitra baru dan mematangkan perjanjian
pertahanan untuk melawan agresi Tiongkok

da metode bagi penjangkauan kuat Republik

Rakyat Tiongkok (RRT) yang berusaha

membeli pengaruh dari negara-negara tetangga

terdekat India, yaitu Bangladesh, Myanmar,
Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, dan dengan
mengancam sekutu terdekat India, Bhutan.

RRT juga tampaknya telah menghitung dengan
tepat bahwa India, terlepas dari kekuatan militernya,
akan menunjukkan pengekangan diri luar biasa dalam
menghadapi upaya berani Tentara Pembebasan Rakyat
(PLA) pada pertengahan tahun 2020 untuk menguasai
hampir 1.000 kilometer persegi wilayah Ladakh timur di
sektor barat Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control
- LAC) yang memisahkan kedua negara kuat itu.

RRT mengerahkan sekitar 60.000 prajurit dalam
pendudukan itu, yang sekaligus menjadi simbol agresinya
terhadap India, mewakili fase ketegangan paling serius
di antara kedua negara sejak perang selama sebulan
pada tahun 1962 di wilayah yang sama. Setelah konflik
itu, RRT merebut Aksai Chin, gurun di dataran tinggi
yang luasnya 38.000 kilometer persegi, hampir seukuran
Bhutan, yang diklaim oleh India sebagai bagian dari
Wilayah Persatuan Ladakhnya. RRT juga mengklaim
wilayah yang luasnya 83.743 kilometer persegi di negara
bagian Arunachal Pradesh, India timur laut yang terletak
di sepanjang sektor timur LAC. Kedua negara telah lama
menyengketakan panjang dan posisi LAC, yang dibagi
menjadi tiga sektor. Memang, para pekerja Tiongkok yang
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didukung oleh prajurit PLA kemudian menyeberang ke
Arunachal Pradesh untuk membangun sebuah desa di
sepanjang perbatasan yang memisahkan negara bagian itu
dari Tibet, di tepi sungai Tsari Chu di distrik Subansiri
Hulu. Kementerian Luar Negeri India mengakui langkah
tersebut dan mengatakan pihaknya menyadari adanya
pembangunan “di sepanjang LAC,” yang umumnya
dipandang sebagai upaya RRT untuk menopang klaimnya
atas wilayah tersebut sebagai bagian dari strateginya untuk
membangun pemukiman sipil di daerah perbatasan yang
disengketakan. Beijing sendiri menyangkal semua kritik,
dengan menyatakan bahwa perambahan ini “tidak tercela”
karena pihaknya “tidak pernah mengakui” keberadaan
negara bagian Arunachal Pradesh.

Bahkan ketika kebuntuan di Ladakh timur terus
berlanjut, RRT menyerang lagi, kali ini di Sikkim, negara
bagian kecil di India utara yang dipisahkan dari Arunachal
Pradesh oleh Bhutan. Prajurit Tiongkok bentrok dengan
Prajurit India di LAC di Naku La, Sikkim pada 20 Januari
2021, sebuah insiden yang digambarkan oleh Angkatan
Darat India sebagai “pertarungan kecil.” Insiden serupa
terakhir kalinya terjadi di daerah yang sama pada Mei 2020.

Menjelang akhir tahun 2020, India berharap RRT
akan mempertahankan setidaknya status quo di Ladakh
Timur. Prajurit RRT yang dipaksa bekerja terlalu keras
ditempatkan di wilayah perbatasan sepi dan terpencil yang
ketinggian rata-ratanya mencapai 3.000 meter di atas
permukaan laut ini. Suhu di sana selama musim dingin



yang keras dapat turun di bawah minus 45 derajat Celsius
sehingga menguji batas daya tahan mental dan fisik.

Oleh karena itu, New Delhi merasa lega ketika
putaran kesembilan pembicaraan tingkat militer di antara
kedua belah pihak pada Februari 2021 menghasilkan
kesepakatan untuk menarik mundur pasukan dari
tepl utara dan selatan Danau Pangong di Ladakh
timur. Menteri Pertahanan Rajnath Singh memberi
tahu Parlemen India pada 11 Februari bahwa “untuk
memastikan penarikan pasukan di titik-titik pergesekan
di sepanjang LAC, kami memiliki pandangan bahwa
pasukan kedua belah pihak yang sekarang berada dalam
posisi saling berdekatan satu sama lainnya seharusnya
mengosongkan wilayah pengerahan garis depan yang
dilakukan pada tahun 2020 dan kembali ke pangkalan
yang permanen dan diterima.”

Meskipun penarikan pasukan berlangsung dengan
memuaskan di Danau Pangong, kebuntuan di daerah lain
seperti Dataran Depsang, Dataran Tinggi Gogra, dan Hot
Springs membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

Apa yang terbukti membesarkan hati adalah bahwa
kedua belah pihak sekarang telah sepakat untuk
mempertahankan momentum dialog dan negosiasi serta
melanjutkan upaya mereka untuk memastikan pengekangan
prajurit garis depan, menstabilkan dan mengendalikan
situasi di sepanjang LAC di sektor barat Perbatasan
Tiongkok-India, dan bersama-sama menjaga perdamaian.

Untuk membantu menahan agresi RRT tanpa
mengobarkan perang, India mungkin berupaya
memperkuat hubungannya yang sedang berkembang

Daerah yang diserahkan oleh
Pakistan kepada Tiongkok
Diklaim oleh India

Kashmir
Dikelola
oleh Pakistan

Ty
1 -

~~— Aksai Chin

Diklaim oleh India

Daerah yang
disengketakan

Jammu dan &
Kashmir
Wilayah

persatuan India

PERBATASAN YANG DISENGKETAKAN DI ANTARA INDIA DAN TIONGKOK DI SEPANJANG GARIS KONTROL AKTUAL

TI1O

Dikendalikan oleh Tiongkok

Perbatasan yang
disengketakan

seperti Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad,
dengan Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Mematangkan perjanjian pertahanan di antara berbagai
negara dan pihak lainnya di kawasan ini juga dapat
memajukan upaya keamanan India.

Beijing memanfaatkan berjangkitnya pandemi
COVID-19, yang membebani India secara ekonomi dan
politik, dan mengalihkan perhatian militernya. Sementara
itu, RRT hampir tidak terpengaruh oleh celaan global
yang ditimbulkannya atas penanganan berjangkitnya
pandemi yang mendatangkan malapetaka, yang secara
luas diyakini berasal dari Wuhan, Tiongkok. RRT berniat
menjalankan agenda kebijakan luar negerinya di belakang
vitalitas ekonomi dan militernya.

KETEGANGAN PERBATASAN
Sejak RRT menginvasi Tibet pada tahun 1950 dan
mencaploknya pada tahun berikutnya, memperluas
wilayahnya ke perbatasan India, RRT telah tampak
memberikan ancaman terhadap negara berpenduduk
terbesar kedua di dunia itu. Terlepas dari adanya tiga
kesepakatan, pada tahun 1993, 1996, dan 2013, untuk
menjaga perdamaian dan stabilitas di LAC, Beijing secara
konsisten telah menyengketakan demarkasi itu, dan
sejak tahun 1980-an secara bertahap telah merebut 640
kilometer persegi lahan kumulatif melalui beberapa intrusi
ke dalam wilayah Ladakh sebelum serbuan agresifnya ke
dalam wilayah Ladakh timur pada tahun 2020.

Sekutu dekat RRT, Pakistan, juga memiliki sengketa
perbatasan dengan India. Kedua negara yang bertetangga

e (Garis Kontrol Aktual

NGKOK

Arunachal Pradesh
Negara bagian.India
Diklaim oleh Tiongkok

Garis McMahon perbatasa

yang disengketak >
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itu telah berperang empat kali, pada saat Pemisahan
mereka pada tahun 1947, dan pada tahun 1965, 1971,

dan 1999. Perang pada tahun 1971 juga menyebabkan
terbentuknya Bangladesh akibat jatuhnya Pakistan Timur.

India berbagi perbatasan yang panjangnya mencapai
4.097 kilometer dengan Bangladesh; 3.323 kilometer
dengan Pakistan; 1.751 kilometer dengan Nepal; 1.643
kilometer dengan Myanmar; 699 kilometer dengan
Bhutan; dan 106 kilometer dengan Afganistan.

RRT sengaja memperluas lingkup pengaruhnya
dengan mengembangkan rangkaian pelabuhan yang
membentang di Bangladesh, Myanmar, Maladewa,
Pakistan, dan Sri Lanka, pada dasarnya menjerat India
dalam lingkaran volatilitas. Pakar militer asing menjuluki
rencana itu sebagai strategi “untaian mutiara.” RRT
telah membangun Pelabuhan Gwadar di Baluchistan,
Pakistan, yang terhubung ke Kashgar di wilayah
Xinjiang, Tiongkok barat jauh melalui Koridor Ekonomi
Tiongkok-Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor -
CPEC) senilai 667,32 triliun rupiah (46 miliar dolar A.S.)
yang dipuji oleh kedua mitra itu sebagai “monumen besar
persahabatan Pakistan-Tiongkok.”

PEMINJAMAN PREDATOR

CPEC berfungsi sebagai proyek unggulan bagi skema
Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR)
RRT, yang merupakan rangkaian proyek infrastruktur
senilai 14,5 kuadriliun rupiah (1 triliun dolar A.S.) yang
membentang di 70 negara. Beijing telah mencairkan
pinjaman predator untuk proyek-proyek yang tidak
berkelanjutan secara finansial sebagai bagian dari OBOR,
hanya untuk mengambil kendali atas infrastruktur
yang diprakarsainya sebagai kompensasi atas kegagalan
pelunasan utang.

Meskipun Beijing bersikeras bahwa OBOR merupakan
prakarsa komersial, pangkalan angkatan laut tampaknya
menjadi bagian penting dari agenda tak terucapkan RRT.
Gwadar akan memberi RRT pintu gerbang maritim ke
Laut Arab di pesisir barat India dan ke Samudra Hindia,
"Teluk Persia, serta Teluk Oman dan Aden. India menentang
CPEC karena proyek tersebut dibangun melintasi daerah
Gilgit-Baltistan dan Kashmir yang diduduki Pakistan, yang
kendalinya juga disengketakan oleh India. Berdasarkan
perjanjian tersebut, Pakistan berkewajiban untuk membayar
580,46 triliun rupiah (40 miliar dolar A.S.) kepada Tiongkok
selama 20 tahun melalui pelunasan utang dan dividen.

Beijing juga meningkatkan daya tarik OBOR-nya
dengan penyediaan alutsista militer. Pada tahun 2017,
Islamabad mengumumkan pembelian empat kapal selam
serbu kelas Yuan Tipe 041 yang dimodifikasi buatan
Tiongkok dan transfer teknologi untuk perakitan empat
kapal selam lainnya di kota pelabuhan Karachi, dalam
kesepakatan yang diperkirakan mencapai 72,54 triliun
rupiah (5 miliar dolar A.S.). Empat kapal selam pertama
akan dikirim paling lambat pada tahun 2023 dan sisanya
paling lambat pada tahun 2028 untuk membentuk inti
dari triad serangan kedua nuklir lepas pantai Pakistan.

IPD FORUM

Juga pada tahun 2017, Bangladesh membeli dua kapal
selam kelas Ming Tipe 035G buatan Tiongkok senilai
2,96 triliun rupiah (204 juta dolar A.S.).

PENGGUNAAN GANDA

"Tank, kapal fregat, dan pesawat jet tempur buatan
Tiongkok juga melengkapi alutsista militer Bangladesh,
dan personel militernya dilatih secara reguler di

RRT. Kedua negara menjalin kemitraan strategis, dan
Bangladesh secara resmi bergabung dengan OBOR
selama kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Tiongkok Xi Jinping ke Dhaka pada tahun 2016.

Sejak saat itu, pekerjaan telah berjalan di sembilan
proyek senilai 103 triliun rupiah (7,1 miliar dolar A.S.),
bagian dari 27 proyek infrastruktur yang didanai Tiongkok
di Bangladesh di bawah skema OBOR. Beijing juga
mendeklarasikan kebijakan bea masuk nol untuk 97% impor
Bangladesh. RRT telah menjanjikan bantuan keuangan
sekitar 435,26 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.) ke
Bangladesh, melampaui kontribusi bantuan pembangunan
India sebesar 145,04 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.).

Bangladesh juga menandatangani perjanjian senilai
14,5 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) dengan RRT
tentang pengelolaan air setelah gagal menyepakati pakta
pembagian air dengan India atas Teesta, sungai terpanjang
keempat di negara itu, yang mengalir dari India. RRT
merupakan mitra dagang terbesar Bangladesh, dengan nilai
perdagangan sebesar 261,12 triliun rupiah (18 miliar dolar
A.S.). Perdagangan India dengan Bangladesh berkisar di
angka 137,81 triliun rupiah (9,5 miliar dolar A.S.).

Meskipun terjadi kegagalan kesepakatan pada tahun
2014 bagi RRT untuk membangun pelabuhan di Sonadia,
Bangladesh, RRT menemukan lokasi alternatif di
Myanmar untuk meningkatkan kehadirannya di Teluk
Benggala di pesisir timur India. Selama kunjungan pada
Januari 2020 ke Myanmar, Xi Jinping menyelesaikan
kesepakatan untuk Proyek Pelabuhan Laut Dalam Zona
Ekonomi Khusus Kyaukpyu, yang menelan biaya 18,86
triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) pada fase pertama.

Pelabuhan di negara bagian Rakhine di Myanmar barat
itu, yang berbatasan dengan Bangladesh di bagian utara, akan
berbatasan dengan "Teluk Benggala. Di seberang teluk, India
sedang mengembangkan pangkalan kapal selam nuklir yang
disebut Project Varsha di dekat Komando Angkatan Laut
Timurnya di Visakhapatnam. Kyaukpyu dapat berfungsi
ganda sebagai fasilitas militer jika terjadi konflik. Biaya awal
proyek itu yang mencapai 101,56 triliun rupiah (7 miliar
dolar A.S.) dipangkas karena kekhawatiran Myanmar akan
jebakan utang. Proyek infrastruktur utama bantuan RRT
lainnya yang sedang dikerjakan adalah New Yangon City dan
Zona Kerja Sama Ekonomi Perbatasan Tiongkok-Myanmar.
Tiongkok diduga mempertahankan unit intelijen angkatan
laut di sebuah pangkalan di Kepulauan Coco, di dekat
wilayah pulau terluar India di Andaman dan Nikobar.

Pada tahun 2017 ketika Sri Lanka mengalami kesulitan
untuk melunasi utang atas kesepakatannya senilai lebih
dari 15,96 triliun rupiah (1,1 miliar dolar A.S.) dengan



RRT untuk membangun pelabuhan laut selatannya di
Hambantota, Beijing mendapatkan kendali atas pelabuhan
strategis itu melalui sewa selama 99 tahun. RRT dapat
menggunakan pelabuhan tersebut, dan juga Gwadar
secara prospektif, sebagai pangkalan Angkatan Laut PLA
untuk meningkatkan profilnya di daerah pesisir.

RRT juga melakukan ekspansi dari Hambantota ke
pelabuhan Kolombo, terminal peti kemas terdalam di Asia
Selatan. Dalam investasi asing langsung tunggal terbesarnya
ke Sri Lanka, China Harbour Engineering Co., bagian
dari badan usaha milik negara China Communications
Construction Co., menciptakan Kota Keuangan
Internasional Kolombo senilai 20,31 triliun rupiah (1,4
miliar dolar A.S.) di atas lahan seluas 660 ekar (267,1
hektare) yang direklamasi dari laut. “Kota di dalam kota” ini
diharapkan menjadi pusat keuangan utama untuk menyaingi
Singapura dan Dubai serta meningkatkan perekonomian
dan perdagangan maritim negara pulau itu. Tiongkok juga
menginvestasikan 14,5 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.)
untuk membangun tiga gedung 60 lantai di lokasi tersebut.

Sehubungan dengan wilayah pulau Maladewa, India
khawatir bahwa potensi perluasan — dari 38.000 menjadi
100.000 meter persegi — pulau Feydhoo Finolhu, yang
diakuisisi oleh perusahaan Tiongkok pada tahun 2016
melalui sewa selama 50 tahun seharga 58,04 miliar
rupiah (4 juta dolar A.S.), dapat mengarah pada pendirian
pangkalan militer Tiongkok, mungkin untuk kapal selam
nuklir, dan pusat pemantauan komunikasi elektronik
untuk melacak pergerakan angkatan laut India di bagian
strategis Samudra Hindia ini. Maladewa terletak hanya 623
kilometer dari Kanyakumari, ujung paling selatan India.
RRT juga telah menciptakan, dan memiliterisasi, fitur
buatan di Laut Cina Selatan — tujuh fitur di Kepulauan
Spratly dan 20 fitur di Kepulauan Paracel — untuk apa
yang dinyatakannya sebagai “hak alaminya sebagai negara
berdaulat.” RRT juga membebani Maladewa dengan beban
utang sebesar 21,76 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.),
ketika pendapatan tahunan negara pulau ini sekitar 24,67
triliun rupiah (1,7 miliar dolar A.S.) dan produk domestik
brutonya adalah 58,04 triliun rupiah (4 miliar dolar A.S.)

‘SOLUSI PAKET’
RRT telah merambah ke Bhutan dalam beberapa tahun
terakhir, yang berpuncak pada intrusi PLA ke dalam
kerajaan Buddha yang terkurung daratan itu pada
November 2020 untuk membangun apa yang ditunjukkan
oleh citra satelit sebagai kompleks perumahan linier di
sepanjang dataran tinggi Doklam. Dataran tinggi itu, yang
terletak di perbatasan tiga negara yang disengketakan
tempat kedua negara itu berbatasan dengan India,
merupakan tempat terjadinya ketegangan di antara
Tiongkok-India selama 73 hari pada tahun 2017. Citra
selanjutnya menunjukkan tempat penyimpanan amunisi
telah dibangun di samping pemukiman baru itu.

Sebelum intrusi itu, Tiongkok telah mengumumkan
“solusi paket” untuk sengketa perbatasannya dengan Bhutan
yang mengingatkan kembali pada proposalnya pada tahun

1996 untuk menyerahkan wilayah yang disengketakan di
bagian utara Bhutan kepada Bhutan dan ditukar dengan
daerah yang disengketakan di bagian barat Bhutan, termasuk
Doklam, dan daerah perbatasan timur Bhutan yang
terbentang melintasi cagar alam hutan Sakteng. Bhutan
merupakan sekutu paling setia India di wilayah itu, tetapi
Perjanjian Persahabatan India-Bhutan pada tahun 1949 dan
2007 tidak memiliki klausul pertahanan yang eksplisit.
Doklam merupakan kunci hegemoni RRT di wilayah
tersebut seperti halnya Lembah Chumbi di Tibet, di utara
Doklam, dan Koridor Siliguri India, di bagian selatan,
keduanya merupakan titik keluar masuk rawan (chokepoint)
strategis di wilayah pegunungan itu. Dengan menggerakkan
pasukannya secara agresif, RRT dapat memotong koridor
sepanjang 60 kilometer, yang juga dikenal sebagai “Leher
Ayam,” sebuah petak lahan selebar 22 kilometer yang
menghubungkan India daratan dengan delapan negara
bagian timur laut yang berbatasan dengan Bangladesh,
Bhutan, Myanmar, dan Daerah Otonomi Tibet Tiongkok.

LANGKAH UNTUK MELAWAN RRT
Sebagai pengakuan atas strategi pengaruh RRT] India
telah meningkatkan kunjungan muhibahnya dengan
mengirimkan tiga pejabat tinggi ke negara-negara
tetangga pada November 2020. Menteri Luar Negeri
Subrahmanyam Jaishankar pergi ke Seychelles setelah
melakukan kunjungan ke Bahrain dan Uni Emirat Arab.
Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval menjumpai
pemimpin Sri Lanka, dan Sekretaris Urusan Luar Negeri
Harsh Shringla mengunjungi Nepal, setelah melakukan
perjalanan ke Bangladesh dan Maladewa.

Waktu mungkin tidak berpihak pada India, tetapi India
harus terus melawan upaya RRT untuk membeli pengaruh
dari negara-negara tetangganya. Semakin banyak analis
berpendapat bahwa selain menawarkan alternatif ekonomi
dan militer terhadap bujukan OBOR RRT kepada negara-
negara tetangganya, India harus berpaling ke Quad.
Bersama-sama, negara-negara Quad dapat menciptakan
dana infrastruktur yang menyediakan alternatif yang
berkelanjutan secara finansial terhadap proyek-proyek sarat
utang RRT bagi negara-negara tetangga India.

Selain itu, Quad dapat memperkuat kesadaran ranah
maritim, memproyeksikan kekuatan dengan berbagi
logistik, dan mengembangkan teknologi pertahanan untuk
melawan RRT di wilayah tersebut. Mematangkan perjanjian
pertahanan akan membantu menopang kemampuan
Quad. Pada Oktober 2020, misalnya, India dan A.S.
menandatangani pakta untuk berbagi data satelit sensitif,
yang biasanya digunakan untuk memandu rudal dan
drone. Kesepakatan itu merupakan perjanjian terbaru dari
serangkaian pakta India-A.S. untuk melawan berkembangnya
ekspansionisme RRT" di kawasan Indo-Pasifik.

Quad yang kuat, dengan saling ketergantungan
ekonomi dan militernya, setidaknya akan memaksa RRT
untuk berpikir dua kali tentang agresinya yang terus
berlanjut di kawasan Samudra Hindia serta perambahan di
perbatasan India dan negara-negara tetangganya. O
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kemitraan dengan sekutunya Amerika Serikat untuk

memastikan bahwa jalur laut Indo-Pasifik yang
penting bagi keamanannya berada dalam kondisi aman
dan terlindungi. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan
oleh dua dinas keamanan maritimnya, Pasukan Bela
Diri Maritim Jepang (Japan Maritime Self-Defense
Force - JMSDF) dan Pasukan Penjaga Pantai Jepang
(Japan Coast Guard - JCG), difokuskan pada laut di
dekat Jepang dan berusaha untuk menangkal tindakan
agresif yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok
(RRT), Korea Utara, dan Rusia sembari memungkinkan
tata kelola yang baik terhadap zona ekonomi eksklusif
Jepang. Jepang juga mengerahkan pasukannya ke
berbagai lokasi di sepanjang jalur laut tersebut, seperti
Teluk Aden dan Selat Hormuz, tempat pengapalan
Jepang berada di bawah ancaman signifikan dan
langsung. Strategi yang sama pentingnya adalah aktivitas
Jepang yang ditujukan pada jalur laut yang relatif
lebih aman dan terlindungi, namun masih rentan yang
melewati dan berada di dekat Asia Tenggara. Jalur laut
ini termasuk laut tertutup, seperti Laut Cina Selatan,
Laut Jawa, dan Teluk Benggala, serta titik keluar masuk
rawan (chokepoint) kritis, se _ertiSelat ombok, M a

S trategi maritim Jepang pada dasarnya berfokus pada

berinvestasi dalam mengembangkan infrastruktur dan
kemampuan keselamatan bersama dengan negara-
negara pesisir di kawasan itu selama lebih dari 50 tahun.
Selama 20 tahun terakhir, JCG juga telah terlibat
dalam pengembangan kemampuan penegakan hukum
maritim negara-negara pesisir. Dalam dekade terakhir,
Kementerian Pertahanan Jepang telah terlibat dengan
memulai proyek pengembangan kemampuan baru
dengan angkatan laut regional, dan JMSDF semakin
banyak melakukan operasi militer di perairan regional.
Dengan semua cabang kekuatan negara Jepang
sekarang berinvestasi dalam keamanan maritim
Asia Tenggara, kawasan ini mengukuhkan dirinya
sebagai fokus baru dalam strategi maritim Jepang.
Ruang lingkup, maksud strategis, dan kemungkinan
perkembangan aktivitas keamanan maritim Jepang di
masa depan di Asia Tenggara patut dicermati secara

lebih dekat.

STRATEGI MARITIM JEPANG
Strategi keamanan maritim Jepang yang mapan dapat
secara luas dipisahkan menjadi dua segmen geografis,
satu segmen yang berkaitan dengan perairan dalam

0 la1nn - ) 1

~—= Kapal induk"pengangkut helikopter
Pasukan Bela Diri Maritim Jepang ™
JS Izumo, kedua dari kanan,
kapal perusak JS Akebono dan JS
Murasame,-serta kapal BRP Davao
= del Sur-dari Angkatan Laut Filipina
berpartisipasi-dalam latihan di Laut
Sulu Filipina.
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agresif, sengketa wilayah, dan masalah warisan perang
menciptakan masalah keamanan dan menghambat kerja
sama di antara Jepang dan negara-negara tetangganya
yaitu Rusia, RRT, Korea Utara, dan Korea Selatan.

Di ruang maritim, persaingan dengan RRT merupakan
persaingan yang paling menegangkan. Lingkaran
konsentris pasukan penjaga pantai dan angkatan laut
Jepang dan RRT terus-menerus memperebutkan
kedaulatan, menguji reaksi, dan berupaya untuk
menegaskan kendali atas perairan di sekitar Kepulauan
Senkaku. Situasi ini menuntut sumber daya armada
yang signifikan sementara itu wilayah Laut Cina Timur
lainnya menyediakan front panjang untuk patroli dan
pengawasan. Ancaman rudal balistik dari Korea Utara
dan dukungan Jepang untuk penegakan sanksi Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap negara
itu juga membuat armada itu sibuk. Di atas perairan
yang mendekati wilayah Jepang, Pasukan Bela Diri
Udara Jepang secara reguler meluncurkan pesawat
tempur untuk menanggapi operasi penerbangan RRT
dan Rusia. Mengingat situasi yang semakin parah ini,
melindungi hak-hak Jepang dan melaksanakan tanggung
jawab nasionalnya di laut dan wilayah udara berdasarkan
Konvensi Hukum Laut P.B.B. telah menyita sebagian
besar sumber daya keamanan Jepang.

Strategi Jepang untuk memastikan keselamatan dan
keamanan jalur laut kritisnya bertumpu pada tiga elemen:
meningkatkan aliansinya dengan A.S., mengerahkan
pasukan ke lokasi ancaman paling kritis, dan memperkuat
hubungan dengan mitra yang semakin mumpuni di
sepanjang rute laut itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi maritim
Jepang telah ditempatkan di bawah kampanye nasional
untuk memfokuskan kebijakan luar negeri Jepang di
jalur Indo-Pasifik yang membentang di sepanjang jalur
lautnya ke Eropa dan Afrika. Tak lama setelah mantan
Perdana Menteri Shinzo Abe menjabat untuk pertama
kalinya pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri saat itu
"Taro Aso mengumumkan kebijakan Busur Kebebasan
dan Kemakmuran. Kebijakan luar negeri ini melengkapi
prioritas Jepang yang ada yang melibatkan pengelolaan
hubungan dengan negara-negara tetangga terdekatnya
dan memperkuat aliansi A.S., dengan penekanan
tambahan pada mempromosikan demokrasi dan
peningkatan kemampuan busur negara-negara mitra yang
membentang dari Eropa Utara, melalui Timur Tengah,
melewati anak benua India, dan di seluruh Asia Tenggara.
Khususnya, busur ini selaras secara geografis dengan
rute perdagangan utama Jepang, dikurangi dengan rute
melintasi Samudra Pasifik yang sudah aman, berkat aliansi
A.S. Shinzo Abe menjadi pemimpin global pertama yang
menyoroti konsep geopolitik Indo-Pasifik ketika dia
memberikan pidato tahun 2007 kepada Parlemen India
berjudul “Pertemuan Dua Laut.” Dua perdana menteri
berikutnya, keduanya dari Partai Demokrat Liberal,
melanjutkan prioritas ini. Ketika Partai Demokrat Jepang
memimpin pemerintahan dari tahun 2009-12, Perdana
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Menteri Yukio Hatoyama, Naoto Kan, dan Yoshihiko
Noda menggunakan penyebutan yang berbeda tetapi
mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri
ini terhadap negara-negara pesisir di Asia Selatan dan
"Tenggara. Segera setelah kembali berkuasa pada tahun
2012, Shinzo Abe menerbitkan sebuah esai berjudul
“Berlian Keamanan Demokratis Asia.” Esai itu dibuka
dengan: “Perdamaian, stabilitas, dan kebebasan navigasi di
Samudra Pasifik tidak dapat dipisahkan dari perdamaian,
stabilitas, dan kebebasan navigasi di Samudra Hindia.
Jepang, sebagai salah satu negara demokrasi bahari
tertua di Asia, harus memainkan peran yang lebih besar
— bersama dengan Australia, India, dan A.S. — dalam
melestarikan kebaikan bersama di kedua kawasan itu.”
Asia "Tenggara jelas berada di jantung berlian itu,
dan sekarang menjadi fokus visi Indo-Pasifik Bebas dan
"Terbuka yang diumumkan pada tahun 2016.

Jalur laut di antara perairan dalam negeri Jepang dan ruang
laut berbahaya di sekitar Timur Tengah membentang lebih
dari 5.000 mil laut (9.260 kilometer). Pada umumnya,

jalur laut ini melewati negara-negara pesisir yang mampu
menyediakan tata kelola yang diperlukan untuk memastikan
keselamatan bagi aliran perdagangan yang bebas. Akan
tetapi, negara-negara pesisir sangat bervariasi dalam

hal kemampuan maritim, jalur laut masih belum bebas
bahaya dengan sepenuhnya, dan para pemimpin bisnis

dan pemerintah Jepang khawatir bahwa peristiwa yang
mengganggu dapat dengan cepat menciptakan krisis. Bahaya
yang menjadi perhatian Jepang termasuk tantangan navigasi
yang terkait dengan titik keluar masuk rawan (chokepoint)
yang banyak dilalui, tantangan lingkungan, seperti cuaca
ekstrem dan tumpahan minyak, pembajakan, terorisme, dan
risiko perang. Selama lima dekade terakhir, Jepang semakin
terlibat dalam mengatasi tantangan ini dengan mendukung
proyek pengembangan kemampuan negara pesisir sebagai
elemen inti dari strategi keamanan maritimnya.

Semakin maraknya tingkat pembajakan regional
setelah krisis moneter Asia pada tahun 1997 mengatalisasi
perluasan upaya pengembangan kemampuan Jepang
dengan menyertakan penegakan hukum maritim. Perdana
Menteri Keizo Obuchi memulai ekspansi ini pada KT'T
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Plus Tiga
(ASEAN+3) pada Desember 1999, ketika dia berupaya
menjalin tindakan kerja sama internasional dalam
melawan pembajakan dengan mengusulkan pembentukan
badan pasukan penjaga pantai regional, penguatan
dukungan negara untuk perusahaan pengapalan, dan
peningkatan koordinasi regional.

"Tak lama kemudian, Jepang menawarkan peralatan
dan pelatihan serta mendesak dilakukannya patroli
gabungan. Setelah serangkaian delegasi pencari fakta
Jepang mengunjungi kawasan tersebut dan Tokyo menjadi
tuan rumah beberapa konferensi besar, ambisi Jepang



berkurang, tetapi perluasan keterlibatan dalam penegakan
hukum maritim Asia Tenggara tetap muncul dengan cepat.
Pada tahun 2000, JCG mulai membentuk posisi permanen
di luar negeri bagi para petugas untuk mendukung
pasukan penjaga pantai regional (dimulai dengan Pasukan
Penjaga Pantai Filipina yang baru saja dibentuk), dan
pada tahun 2001, JCG mulai berlatih dengan pasukan
penjaga pantai regional (dimulai dengan Filipina dan
"Thailand). Pada tahun 2006, upaya diplomatik Jepang
mencapai puncaknya dalam pembuatan Perjanjian Kerja
Sama Regional tentang Memerangi Pembajakan dan
Perampokan Bersenjata terhadap Kapal-Kapal di Asia
(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy
and Armed Robbery against Ships in Asia - ReCAAP).
Aspek penting dari dukungan Jepang bagi keamanan
maritim Asia Tenggara adalah transfer perahu patroli ke
lembaga penegak hukum maritim regional. Ini termasuk
kapal penangkap ikan yang dikonversi, perahu patroli
Jepang yang sudah dipensiunkan, dan kapal baru. Kapal-
kapal itu telah disediakan oleh yayasan swasta Jepang,
melalui pinjaman yang difasilitasi pemerintah, dan sebagai
bantuan langsung. Contoh awalnya adalah transfer kapal
ke Indonesia dan Filipina pada pertengahan tahun 2000-
an. Karena kapal-kapal ini berlapis baja, transfer itu diatur
oleh Tiga Prinsip Ekspor Persenjataan Jepang dan mitra
penerima hanya dapat menggunakannya untuk operasi
penegakan hukum, termasuk operasi antipembajakan dan
kontraterorisme. Relaksasi Tiga Prinsip itu pada tahun
2011 dan 2014 telah menyederhanakan proses kebijakan
tersebut, dan dalam beberapa tahun terakhir, Jepang
telah memperluas programnya untuk menyediakan kapal
patroli. Hingga saat ini, pasukan penjaga pantai dan
lembaga penegak hukum maritim di Kamboja, Indonesia,
Malaysia, Palau, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam telah
menerima kapal patroli dari Jepang.

Petugas Pasukan Penjaga Pantai Vietham
menyaksikan sebuah helikopter berangkat
dari kapal Pasukan Penjaga Pantai Jepang
Echigo selama pelatihan gabungan di
lepas pantai Vietnam di dekat Danang.
AFP/GETTY IMAGES

Pengerahan kapal JMSDF paling awal ditujukan secara
khusus untuk memberikan dampak pada situasi keamanan
maritim Asia Tenggara yang selaras dengan upaya dan
kerangka kerja multilateral. Pada Desember 2004, kapal
dan pesawat terbang Pasukan Bela Diri Jepang (Japan
Self-Defense Forces - JSDF) termasuk di antara pasukan
internasional yang merespons tsunami Samudra Hindia.
Pada tahun 2005, JMSDF berpartisipasi dalam latihan di
laut Western Pacific Naval Symposium (WPNS) perdana
yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Singapura, dan
perwira Pasukan Bela Diri Darat Jepang berpartisipasi
dalam lokakarya bantuan tsunami dan bagian staf tingkat
tinggi latithan militer Cobra Gold Thailand-A.S. Sejak
itu, latthan maritim yang disponsori oleh organisasi
multilateral seperti WPNS, Forum Regional ASEAN, dan
Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara Plus (ASEAN Defense Ministers’
Meeting Plus - ADMM+) menjadi lebih sering dilakukan,
dan JMSDF secara konsisten berpartisipasi, sering kali
mengirimkan kontingen terbesar. Meskipun signifikan
dari perspektf diplomasi pertahanan, latihan maritim
multinasional ini sering kali cukup sederhana dan lebih
ditujukan untuk membangun kepercayaan daripada
memperkuat kemampuan operasional. Banyak dari latthan
ini berfokus pada tanggap bencana daripada masalah
keamanan yang lebih tradisional.

Panduan Program Pertahanan Nasional Jepang tahun
2010 menjadi kebijakan besar pertama yang menyatakan
bahwa JSDF akan mulai melakukan misi pengembangan
kemampuan bersama dengan militer asing. Operasi
pertama berdasarkan kebijakan ini adalah pengerahan
kapal JMSDF pada tahun 2010 untuk melakukan aktivitas
pengembangan kemampuan di Kamboja dan Vietnam
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sebagai bagian dari kampanye Pacific Partnership

A.S. Sejak itu, kapal-kapal JMSDF telah berpartisipasi
dalam Pacific Partnership setiap tahunnya, hanya tidak
berpartisipasi pada tahun 2011 ketika mereka mendukung
operasi tanggap bencana domestik setelah terjadinya
gempa bumi dan tsunami. Pada tahun 2012, Jepang
melaksanakan aktivitas pengembangan kemampuan
bilateral pertamanya di Asia Tenggara, sebuah seminar
kedokteran bawah laut yang diadakan bersama dengan
Angkatan Laut Vietnam. Acara bilateral kedua adalah
seminar bertema oseanografi pada Februari 2013 di Pusat
Operasi Maritim TNI AL di Jakarta. Sejak itu, Jepang
telah melakukan aktivitas pengembangan kemampuan
bilateral serupa dengan delapan negara mitra lainnya.
Dari 10 mitra ini, semuanya kecuali Mongolia merupakan
negara pesisir di Laut Cina Selatan atau Teluk Benggala.

Pada Desember 2013, Strategi Keamanan Nasional
pertama Jepang menjelaskan maksud strategis di balik
aktivitas ini: “Jepang akan memberikan bantuan kepada
negara-negara pesisir di sepanjang jalur komunikasi laut
dan negara-negara lain dalam meningkatkan kemampuan
penegakan hukum maritim mereka serta memperkuat kerja
sama dengan berbagai mitra di jalur laut itu yang memiliki
kepentingan strategis yang sama dengan Jepang.”

Dalam dekade terakhir, JMSDF juga telah memperluas
operasinya di Laut Cina Selatan. Tidak seperti latthan
multilateral dan aktivitas pengembangan kemampuan
yang disebutkan sebelumnya, aktivitas ini tampaknya
lebih terfokus pada pengembangan opsi untuk melakukan
operasi angkatan laut ekstensif di sekitar perairan itu.
Karena Jepang tidak memublikasikan lokasi kapal dan
kapal selamnya, tidak jelas kapan pengerahan ini dimulai.

Beberapa analis, termasuk purnawirawan laksamana

Masyarakat melambaikan tangan
saat kapal perusak Pasukan Bela
Diri Maritim Jepang JS Takanami
meninggalkan Pangkalan
Angkatan Laut Yokosuka di
Jepang. Arp/GETTY IMAGES
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Jepang, berpendapat bahwa JMSDF juga siap untuk
melawan potensi pangkalan kapal selam rudal balistik
RRT di Laut Cina Selatan. Kekhawatiran seperti itu

akan membantu menjelaskan penekanan JMSDF pada
kemitraannya dengan Filipina dan Vietnam, negara-negara
yang membentang di bagian utara Laut Cina Selatan dan
mengapit pangkalan kapal selam RRT yang penting di
pulau Hainan.

Hubungan JMSDF dengan Angkatan Laut Filipina
merupakan hubungan yang paling berkembang dari
kemitraannya di Asia Tenggara. Petugas JMSDF mulai
mengamati latihan tahunan Balikatan Filipina-A.S. pada
tahun 2012 dan kemudian meningkatkan keterlibatannya.
Pada tahun 2016, kapal selam pelatihan Jepang, Oyashio,
mengunjungi Teluk Subic di Filipina bersama dengan dua
kapal perusak JMSDE, dan anak buah kapal mengambil
bagian dalam aktivitas pembangunan kepercayaan dengan
rekan-rekan Filipina mereka. Ini merupakan kunjungan
pelabuhan kapal selam JMSDF pertama ke Filipina dalam
15 tahun. Sejak itu, kapal selam JMSDF telah sering kali
berkunjung ke Teluk Subic.

Filipina juga merupakan negara pertama dan, sejauh
ini, satu-satunya yang memperoleh alutsista Jepang.
Reformasi kebijakan pada tahun 2014 memungkinkan
"Tokyo untuk menyetujui ekspor pertahanan ke militer
mitra, dan pada tahun 2017, dua pesawat latih TC-90
bekas JMSDF dikirim ke Angkatan Bersenjata Filipina,
ketika pesawat terbang itu ditetapkan sebagai pesawat
patroli maritim C-90. Tiga TC-90 tambahan ditransfer
pada tahun 2018.

Jepang juga memprioritaskan pengembangan hubungan
pertahanannya dengan Vietnam. Aktivitas pengembangan
kemampuan JMSDF pertama di kawasan ini adalah saat



pengiriman kapal dek angkut amfibi JS Kunisaki pada
tahun 2010 ke Qui Nhon, Vietnam, di bawah payung
Pacific Partnership. Meskipun difokuskan pada aktivitas
perawatan medis dan pertukaran budaya, kunjungan
tersebut menyertakan penggunaan kendaraan amfibi yang
mendarat di pantai Vietnam. Tahun berikutnya, Vietham
menjadi tuan rumah aktivitas pengembangan kemampuan
JSDF pertama di Asia Tenggara yang tidak difasilitasi
sebagai bagian dari acara A.S. atau multilateral. Sejak

itu, hubungan tersebut berkembang, meskipun belum
mencapai tingkat yang mencakup latihan atau operasi
pertahanan bilateral.

Pengerahan tahunan kapal induk pengangkut helikopter
besar, seperti JS Izumo untuk pengerahan selama beberapa
bulan ke Asia Tenggara dan Samudra Hindia, merangkum
beragam sifat aktivitas JMSDF di kawasan ini. Pada tahun
2016, selama pengerahan pertama ini, JS Ise merupakan
kapal terbesar di latihan multinasional Komodo yang
diselenggarakan oleh Indonesia. Kapal itu kemudian transit
ke Laut Cina Selatan dan mengikuti pelatihan bersama
dengan kader taruna dari angkatan laut WPNS sembari
melakukan latihan komunikasi dan kerja sama pada saat
perang atau bantuan kemanusiaan (passing exercise -
PASSEX) trilateral dengan kapal Angkatan Laut Australia
dan Angkatan Laut A.S. Setelah kunjungan muhibah ke
Manila, JS Ise merupakan kapal terbesar yang terlibat
dalam Latihan Lapangan Keamanan Maritim/Kontra-
"Terorisme ADMM+ pada Mei 2016 yang dimulai di Brunei
dan berakhir di Singapura. Tahun berikutnya, JS Izumo,
kapal terbesar JMSDEF, melakukan pengerahan serupa ke
Asia Tenggara yang meliputi: program pelatihan keamanan
maritim bagi para perwira dari angkatan laut ASEAN ketika
kapal itu berada di Laut Cina Selatan; menjamu Presiden
Filipina Rodrigo Duterte selama kunjungan pelabuhan ke
Manila; melakukan kunjungan pelabuhan di Sri Lanka; dan
menyelesaikan latihan selama dua hari dengan kapal dari
Australia, Kanada, dan A.S. yang mencakup pertukaran
lintas dek dan acara penembakan dengan amunisi aktif.
Pengerahan serupa pada tahun 2018 (JS Kaga) dan 2019 (JS
Izumo) memadukan operasi sepihak di Laut Cina Selatan,
latthan dengan angkatan laut A.S. dan angkatan laut negara
lainnya, dukungan untuk program keamanan maritim
multilateral, dan pembangunan hubungan bilateral dengan
mitra regional.

Sifat campuran dari pengerahan kapal perang utama
JMSDF ke perairan Asia Tenggara mencerminkan sasaran
maritimnya multisisinya di kawasan ini. Jepang memperluas
prakarsa pengembangan kemampuan selama beberapa
dekade di kawasan ini dengan menyertakan dimensi militer.
Aktivitas ini bertujuan untuk memperkuat hubungan
dengan negara-negara pesisir yang semakin mumpuni di
sepanjang jalur laut Indo-Pasifik Jepang. Aktivitas angkatan
laut ini, dalam beberapa hal, merupakan perkembangan
sederhana dari kebijakan yang sudah lama diambil oleh

Jepang untuk mendukung pengembangan kemampuan
maritim. Akan tetapi, ekspansi ini mencerminkan
melonggarnya pembatasan kebijakan domestik Jepang
dan peningkatan kenyamanan mitra Asia Tenggara dalam
menjadi tuan rumah bagi pasukan Jepang. Peningkatan
kemampuan dan keagresifan perilaku maritim RRT telah
mempercepat lintasan ini, mengingat ketergantungan
Jepang yang besar pada Laut Cina Selatan dan
kekhawatirannya bahwa kampanye RRT untuk menegaskan
kedaulatan di sana sangat terkait dengan kampanyenya
dalam melawan Jepang di Laut Cina Timur.

Sasaran strategis menyeluruh Jepang untuk
mempromosikan keselamatan dan keamanan
berkelanjutan terhadap jalur laut Asia Tenggara yang
kritis pada dasarnya tetap tidak berubah selama lebih
dari 50 tahun. Akan tetapi, Jepang memperluas secara
bertahap rangkaian tantangan keamanan regional yang
ditanganinya secara langsung dan berbagai lembaga
yang dimobilisasikannya untuk membantu upaya ini.
Selama sekitar satu dekade terakhir, berbagai lembaga ini
mencakup Kementerian Pertahanan Jepang dan JMSDEF.
JMSDF sekarang dikerahkan secara reguler ke Laut
Cina Selatan dan memiliki catatan melakukan latihan
perang ekstensif dengan A.S. dan angkatan laut negara
lainnya di luar kawasan ini di perairan yang disengketakan
itu. JMSDF memberikan kontribusi besar terhadap
latihan multilateral di kawasan ini dan telah melakukan
aktivitas pengembangan kemampuan bilateral dengan
angkatan laut regional. Aktivitas itu diharapkan dapat
terus berkembang dengan faktor pembatas utama adalah
ketersediaan kapal dan sumber daya armada lainnya.

Hingga saat ini, keterlibatan bilateral di Asia
"Tenggara hampir seluruhnya terbatas pada aktivitas
muhibah dan proyek-proyek sederhana yang berfokus
pada pengembangan kemampuan pemolisian mitra
regional. Akan tetapi, Jepang diharapkan dapat lebih
terlibat dalam membantu meningkatkan kemampuan
pertahanan militer negara-negara di kawasan itu.
Kesepakatan untuk mengirimkan radar pertahanan udara
baru ke Filipina menjadi preseden dalam hal ini. Agresi
maritim berkelanjutan yang dilakukan oleh RRT akan
menjadi pendorong penting, tetapi Jepang akan tetap
mengkhawatirkan ancaman maritim lainnya dan semakin
berupaya untuk mendiversifikasi hubungan pertahanannya
sehingga tidak hanya mengandalkan pada A.S.

Dengan bergabungnya Kementerian Pertahanan
Jepang dan JMSDF dengan berbagai lembaga Jepang
lainnya sebagai peserta langsung dalam keamanan maritim
Asia Tenggara, kawasan ini jelas menjadi fokus baru dalam
strategi maritim Jepang. Penting bagi negara-negara Asia
"Tenggara untuk menyadari bahwa ketika pengekangan diri
Jepang mengendur, mereka akan menghadapi keputusan
yang lebih besar mengenai sifat dan ruang lingkup
hubungan pertahanan yang mereka inginkan dengan
Jepang. O

Center for International Maritime Security pada awalnya menerbitkan artikel ini pada
September 2020. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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MENERANGI
ARMADA GELAP

CITRA SATELIT MENGUNGKAPKAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL

DR. JAEYOON PARK DAN DR. JUNGSAM LEE, DKK.

Marinir dan Pelaut Korea Selatan melakukan penindakan tegas
terhadap kapal-kapal Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal
di sekitar Pulau Ganghwa, Korea Selatan. THE AssociaTeD PRess




membatasi kegunaan untuk pengawasan pihak ketiga atau
manajemen lintas batas. Mengungkap aktivitas kapal-
kapal gelap itu dapat mengatasi kesenjangan informasi ini
sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Tantangan dengan armada gelap dan penangkapan ikan
IUU ini dicontohkan di perairan yang dikelilingi oleh Korea
Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia, tempat ketegangan
geopolitik dan perbatasan yang disengketakan menciptakan
kekosongan data dan manajemen bersama.
Di perairan yang kurang diperhatikan ini,
persediaan cumi-cumi terbang Jepang
yang sama menjadi sasaran beberapa
armada, termasuk armada perairan jauh
Tiongkok. Meskipun armada Tiongkok
telah menangkap ikan di perairan
Korea Utara sejak tahun 2004, aktivitas
penangkapan dan hasil tangkapannya
hanya dipublikasikan secara intermiten,
dan tidak dipublikasikan sejak tahun 2016.

Kurangnya pembagian informasi
ini menghambat penilaian persediaan
yang akurat dalam perikanan ketika hasil
tangkapan yang dilaporkan telah turun masing-masing
sebesar 80% dan 82% di perairan Korea Selatan dan
Jepang, sejak tahun 2003. Ketidakmampuan untuk menilai
persediaan ini menimbulkan kekhawatiran mengingat
pentingnya cumi-cumi di kawasan itu. Cumi-cumi
terbang Jepang merupakan makanan laut utama Korea
Selatan berdasarkan nilai produksinya, salah satu dari
lima makanan laut utama yang dikonsumsi di Jepang dan,
hingga sanksi baru-baru ini, merupakan ekspor terbesar
ketiga Korea Utara.

Pada tahun 2017, setelah uji coba rudal balistik Korea
Utara, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengadopsi resolusi untuk menjatuhkan sanksi kepada
negara itu sehingga membatasi penangkapan ikan luar
negeri setelah September 2017. Resolusi ini melarang
pengadaan makanan laut dari Korea Utara, usaha patungan
di antara Korea Utara dan negara-negara lain tanpa
persetujuan P.B.B., dan melarang Korea Utara untuk
menjual atau mentransfer hak penangkapan ikan.

Karena sanksi berdasarkan Bab VII Piagam P.B.B.
bersifat mengikat dan dilaksanakan melalui hukum dan
kebijakan domestik, setiap pelanggaran sanksi ini yang
dilakukan oleh kapal Tiongkok sejak September 2017
akan merupakan pelanggaran terhadap hukum publik
internasional dan hukum domestik Tiongkok. Meskipun
demikian, Pasukan Penjaga Pantai Korea Selatan telah
mengamati ratusan kapal yang menyeberang ke dalam
perairan Korea Utara, dan inspeksi acak terhadap
kapal-kapal ini yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan
Perikanan Laut Timur menunjukkan bahwa kapal-kapal
itu berasal dari Tiongkok. Bukti berlanjutnya penangkapan
ikan Tiongkok di perairan Korea Utara juga didukung
oleh dokumentasi domestik Tiongkok.

Untuk menerangi aktivitas armada gelap di salah satu
kawasan samudra dunia yang paling banyak disengketakan
itu, para peneliti menggabungkan keahlian lokal dengan

Satelit SkySat Planet
menangkap citra kapal
penerangan Tiongkok.

SCIENCE ADVANCES

empat teknologi satelit. Teknologi individu memiliki
keterbatasan yang berbeda tetapi, ketika digabungkan,
dapat memberikan gambaran yang informatif tentang
aktivitas penangkapan ikan. Sistem identifikasi otomatis
(automatic identification system - AIS) memberikan
informasi identitas dan pergerakan secara detail tetapi
hanya digunakan oleh sebagian kecil kapal. Radar bukaan
sintetis (synthetic aperture radar - SAR) satelit dapat
mengidentifikasi semua kapal logam besar dan
menembus awan tetapi tidak memiliki cakupan
samudra yang reguler dan global. Sensor
Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
(VIIRS) memiliki waktu kunjungan ulang
harian global dan dapat mendeteksi kapal yang
memiliki cahaya terang tetapi kemampuannya
dibatasi oleh awan.

"Terakhir, citra optis resolusi tinggi
memberikan konfirmasi visual terbaik tentang
aktivitas dan jenis kapal tetapi kemampuannya
juga dibatasi oleh awan dan, hingga saat
ini, tidak tersedia pada resolusi yang cukup
tinggi dan waktu kunjungan ulang yang
cukup sering untuk memantau armada penangkapan ikan
yang membentang di sepanjang zona ekonomi eksklusif
(ZEE). Meskipun keempat teknologi ini telah digunakan
sebelumnya untuk memperkirakan penangkapan ikan dan
mengidentifikasi kapal secara individu, teknologi ini belum
digabungkan untuk mengungkapkan secara terbuka aktivitas
dan perkiraan hasil tangkapan seluruh armada pada skala ini.

HASIL

Untuk memantau aktivitas kapal-kapal ini, kami
memperoleh citra optis dengan resolusi 3 meter selama

22 hari dari konstelasi satelit PlanetScope yang dimiliki
oleh Planet, perusahaan pencitraan permukaan Bumi,
yang mencakup sebagian besar ZEE yang diklaim Korea
Utara pada tahun 2017 dan 2018. Kami kemudian melatih
jaringan saraf konvolusional untuk mengidentifikasi kapal
pukat berpasangan dalam citra satelit ini, karena kapal-
kapal ini menunjukkan pola penangkapan ikan yang khas
dan merupakan proporsi kapal asing terbesar di wilayah
itu. (Kapal pukat berpasangan adalah salah satu dari dua
kapal yang menarik jaring pukat hela tunggal.) Setelah
mengidentifikasi lokasi armada itu dengan jaringan

saraf, kami menugaskan satelit SkySat dengan resolusi
0,72 meter milik Planet untuk menangkap citra kapal-
kapal ini dalam memverifikasi secara lebih lanjut bahwa
kapal-kapal ini merupakan kapal pukat berpasangan.

Kami juga menggunakan citra SAR dari tiga satelit untuk
memverifikasi lokasi dan ukuran armada itu. Dengan data
ini, kami memperkirakan bahwa setidaknya 796 pasang
kapal pukat berbeda beroperasi di perairan Korea Utara
pada tahun 2017 dan setidaknya 588 pasang kapal pukat
melakukannya pada tahun 2018. Hanya sebagian kecil dari
kapal-kapal ini menyiarkan AIS, tetapi sinyal dari kapal-
kapal yang menyiarkan AIS ini menunjukkan bahwa kapal-
kapal itu berasal dari pelabuhan Tiongkok dan menangkap
ikan di perairan Tiongkok.
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Tiongkok

Untuk memverifikasi lebih lanjut asal Tiongkok mereka,
kami mencocokkan deteksi AIS dari 140 kapal ini dengan
citra Planet. Sinyal AIS dari kapal-kapal ini menguatkan
inspeksi Pasukan Penjaga Pantai Korea Selatan dan
memastikan bahwa kapal-kapal itu berasal dari Tiongkok.

Kapal penangkap ikan paling umum kedua yang
dianggap berasal dari Tiongkok di perairan Korea
Utara adalah “kapal penerangan” berukuran 55 hingga
60 meter yang menggunakan lampu terang untuk
memikat spesies target; kami mengidentifikasi kapal
ini dengan menggunakan citra optis resolusi rendah
dan sensitivitas tinggi yang dihasilkan oleh VIIRS pada
malam hari. Meskipun beberapa armada di wilayah itu
menggunakan lampu, kapal-kapal Tiongkok dikenal
sebagai yang paling terang, membawa hingga 700 lampu
pijar dan menghasilkan lebih dari 1.000 lux, setara dengan
penerangan beberapa stadion sepak bola. Kecerahan ini
memungkinkan kami untuk membedakan kapal-kapal ini
dari armada lain di daerah itu, dan kami mengonfirmasi
klasifikasi kapal ini dengan menugaskan SkySat dengan
resolusi lebih tinggi dari Planet untuk mendapatkan citra
daerah tempat kapal-kapal terang ini berkumpul.

VIIRS memungkinkan kami untuk memperkirakan
minimal 108 kapal penerangan asal Tiongkok yang
beroperasi di perairan Korea Utara pada tahun 2017
dan 130 kapal penerangan pada tahun 2018. Kami juga
mendeteksi kapal penerangan intensitas rendah, yang
diidentifikasi sebagai armada berskala kecil Korea Utara.
Armada ini terdiri dari kapal kayu kecil berukuran 10
hingga 20 meter dengan hanya lima hingga 20 bola
lampu. Kami selanjutnya memverifikasi jenis kapal melalui
citra SAR dan Planet dari pelabuhan Chongjin, Korea
Utara. Kami memperkirakan sekitar 3.000 kapal Korea
Utara menangkap ikan di ZEE Rusia selama tahun 2018.

Data dari satelit ini juga memungkinkan kami untuk
mengukur perubahan aktivitas kapal seiring berjalannya
waktu. Untuk kapal berskala kecil Korea Utara, kami
memperkirakan bahwa jumlah hari penangkapan ikan
meningkat setiap tahun selama periode empat tahun, dari
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Sistem identifikasi otomatis (AIS)
menunjukkan jejak kapal pukat
herpasangan yang berasal dari
provinsi Shandong, Tiongkok.

@ Posisi AlS
Daerah penelitian
------- ZEE yang Diklaim Korea Utara

39.000 hari pada tahun 2015 menjadi 222.000 hari pada
tahun 2018. Untuk kapal yang berasal dari Tiongkok, kami
memperkirakan 91.400 hari penangkapan ikan selama
tahun 2017 (82.600 hari oleh kapal pukat berpasangan
dan 8.800 hari oleh kapal penerangan) dan 67.300 hari
penangkapan ikan selama tahun 2018 (60.700 hari oleh
kapal pukat berpasangan dan 6.600 hari oleh kapal
penerangan). Angka-angka ini mencakup 70% pada
tahun 2017 dan 91% pada tahun 2018 dari jumlah hari
penangkapan ikan yang diperkirakan berdasarkan jumlah
kapal Tiongkok yang menyeberang memasuki atau keluar
dari perairan Korea Utara setiap bulannya, sebagaimana
yang dihitung oleh Pasukan Penjaga Pantai Korea Selatan.
Jika kita berasumsi secara konservatif bahwa hasil
tangkapan per unit upaya (catch per unit effort - CPUE)
untuk kapal pukat berpasangan dan kapal penerangan
asal Tiongkok serupa dengan kapal yang lebih kecil di
perairan di dekatnya, total perkiraan kemungkinan hasil
tangkapan Tiongkok akan setara dengan sekitar 101.300
metrik ton cumi-cumi senilai 3,99 triliun rupiah (275
juta dolar A.S.) pada tahun 2017 dan 62.800 metrik ton
cumi-cumi senilai 2,48 triliun rupiah (171 juta dolar A.S.)
pada tahun 2018. Angka hasil tangkapan seperti itu akan
mendekati gabungan hasil tangkapan Jepang dan Korea
Selatan dari semua laut di sekitarnya.

DISKUSI
Sejumlah besar kapal yang sebelumnya tidak dipantau
ini menimbulkan tantangan besar bagi manajemen
persediaan. Kebuntuan politk terutama karena adanya
konflik kedaulatan dan sengketa batas maritim telah
mencegah pengelolaan perikanan bersama regional,
sementara itu upaya berbasis negara yang ada tidak
berjalan dengan efektif karena kurangnya data pemantauan
kapal, pengaturan pengelolaan, dan penilaian persediaan
komprehensif bersama. Misalnya, untuk mencegah
penangkapan ikan berlebihan, Korea Selatan menetapkan
total hasil tangkapan cumi-cumi yang diperbolehkan,
membatasi daya penerangan kapal penangkap cumi-cumi,
melarang penggunaan jaring pukat berpasangan, dan
mengizinkan kurang dari 40 kapal pukat kecil.

Akan tetapi, besar kemungkinan armada Tiongkok
yang menargetkan persediaan yang sama menggunakan



daya pencahayaan yang lebih terang, jaring pukat
berpasangan, dan jumlah kapal yang lebih banyak.
Mengingat penurunan CPUE kapal penangkap cumi-
cumi Korea Selatan dan Jepang serta penurunan drastis
kepadatan larva cumi-cumi sejak tahun 2003, banyaknya
jumlah kapal yang terungkap melalui penelitian ini
menjadi hal yang sangat memprihatinkan.

Selain masalah keberlanjutan, ada implikasi substansial
bagi tata kelola perikanan dan geopolitik regional.
Kapal-kapal ini berasal dari Tiongkok dan, berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas Korea Selatan,
diasumsikan dimiliki dan dioperasikan oleh kepentingan
Tiongkok. Akan tetapi, karena kapal-kapal itu sering kali
tidak membawa surat-surat yang sesuai, kapal-kapal itu
mungkin dapat disebut sebagai kapal tiga-tanpa yang
beroperasi di luar otoritas resmi Tiongkok, tanpa registrasi,
tanpa bendera, dan tanpa lisensi untuk beroperasi.

Jika kapal-kapal ini tidak mendapat persetujuan dari
pemerintah Tiongkok dan Korea Utara, kapal-kapal ini
melakukan penangkapan ikan secara ilegal; peraturan
Tiongkok mewajibkan adanya persetujuan menteri untuk
menangkap ikan di perairan asing, dan Konvensi Hukum
Laut P.B.B. memberikan hak berdaulat kepada negara-
negara pesisir untuk mengelola sumber daya hayati laut
di perairan mereka. Atau, jika kapal-kapal ini beroperasi
dengan persetujuan dari salah satu atau kedua pemerintah,
negara(-negara) itu melanggar sanksi Dewan Keamanan
P.B.B. Khususnya, pemerintah Tiongkok telah berulang
kali membantah bahwa pihaknya melanggar sanksi Dewan
Keamanan P.B.B. dengan memastikan dukungannya
terhadap sanksi yang dijatuhkan pada saat ini. Terlepas
dari skenario yang terjadi, masing-masing skenario
merupakan pelanggaran terhadap salah satu dari hukum
internasional atau domestik atau bahkan keduanya.

Mengingat hal ini, analisis kami mengidentifikasi
lebih dari 900 kapal ilegal yang berbeda pada tahun 2017
setelah sanksi dimulai dan lebih dari 700 kapal ilegal
pada tahun 2018, mewakili kasus penangkapan ikan ilegal
terbesar yang diketahui dan dilakukan oleh satu armada
perairan jauh.

Kehadiran armada asing ini juga membawa
konsekuensi parah bagi nelayan berskala kecil Korea
Utara. Bukti menunjukkan bahwa persaingan dari
kapal pukat yang lebih besar ini mengakibatkan
tersisihnya perahu kayu berskala kecil ini, sehingga
mengalihkan upayanya secara substansial ke perairan
negara tetangganya, Rusia. Pergeseran semacam
ini dalam menanggapi serbuan armada asing telah
didokumentasikan di tempat lain dan juga konsisten
dengan ekologi perikanan lokal di kawasan ini.

Selama triwulan terakhir tahun ini, cami-cumi
terbang Jepang bermigrasi ke selatan, melalui ZEE Rusia,
sehingga memberikan kesempatan bagi Korea Utara untuk
menangkap ikan sebelum armada asing menguras habis
persediaan cumi-cumi terbang. Akan tetapi, sebagian besar
penangkapan ikan Korea Utara di perairan Rusia juga
bersifat ilegal. Pemerintah Rusia telah mengizinkan kurang
dari 100 kapal Korea Utara sejak tahun 2014, dan pada

tahun 2017, tidak ada izin yang diberikan. Sebaliknya, kami
memperkirakan sekitar 3.000 kapal menangkap ikan di
perairan ini selama tahun 2018. Perahu nelayan tradisional
Korea Utara benar-benar tidak memiliki perlengkapan
yang memadai untuk melakukan perjalanan jarak jauh yang
diperlukan untuk mencapai tempat penangkapan ikan di
Rusia. Akibatnya, antara tahun 2014 dan 2018, 505 perahu
Korea Utara terdampar di pantai Jepang.

Insiden-insiden ini sering kali melibatkan kelaparan
dan kematian, dan media lokal melaporkan bahwa banyak
desa nelayan di pesisir timur Korea Utara kini telah
disebut “desa janda.” Pola penangkapan ikan ilegal yang
didokumentasikan di sini besar kemungkinan memberikan
pengaruh buruk pada ikan dan juga para nelayan.

Kami menyarankan agar analisis ini merupakan
awal dari era baru dalam pemantauan satelit untuk
perikanan. Berbagai sumber satelit telah lama tersedia
bagi lembaga pemerintah untuk pengawasan yang
ditargetkan. Akan tetapi, hanya dengan peningkatan
ketersediaan data, aksesibilitas, dan daya komputasi
baru-baru ini, maka teknik ini sekarang dapat dilakukan
pada skala spasial dan temporal yang cukup besar — dan
oleh kelompok peneliti kecil dan independen — untuk
memungkinkan pemantauan perikanan yang transparan.
Meskipun beberapa aspek penelitian ini bersifat khusus
untuk kawasan itu (misalnya, prevalensi kapal pukat
berpasangan), sebagian besar teknik mudah ditransfer,
seperti mencocokkan AIS dengan deteksi kapal dari radar
atau citra satelit global yang tersedia secara gratis.

Untuk sumber data satelit yang belum tersedia secara
gratis, seperti radar satelit komersial atau citra optis
resolusi tinggi, biaya per citra menurun dengan cepat.
Menggabungkan teknologi satelit ini dapat mengungkapkan
aktivitas armada gelap dan mengisi kesenjangan besar dalam
pengelolaan perikanan lintas batas.

Lebih lanjut, teknologi ini, bila disertai dengan
keahlian lokal, dapat mengidentifikasi potensi titik-
titik rawan penangkapan ikan IUU. Perikanan global
telah lama didominasi oleh budaya kerahasiaan dan
penyembunyian, dan mencapai pandangan komprehensif
tentang aktivitas penangkapan ikan di laut merupakan
langkah penting menuju pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan dan kooperatif. O

Catatan editor: COVID-19 tampaknya berdampak signifikan terhadap jumlah perahu Korea
Utara yang berlayar ke dalam zona ekonomi eksklusif negara lain. Misalnya, jumlah kapal
yang diyakini berasal dari Korea Utara yang hanyut ke pantai Jepang antara Oktober 2020
dan Maret 2021 turun 90% dibandingkan tahun sebelumnya, demikian menurut Pasukan
Penjaga Pantai Jepang. Penelitian untuk laporan ini dilakukan sebelum berjangkitnya
pandemi virus korona dan oleh karena itu mencerminkan perilaku prapandemi.

Penulis laporan adalah Dr. Jaeyoon Park, Global Fishing Watch, Washington, D.C.; Dr.
Jungsam Lee, Korea Maritime Institute, Busan, Korea Selatan; Dr. Katherine Seto dan Dr.
Quentin Hanich, Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of
Wollongong, Australia; Dr. Timothy Hochberg, Dr. Brian A. Wong, Dr. Nathan A. Miller, Dr. Brian
Sullivan, Dr. Paul Woods, dan Dr. David A. Kroodsma, juga berafiliasi dengan Global Fishing
Watch; Dr. Kenji Takasaki, Dr. Hiroshi Kubota, dan Dr. Yoshioki Oozeki, Japan Fisheries
Research and Education Agency, Yokohama, Jepang; serta Dr. Sejal Doshi dan Dr. Maya
Midzik, Planet Labs, San Francisco, California.

Artikel ini pada awalnya diterbitkan dalam jurnal Science Advances pada Juli 2020. Artikel ini
telah diedit agar sesuai dengan format FORUM dan dicetak ulang/(atau diterjemahkan jika
ada) dari Park dkk. Sci. Adv. 2020; 6: eabb1197. © Para penulis, beberapa hak dilindungi
undang-undang; AAAS pemegang lisensi eksklusif. Didistribusikan di bawah lisensi CC BY-NC
4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

IPD FORUM

a7



48

£} oot

s . ;
EBenangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan
— tidak diregulasi mengancam keamanan maritim
LETNAN KOLONEL LAUT BEN CROWELL/JOINT INTERAGENCY TASK FORCE WEST
DAN WADE TURVOLD/DANIEL K. INOUYE ASIA-PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES

enangkapan ikan komersial yang nilainya mencapai antara penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan

4,02 kuadriliun rupiah (277 miliar dolar A.S.) setiap tidak diregulasi (IUU) dengan perdagangan manusia,

tahunnya merupakan industri global yang menjadi penyelundupan narkoba, dan berbagai kejahatan maritim

elemen penting dari banyak perekonomian nasional lainnya. Karena masalah tersebut bersifat global, berjejaring,
dan sumber makanan protein penting bagi negara-negara dan strategis, mengatasi ancaman penangkapan ikan JlUU
maritim. Seiring bertambahnya penduduk, begitu pula memerlukan tanggapan internasional yang terkoordinasi.
teknologi penangkapan ikan dan permintaan akan makanan
laut. Dampak dari pola cuaca buruk ditambah dengan TIGA ELEMEN PENANGKAPAN IKAN IUU
peningkatan konsumsi merupakan kombinasi berbahaya Penangkapan ikan TUU memiliki tiga elemen, demikian
yang diperburuk oleh tekanan dari penangkapan ikan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Elemen pertama
legal dan ilegal. Melalui perilaku predator dan ilegal, terjadi ketika operasi penangkapan ikan dilakukan di dalam
armada penangkapan ikan internasional memiliki dampak zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara atau di dalam
yang sangat besar pada kesehatan lingkungan, ketahanan perairan yang diatur oleh organisasi pengelolaan perikanan
ekonomi, dan stabilitas geopolitik negara-negara maritim regional (regional fisheries management organization -
di seluruh dunia. Selain itu, ada hubungan signifikan di RFMO), yang melanggar undang-undang nasional atau
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REFMO. Aspek kedua berkaitan dengan kesalahan pelaporan
atau tidak melaporkan hasil tangkapan yang ditetapkan
dalam peraturan domestik atau RFMO. Komponen ketiga
mencakup kapal tanpa kewarganegaraan atau penangkapan
ikan di daerah RFMO tanpa menjadi pihak dalam RFMO,
sehingga tidak mematuhi peraturannya, atau penangkapan
ikan ketika tidak ada peraturan nasional atau internasional
tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan.

Meskipun konsep dan terminologinya tidak terlalu
mengancam, praktik-praktik ini semakin menciptakan
tantangan ekologis, ekonomi, dan keamanan di seluruh
samudra dunia. Dalam laporan pada tahun 2018 yang
diterbitkan oleh Stimson Center berjudul “Casting a Wider
Net: The Security Implications of Illegal, Unreported,
and Unregulated Fishing (Melempar Jaring Lebih
Luas: Implikasi Keamanan Penangkapan Ikan Ilegal,
Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi),” para penulis
mengidentifikasi enam ancaman keamanan yang terkait
dengan penangkapan ikan IUU; termasuk kerusakan
lingkungan, dampak ekonomi, ketahanan pangan,
destabilisasi geopolitik, kejahatan transnasional, dan
pembajakan.

Semua elemen ini bertindak sebagai rangkaian umpan
balik penguat yang independen satu sama lain. Pada
saat yang sama, elemen-elemen ini saling terkait dan
mempercepat masalah dan tantangan di seputar penangkapan
ikan TUU.

KEADAAN PERIKANAN DUNIA
Saat persediaan ikan menipis di seluruh dunia, armada
penangkapan ikan perairan jauh dan nelayan tradisional
memberikan tekanan yang lebih besar pada sumber daya
perikanan. Dalam laporan pada tahun 2018 berjudul “The
State of World Fisheries and Aquaculture (Kondisi Perikanan
dan Akuakultur Dunia),” P.B.B. mengamati bahwa 33 %
persediaan ikan global ditangkap secara berlebihan dan
59,9% berada pada tingkat panen berkelanjutan maksimal.
"Tekanan yang meningkat ini dapat menciptakan kelangkaan,
mendorong kenaikan harga, dan dengan demikian mendorong
lebih banyak perilaku predator dan penangkapan ikan yang
melanggar hukum. Tekanan lingkungan yang meningkat
dari penangkapan ikan berlebihan dan metode pemanenan
tertentu telah menyebabkan keruntuhan ekologis tempat
penangkapan ikan di Laut Cina Selatan dan di sepanjang
pantai timur dan barat Afrika. Dengan rusaknya sumber
daya alam, berbagai negara dihadapkan pada dampak ganda
dari hilangnya sumber daya ekonomi yang dulunya dapat
diperbarui dan hilangnya makanan yang dipanen dari laut.
Bagi banyak negara, ini bukan masalah kecil. Beberapa
negara di dunia berkembang memperoleh hingga 50%
protein mereka dari produk makanan laut, demikian menurut
P.B.B. Ketika persediaan ikan menipis, individu, keluarga,
dan masyarakat berada di bawah tekanan yang lebih besar
untuk memenuhi kebutuhan hidup tingkat dasar. Ketika
dihadapkan dengan analisis biaya-manfaat dari kelaparan
atau terlibat dalam aktivitas ilegal untuk mendukung
keluarga atau desa seseorang, kebanyakan orang akan

Aparat Indonesia menahan nelayan Vietnam yang dituduh
melakukan penangkapan ikan ilegal di dekat Kepulauan Natuna,
Indonesia. arp/GETTY IMAGES

melakukan apa yang diperlukan untuk memberi makan
masyarakat mereka. Dengan demikian, hilangnya habitat
lingkungan dan sumber daya alam dapat menciptakan
masalah ekonomi dan ketahanan pangan bagi populasi
manusia, yang pada gilirannya dapat mendorong kejahatan
maritim dan pembajakan.

PENANGKAPAN IKAN BERLEBIHAN

MENYEBABKAN PEMBAJAKAN

Contoh klasik nelayan yang menjadi kriminal adalah krisis
pembajakan yang terjadi di lepas pantai Somalia dari tahun
2006 hingga 2012. Negara itu mengalami kekacauan pada
tahun 1991 setelah digulingkannya diktator Mohamed Siad
Barre, dan hilangnya otoritas pusat menciptakan ruang besar
yang tidak dikuasai oleh pemerintahan mana pun di sekitar
"Tanduk Afrika. Menyadari kurangnya upaya penegakan hukum
nasional, armada penangkapan ikan perairan jauh dari Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) dan mungkin negara lain pindah ke
ZEE Somalia dan menguras habis persediaan ikan di sana.
Penangkapan ikan IUU ini dengan cepat membuat nelayan
lokal kehilangan pekerjaan. Dengan sedikit kesempatan bagi
mereka untuk mencari natkah melalui cara lain dan dengan
kemudahan untuk mengakses persenjataan kelas militer, tidak
lama kemudian pembajakan menjadi industri yang berkembang
pesat di perairan di dekat Tanduk Afrika.

Saat ini, tantangan pembajakan Somalia sebagian besar
telah ditanggulangi melalui upaya signifikan yang melibatkan
satuan tugas angkatan laut multinasional dan meluasnya
penggunaan operasi shiprider bersenjata lengkap. Hanya ada
11 serangan dari tahun 2016 hingga 2020, turun dari angka
tertinggi 237 serangan pada tahun 2007, demikian menurut
Kantor Intelijen Angkatan Laut A.S.

Rentetan peristiwa yang dimulai dengan penangkapan
ikan IUU berkembang menjadi pembajakan dan
memperparah tantangan geopolitik yang terus berlarut-
larut. Ini seharusnya menjadi kisah peringatan akan bahaya
penangkapan ikan TUU.

Titik-titik rawan pembajakan terus berlanjut di Asia
"Tenggara dan Teluk Guinea, tempat masing-masing 417
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Pusat pengawasan mutakhir di Bangkok, salah satu dari tujuh pusat
pengawasan di Indo-Pasifik yang memantau kapal penangkap ikan
secara waktu-nyata. Pusat-pusat pengawasan ini menegakkan
Perjanjian Ketentuan Negara Pelabuhan (Port State Measures
Agreement - PSMA), yang bertujuan untuk mengekang penangkapan
ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi. TtHe associatep press

dan 544 serangan telah terjadi, sejak tahun 2016, demikian
menurut Kantor Intelijen Angkatan Laut A.S. Pola
tradisional perahu-perahu lebih kecil yang menyerang
kapal-kapal yang lebih besar dan lebih lambat untuk
melakukan perampokan bersenjata atau penculikan untuk
mendapatkan uang tebusan masih berlaku. Apakah nelayan
yang menganggur melakukan serangan terbaru itu masih
belum jelas. Indikasi kemahiran dengan perahu kecil,
termasuk mengoperasikannya di laut terhadap target yang
dipilih — sering kali jauh di lepas pantai — menunjukkan
tingkat kompetensi yang akan diperoleh seseorang sebagai
pelaut profesional.

FAKTOR KRIMINAL LAINNYA DI LAUT LEPAS
Perampokan bersenjata dan pembajakan tetap menjadi
masalah keamanan yang signifikan. Akan tetapi, dalam
konteks komunitas maritim global, jumlahnya kecil secara
statistik. Mlungkin masalah yang lebih signifikan adalah
kriminalitas umum yang terkait dengan kapal penangkap
ikan IUU, seperti perbudakan dan perdagangan narkoba.
Pada tahun 2016, The Associated Press (AP) menerbitkan
serangkaian artikel tentang perbudakan di armada
penangkapan ikan komersial di seluruh Indo-Pasifik.
Dalam satu contoh, AP merinci tragedi seorang pria yang
dipulangkan ke Myanmar setelah disekap di laut selama 22
tahun tanpa mendapatkan upah dan berada dalam kondisi
yang sangat buruk. Selain kerja paksa, kapal penangkap
ikan digunakan untuk menyelundupkan orang di seluruh
dunia. Sebuah laporan P.B.B. berjudul “International
Migration 2020 Highlights (Ikhtisar Migrasi Internasional
2020)” menemukan bahwa sekitar 653.000 migran “tidak
tetap” tiba di Eropa melalui jalur laut dari tahun 2016-18.
(Migran tidak tetap mengacu pada “perpindahan orang yang
terjadi di luar undang-undang, peraturan, atau perjanjian
internasional yang mengatur masuk ke dalam atau keluar
dari Negara asal, transit, atau tujuan,” demikian menurut
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laporan tersebut.) Meskipun laporan itu tidak merinci jenis
kapal yang digunakan, perahu penangkap ikan berperan
dalam pergerakan orang dari Afrika ke Eropa ini.

Masalah keamanan penting lainnya adalah keterkaitan di
antara organisasi perdagangan narkoba dan kapal penangkap
ikan komersial. Di sepanjang Samudra Pasifik bagian timur,
banyak kapal yang dicegat oleh lembaga penegak hukum
merupakan kapal penangkap ikan yang memperdagangkan
narkoba atau mendukung perahu penyelundupan
“berkecepatan tinggi” yang membutuhkan pasokan
ulang bahan bakar. Sebuah laporan P.B.B. tahun 2011
berjudul “Iransnational Organized Crime in the Fishing
Industry” (Kejahatan "Terorganisir Transnasional di Industri
Penangkapan Ikan)” mencatat bahwa: “Penggunaan kapal
penangkap ikan sebagian besar dianggap sebagai bagian
integral dari modus operandi perdagangan gelap kokain di
laut ke Meksiko dan Amerika Serikat.”

Ini didukung oleh laporan Departemen Luar Negeri
A.S. baru-baru ini yang merujuk pada pergerakan narkoba
melintasi ranah maritim yang dilakukan oleh kapal penangkap
ikan. Penggunaan perahu-perahu ini menyamarkan aktivitas
terlarang dengan kedok perdagangan legal.

PROYEKSI KEKUATAN

Tantangan keamanan yang agak baru dan signifikan

bagi masyarakat internasional adalah penggunaan kapal
penangkap ikan sebagai instrumen proyeksi kekuatan
nasional. RRT tampak menonjol sebagai pengguna terbesar
dari taktik ini.

Pada abad ke-15, Tiongkok merupakan negara maritim
hebat dengan kapal dagang besar yang melakukan transit di
kawasan Indo-Pasifik serta terlibat dalam perdagangan dan
eksplorasi internasional. Ekspedisi maritim ini ditinggalkan
sampai setelah berakhirnya Perang Dunia 11, ketika peta
resmi pertama klaim teritorial di Laut Cina Selatan muncul
pada tahun 1947. Pada akhir tahun 2000-an, RRT mulai
dengan lebih agresif menegaskan klaim maritimnya di
kawasan ini melalui serangkaian aktivitas reklamasi lahan
dan pembangunan terumbu karang buatan yang berlanjut
hingga hari ini.

Setelah RRT mengambil kendali de facto pada tahun
2012 atas Scarborough Shoal, sebuah terumbu karang di
ZEE Filipina, pemerintah Filipina membawa kasusnya
ke Mahkamah Arbitrase Permanen. Mahkamah itu
menyatakan bahwa RRT telah terlibat dalam spektrum
luas aktivitas penangkapan ikan ilegal, proyek konstruksi
yang merusak habitat laut dan, secara umum, telah “lalai
untuk menunjukkan penghormatan atas hak-hak berdaulat
Filipina sehubungan dengan perikanan dalam zona ekonomi
eksklusifnya.” RRT menyangkal temuan mahkamah itu dan
menolak untuk mematuhinya.

"Temuan ini merangkum banyak metode yang telah
digunakan RRT di seluruh kawasan ini. Terlepas dari
pelanggaran hukum maritim internasionalnya, RRT telah
mengambil langkah lebih jauh dengan menggunakan kapal
pasukan penjaga pantai untuk memberikan pengawalan
bersenjata bagi armada penangkapan ikannya ke ZEE



negara-negara tetangganya. RRT juga telah menggunakan
kapal penangkap ikan yang diperkuat di bawah kendali
milisi maritim negara untuk menabrak, menyerang, dan
mengganggu kapal-kapal di berbagai penjuru kawasan ini.

Dalam beberapa kasus, tindakan ini mengakibatkan
hilangnya nyawa dan menelantarkan para pelaut yang
terombang-ambing di laut sehingga melanggar prinsip
kebaharian yang tak lekang oleh waktu — jangan pernah
meninggalkan pelaut yang sedang mengalami kesulitan.
Baru-baru ini, RRT menarik perhatian internasional terkait
penangkapan ikan IUU ketika mengirimkan armada besar
berkekuatan 340 kapal penangkap ikan ke perairan di dekat
Ekuador dan Kepulauan Galapagos sebagai bagian dari
perjalanan tahunan untuk menangkap ikan yang menjadi
kepentingan bersama global.

MENGATASI ANCAMAN

Sebagian besar praktisi keamanan maritim akan mengatakan
bahwa mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya

— orang, perahu, pesawat terbang, persenjataan, pelatihan,
dll. Tentu saja, ini merupakan faktor penentu keberhasilan
yang penting karena bahkan negara-negara paling

maju pun membutuhkan lebih banyak alat bantu untuk
melawan kejahatan maritim. Tanpa adanya sumber daya
tambahan, salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat
internasional untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan
oleh penangkapan ikan IUU adalah dengan melakukan
pemeriksaan di atas kapal penangkap ikan. Aparat keamanan
maritim, baik militer atau kepolisian, perlu melakukan
pemeriksaan di atas kapal penangkap ikan yang melakukan
kunjungan ke pelabuhan dan di laut. Penegakan hukum
harus menggunakan spektrum penuh otoritas dan yurisdiksi
hukum domestik dan internasional untuk memeriksa

kapal, dokumentasi dan makanan anak buah kapal, kargo,
hasil tangkapan yang dilaporkan, dan alat tangkap serta
mewawancarai anak buah kapal untuk menentukan
keselamatan dan kesehatan mereka.

Pihak berwenang harus berusaha untuk menentukan di
mana dan untuk apa kapal-kapal itu menangkap ikan serta di
mana dan kapan kapal-kapal itu akan kembali ke pelabuhan.
Penegakan hukum harus mengambil setiap kesempatan
untuk terlibat dengan para nelayan ini dan mengatur aktivitas
perahu-perahu ini saat bergerak di seluruh dunia di laut lepas
dan di perairan pesisir.

Selain itu, mengoordinasikan upaya lembaga penegak
hukum nasional akan membuat upaya penindakan
terhadap penangkapan ikan IUU internasional menjadi
lebih efektif. Menghubungkan para profesional keamanan
maritim akan memungkinkan mereka untuk membuat
database bersama. Tindakan ini juga memungkinkan
lembaga penegak hukum untuk berkoordinasi di antara
berbagai negara guna memastikan tidak ada tempat
yang aman bagi jaringan kriminal. Kemampuan untuk
melakukannya menjadi lebih terjangkau.

Banyak negara pesisir mendirikan pusat koordinasi
maritim nasional, sering kali dibantu oleh Prakarsa
Keamanan Maritim A.S., sebuah jaringan untuk membangun

kemampuan regional guna mengatasi berbagai tantangan
maritim. Ketika pusat fusi maritim ini dikembangkan,
menghubungkannya menjadi langkah berikutnya dalam
meningkatkan efektivitas globalnya. Selanjutnya, negara-
negara maju harus bersatu di belakang negara-negara
berkembang yang tidak memiliki sumber daya untuk
mengawasi ZEE mereka.

Beberapa aktivitas ilegal akan berupa pendudukan
berskala ringan oleh kapal-kapal yang beroperasi sendirian
guna mendapatkan tangkapan ikan dengan mudah,
sementara itu pendudukan ZEE lainnya akan didanai dan
diarahkan oleh pemerintah nasional, sering kali dengan
dukungan milisi bersenjata atau kapal pemerintah. Oleh
karena itu, semua negara maritim berkewajiban untuk
mempersiapkan tanggapan strategis, operasional, dan
taktis terhadap eksplorasi ZEE mereka yang pada akhirnya
dilakukan oleh negara-negara penangkap ikan perairan jauh.

Melihat ke masa depan, masyarakat maritim global
akan melihat penggunaan penangkapan ikan IUU
sebagai alat bantu untuk memperluas ruang lingkup
aktivitas berbagai negara dan organisasi kriminal.
Tindakan para aktor ini serupa dan sering kali saling
terkait. Sederhananya, mereka mencari peluang untuk
mendapatkan keuntungan dan mengambil sumber daya
yang secara hukum bukan milik mereka.

Di atas kertas, taktik dasar penindakan terhadap
penangkapan ikan IUU terdengar mudah. Akan tetapi
tidak semudah itu. Kendala sumber daya dan prioritas
yang saling bersinggungan dari berbagai lembaga penegak
hukum sering kali menjadikan upaya penindakan perikanan
sebagai misi sekunder atau tersier. Akan tetapi, jika dilihat
secara keseluruhan, penangkapan ikan TUU lebih dari
sekadar tindak pidana lingkungan. Penangkapan ikan IUU
merupakan tantangan global dan strategis yang harus
dihadapi dengan respons kolaboratif, internasional, dan
strategis. Bisnis, kapal, pemilik, dan operator, terkadang
disponsori oleh negara, secara fungsional bertindak sebagai
organisasi kriminal transnasional dan memiliki dampak yang
sangat besar pada kesehatan ekologi, ketahanan ekonomi,
ketahanan pangan, dan keamanan maritim keseluruhan dari
berbagai samudra di dunia.

Baik di pelabuhan atau di laut lepas, kapal dan negara
yang terlibat dalam penangkapan ikan IUU harus ditangkal
dengan menghapus insentif yang diberikan kepada
mereka. Hingga kerugiannya menjadi lebih besar daripada
imbalannya bagi negara, pemilik, dan operator kapal
penangkapan ikan IUU; perilaku kriminal ini akan terus
berlanjut di seluruh kepentingan maritim bersama. O
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EVOLUSI
ARMADA

Melihat Lebih Dekat
Kapal Penangkap lkan
Tiongkok di Lepas Pantai
Kepulauan Galapagos

DR. TABITHA GRACE MALLORY DAN DR. IAN RALBY | FOTO DARI REUTERS

Berbagai berita pada akhir Juli 2020 melaporkan
penemuan armada besar kapal penangkap ikan Tiongkok
di perairan Kepulauan Galapagos Ekuador, yang berfluktuasi
hingga lebih dari 350 kapal sebelum armada itu pada
akhirnya meninggalkan daerah tersebut pada pertengahan
Oktober untuk menangkap ikan lebih jauh ke selatan.
Namun keberadaan armada penangkap ikan perairan jauh
(distant-water fishing - DWF) Tiongkok di daerah itu

telah berkembang selama beberapa tahun. Kekhawatiran

atas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak
diregulasi (IUU) armada itu juga meningkat, dipicu oleh
penyitaan Fu Yuan Yu Leng 999 pada Agustus 2017, sebuah
kapal berpendingin berbendera Tiongkok yang ditemukan di
Kepulauan Galapagos dengan hasil tangkapan sekitar 3.000
ton ikan langka, hampir punah, atau spesies yang terancam
punah di atas kapal, termasuk 600 ekor ikan hiu.

Dengan menggunakan data dan wawasan dari
Windward, platform intelijen maritim prediktif, analisis
kami meneliti bagaimana fenomena penangkapan ikan
ini telah berkembang seiring berjalannya waktu dan siapa
yang berada di balik upaya penangkapan ikan yang semakin
intensif ini. Aktivitas penangkapan ikan ini merupakan hasil
dari strategi perikanan global Republik Rakyat Tiongkok
(RRT), termasuk subsidi besar yang diberikan kepada
industri tersebut. Kami memeriksa sejauh mana RRT
mungkin terlibat dalam penangkapan ikan IUU, dengan
alasan bahwa meskipun pemerintah Tiongkok telah bergerak
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Kapal penangkap ikan terlihat dari pesawat terbang Angkatan

Laut Ekuador setelah armada kapal penangkap ikan yang sebagian
besar berbendera Tiongkok terdeteksi di koridor internasional yang
berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Kepulauan Galapagos di
Samudra Pasifik, pada 7 Agustus 2020.

untuk membatasi aktivitas penangkapan ikan IUU, beberapa
tantangan tetap ada. Meskipun armada tersebut tampaknya
beroperasi secara legal, beberapa perilaku mengindikasikan
adanya pengecualian. Selain itu, meskipun tampaknya
terdapat kepatuhan teknis terhadap undang-undang dan
peraturan yang ada, beberapa aktivitas penangkapan ikan
Tiongkok termasuk dalam kategori yang tidak dilaporkan
dan tidak diregulasi serta layak mendapatkan pertimbangan
yang cermat dalam hal keberlanjutan operasi semacam itu.

PERHATIAN BARU, TAPI BUKAN HAL BARU

Data Windward membantu memvisualisasikan aktivitas
armada Tiongkok seiring berjalannya waktu, yang
menggambarkan bahwa keberadaan kapal penangkap ikan
Tiongkok di perairan di sekitar zona ekonomi eksklusif
(ZEE) Kepulauan Galapagos sepanjang 370 kilometer

telah meningkat selama beberapa tahun. Pada tahun 2015,
hampir tidak ada aktivitas penangkapan ikan Tiongkok di
Kepulauan Galapagos dan perairan di luar ZEE kepulauan
itu. Akan tetapi, mulai tahun 2016, hal itu berubah secara
dramatis. Pada Agustus 2016, misalnya, 191 kapal berbendera
Tiongkok menangkap ikan di wilayah Kepulauan Galapagos
yang lebih luas — sangat kontras dengan satu kapal
Tiongkok yang terdeteksi di daerah itu pada bulan yang
sama pada tahun 2015. Sejak itu jumlahnya meningkat,
berfluktuasi berdasarkan musim penangkapan ikan. Selama
tahun 2017, selama tiga bulan ditemukan lebih dari 200 kapal
per bulan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu,
memuncak menjadi 263 kapal pada bulan Juli. Pada tahun
2018, ada empat bulan berturut-turut — Mei hingga Agustus
— dengan lebih dari 200 kapal Tiongkok per bulan yang
melakukan penangkapan ikan di daerah itu, dan ditemukan
193 kapal pada Desember 2018. Puncaknya pada tahun itu
adalah 286 kapal pada bulan Juni. Pada tahun 2019, ada lima
bulan dengan lebih dari 200 kapal per bulannya, sedangkan
pada Juni dan Juli 2019 ditemukan adanya 197 kapal dan 130
kapal. Puncaknya pada tahun 2019 adalah September, dengan
298 kapal (Gambar 1).

Fenomena itu kini menjadi lebih ekstrem, dengan empat
bulan pada tahun 2020 ditemukan adanya lebih dari 200
kapal per bulan, termasuk dua bulan dengan lebih dari 300
kapal per bulannya. Pada Juli 2020, ada 342 kapal Tiongkok
yang menangkap ikan di daerah itu, pada Agustus 2020 ada
344 kapal dan pada September 2020 ada 295 kapal.

Untuk lebih memahami peningkatan besar dalam
aktivitas ini, penting untuk memahami kebijakan yang
mendorong industri penangkapan ikan Tiongkok.

MEMAHAMI STRATEGI PENANGKAPAN

IKAN GLOBAL TIONGKOK

Karena kemampuan agregasi data Windward, dimungkinkan
untuk memeriksa beberapa detail di balik armada besar ini.
Di antara Juli dan Agustus 2020, 364 kapal Tiongkok di



Gambar 1: Kapal penangkap ikan Tiongkok di dekat Kepulauan
Galapagos, Januari 2015 hingga September 2020

400

JUMLAH KAPAL YANG TERDETEKSI

BULAN DAN TAHUN

daerah itu terdeteksi pada sistem informasi otomatis (AIS).
Kapal dengan berat kotor lebih dari 300 ton yang beroperasi
secara internasional, berdasarkan Konvensi Keselamatan
Jiwa di Laut, harus dilengkapi dengan AIS dan dibiarkan
terus menyala. Oleh karena itu, mungkin ada lebih dari 364
kapal karena beberapa kapal mungkin ada tetapi kondisinya
“gelap” dan dengan demikian tidak terdeteksi melalui AIS.
Penelitian terhadap 364 kapal itu mengungkapkan wawasan
berharga tentang kepemilikan dan provinsi asal kapal-kapal
itu. Meskipun ada beberapa kapal yang kepemilikannya tidak
diketahui, 55 perusahaan memiliki armada itu di atas kertas,
meskipun beberapa perusahaan memiliki alamat yang sama,
menunjukkan bahwa mungkin ada kurang dari 55 pemilik
yang sebenarnya.

Kapal-kapal di lepas pantai Kepulauan Galapagos
merupakan bagian dari armada DWF Tiongkok, yang
beroperasi di daerah di luar yurisdiksi nasional — atau “laut
lepas” sebagaimana didefinisikan berdasarkan Konvensi
Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) —
dan di ZEE negara tuan rumah berdasarkan perjanjian akses
perikanan bilateral. RRT secara resmi melaporkan 2.701
kapal DWF pada tahun 2019 dan 159 perusahaan DWF pada
tahun 2017.

Armada di sekitar Kepulauan Galapagos merupakan hasil
dari perubahan nyata dalam kebijakan perikanan Tiongkok.
Dari peluncuran industri DWF Tiongkok pada tahun 1985
hingga pertengahan tahun 2010-an, strategi RRT adalah
memperluas armada itu dan meningkatkan hasil tangkapan.
Namun, dalam rencana lima tahun perikanan ke-13 RRT
— rencana terbarunya — strategi itu bergeser dari berfokus
pada ekspansi menjadi berfokus pada pemutakhiran dan
konsolidasi industri itu. RRT bertujuan untuk memiliki
kontrol lebih besar atas seluruh rantai pasokan, mulai dari
titik panen, transportasi dan pendaratan, hingga pemrosesan
dan distribusi, dan pada akhirnya, ke pasar ritel. Bersamaan

dengan perubahan kebijakan ini, ketika RRT memutakhirkan
teknologi kapalnya untuk memproses dan menyimpan

hasil tangkapan dengan lebih baik, RRT bertujuan untuk
mengirimkan lebih banyak hasil tangkapan DWF untuk
dijual di pasar domestik Tiongkok. RRT telah membangun
infrastruktur pelabuhan domestik untuk distribusi makanan
laut ini. Pada tahun 2018, RRT mengirimkan 65 % hasil
tangkapannya ke dalam negeri, meningkat dari 49% hasil
tangkapan pada tahun 2009.

Bersamaan dengan itu, RRT telah beralih dari
ketergantungan pada hasil tangkapan dari ZEE lain menuju
penangkapan ikan di laut lepas karena negara-negara tuan
rumah menjadi lebih peduli tentang penangkapan ikan
tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh armada asing di
perairan mereka dan kerugian yang ditimbulkannya telah
meningkat. Meskipun beberapa wilayah laut lepas diawasi
oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO),
tidak ada badan pengatur yang komprehensif untuk
penangkapan ikan di laut lepas dengan ruang lingkup global.
Karena daerah laut lepas menjadi semakin banyak diregulasi
oleh kebijakan tambal sulam RFMO, kuota penangkapan
ikan dapat didistribusikan ke armada yang memiliki sejarah
keberadaan penangkapan ikan di daerah itu. Sebuah
laporan satuan tugas yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh
pemerintah, industri, dan akademisi Tiongkok berpendapat
bahwa negara-negara dengan sejarah penggunaan samudra
yang lebih panjang memiliki lebih banyak kekuasaan
dalam menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan
dan dengan demikian menerima bagian yang lebih besar
dari sumber daya itu — “pendudukan menghasilkan hak
dan kepentingan.” Sesuai dengan tren ini, armada DWF
Tiongkok menangkap 66% hasil tangkapannya dari laut
lepas pada tahun 2017, dibandingkan dengan 43 % hasil
tangkapan pada tahun 2010.

Investasi Tiongkok dalam strategi ini tercermin dari
provinsi asal kapal-kapal ini. Dari 364 kapal yang ditemukan
beroperasi di luar Kepulauan Galapagos pada Juli dan
Agustus 2020, 92 kapal tidak dapat dikaitkan secara definitif
dengan pemilik tertentu. Dari 272 kapal yang dapat dikaitkan
dengan pemiliknya, 188 kapal berasal dari provinsi Zhejiang.
Karena kapal Tiongkok yang dimiliki oleh perusahaan
yang sama cenderung memiliki nama yang seragam dan
hanya dibedakan dengan nomor yang berbeda, maka besar
kemungkinan 50 kapal tanpa nama perusahaan itu juga
berasal dari Zhejiang karena memiliki kesamaan nama. Oleh
karena itu, dua pertiga (238) kapal penangkap ikan besar
kemungkinan berasal dari Zhejiang. Dari sisanya, 46 kapal
berasal dari provinsi Shandong, ditambah 19 kapal yang
besar kemungkinan dari Shandong, dengan total 65 kapal,
atau 18% (Gamibar 2).

Bukan kebetulan bahwa Zhejiang dan Shandong
merupakan provinsi asal untuk 83 % armada itu. Kedua
provinsi itu merupakan penerima terbesar dari setidaknya
satu program subsidi perikanan DWE, masing-masing
provinsi menerima sekitar 2,1 miliar yuan Tiongkok (324,6
juta dolar A.S.) dari pemerintah pusat dari tahun 2018
hingga 2019. Penerima terbesar ketiga, provinsi Fujian,
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yang menyumbang kelompok kapal penangkap ikan terbesar ~ merupakan lokasi dari tiga pelabuhan baru atau yang

berikutnya, menerima subsidi pemerintah sebesar 1,181 direncanakan yang didedikasikan untuk mendaratkan hasil
miliar yuan ($182,5 juta dolar A.S.) selama periode yang tangkapan DWEF. Zhejiang menghasilkan persentase terbesar
sama. Ketiga provinsi ini juga merupakan produsen utama hasil tangkapan DWF Tiongkok (24% pada tahun 2018).
dari total hasil tangkapan DWF resmi RRT, yaitu sebesar Oleh karena itu, pada tahun 2015, pelabuhan penangkapan
2,257 juta ton pada tahun 2018 (Gambar 2 dan 3). ikan DWF nasional pertama diusulkan untuk dibangun di
Karena RRT bertujuan untuk membawa pulang semakin ~ Zhoushan, Zhejiang. Pangkalan DFW Nasional Zhoushan,
banyak hasil tangkapan globalnya, ketiga provinsi ini juga yang didukung oleh pendanaan pemerintah, berfungsi

untuk mempromosikan makanan laut DWF ke pasar
domestik, dengan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung
berlabuhnya 1.300 kapal penangkap ikan, fasilitas
pemrosesan dan penyimpanan, dengan kapasitas 1 juta ton
hasil tangkapan setiap tahunnya dan pusat pembuatan kapal.

Gambar 2: Persentase kapal penangkap ikan di dekat
Kepulauan Galapagos berdasarkan provinsi di Tiongkok

Liaoning Hebei Shanghai Cumi-cumi merupakan spesies utama yang didaratkan di
1% 1% 1% pelabuhan itu, yang difasilitasi oleh Pusat Perdagangan
L Cumi-Cumi DWF Tiongkok.
Beijing ( Tidak Diketahui .Shan.dong, prpdusen hasil tangkapan DWF terbesar
1% 5% ketiga di negara itu (20% pada tahun 2018), merupakan
kampung halaman bagi pelabuhan kedua, Pangkalan
Jiangsu DWF Nasional Shawodao, yang disetujui untuk dibangun
2% pada tahun 2016 di kota Rongcheng. Dengan fasilitas
pendukung serupa, Shawodao akan mampu menjadi tempat
Fujian berlabuh bagi 1.000 kapal penangkap ikan dan menangani
6% perdagangan 600.000 ton ikan, termasuk cumi-cumi dan
Shandong tuna. Fujian, kampung halaman bagi kelompok kapal
18% DWEF pertama RRT dan produsen hasil tangkapan DWF
terbesar kedua (21% pada tahun 2018), akan menjadi
Zhejiang lokasi pelabuhan ketiga, Pangkalan DWF Nasional Fuzhou
65% (Lianjiang) di kota Fuzhou, yang telah disetujui untuk

Sumber: Dr. Tabitha Grace Mallory dan Dr. lan Ralby dlbangun pada tahun 2019

TIDAK DIKETAHUI

Gambar 3: Provinsi asal kapal
Sumber: Dr. Tabitha Grace Mallory dan Dr. lan Ralby
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Gambar 4: Impor cumi-cumi Tiongkok dari Argentina
dan Peru berdasarkan volume dalam ton, 2012-2016

Argentina

10.322 95.513
24.600 71.598
23.262 82.210
7.095 52.839
2.321 9.721

Sumber: Dr. Tabitha Grace Mallory dan Dr. lan Ralby

Perubahan pola kebijakan DWF RRT juga tercermin
dalam data perdagangan dan hasil tangkapan. Impor
cumi-cumi RRT dari Argentina dan Peru turun (Gambar
4), sementara itu hasil tangkapannya sendiri meningkat,
mungkin karena memutuskan untuk menangkap cumi-cumi
melalui armada DWF-nya. Hasil tangkapan cumi-cumi
Zhejiang tumbuh dari 69.000 ton pada tahun 2009 menjadi
356.000 ton pada tahun 2018, sementara itu hasil tangkapan
cumi-cumi Shandong tumbuh dari 21.000 ton menjadi
102.000 ton pada periode yang sama, demikian menurut
statistik resmi RRT.

PENANGKAPAN IKAN IUU

DI ZEE KEPULAUAN GALAPAGOS?

Memvisualisasikan bahkan sebagian dari aktivitas
penangkapan ikan pada Juli dan Agustus 2020 merupakan

upaya yang bermanfaat dan informatif dalam beberapa
situasi. Berdasarkan analisis algoritme Windward terhadap
data AIS, setiap titik pada gambar di bawah ini mewakili
kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan selama
periode itu (Gambar 5).

Tidak ada satu titik pun yang muncul di dalam
ZEE Kepulauan Galapagos, yang garis tepinya hampir
dibentuk dengan sempurna oleh titik-titik tersebut.

Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Ekuador Lenin
Moreno di Twitter bahwa fokus negaranya adalah
melindungi ZEE Ekuador.

Armada Tiongkok tidak diizinkan menangkap ikan dalam
ZEE Ekuador, dan, sejauh yang diindikasikan oleh data
AIS, armada itu tampaknya hanya berada di laut lepas dan
bukannya dalam ZEE Ekuador.

Situasi ini kontras dengan perilaku di masa lalu.
Contohnya, visualisasi aktivitas pada Juli dan Agustus 2017,
ketika kapal Tiongkok menangkap ikan di dalam ZEE
Kepulauan Galapagos (Gambar 6).

Aktivitas penangkapan ikan ilegal itu mencapai
puncaknya saat kedatangan Fu Yuan Yu Leng 999 di ZEE
itu pada 12 Agustus 2017. Tiga hari kemudian, kapal
itu disita, dan kapten serta anak buah kapalnya dijatuhi
hukuman empat tahun penjara dan denda 88,5 miliar
rupiah (6,1 juta dolar A.S.). Para operatornya mungkin
percaya bahwa kapal kargo berpendingin, tidak seperti
kapal penangkap ikan, kecil kemungkinannya terdeteksi,
apalagi disita karena keterlibatannya dalam penangkapan
ikan ilegal. Akan tetapi, seperti dilaporkan, kapal kargo itu
melakukan pemindahan muatan hasil tangkapan ilegal dari

kapal penangkap ikan “gelap” di

laut, meskipun anak buah kapal
penangkap ikan ini tidak pernah
ditangkap dan diadili karena
aktivitas ilegal mereka (Gambar 7).

Dilihat dari aktivitas AIS dan
respons kebijakan RRT; insiden
itu membuat armada Tiongkok
lebih berhati-hati. RRT membuat
daftar hitam penangkapan ikan
IUU pada akhir tahun 2017,

menghapus beberapa subsidi

untuk menghukum kapal yang
tertangkap terlibat dalam
penangkapan ikan IUU, membuat
pusat pelatihan dan kepatuhan
DWE, dan membatasi armada

itu sebanyak 3.000 kapal. Pada
Februari 2020, Kementerian
Urusan Pedesaan dan Pertanian
Tiongkok merevisi peraturan
DWPF-nya dengan memformalkan
larangan penangkapan ikan IUU

o Operasi penangkapan ikan Tiongkok

Batas luar ZEE Ekuador di sekitar Kepulauan Galapagos

dan meminta kapal-kapal untuk
meninggalkan daerah penyangga
di sekitar area terlarang.
Meskipun peraturan tersebut tidak
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Gambar 7: Jalur Fu Yuan Yu Leng

999 mulai 12 Agustus 2017, dengan
kedatangannya di zona ekonomi eksklusif
Ekuador dan berakhir dengan penangkapan
anak buah kapalnya tiga hari kemudian.

menentukan ukuran daerah penyangga itu, pemberitahuan
lanjutan tentang keselamatan DWF menetapkannya sejauh
1,85 kilometer.

PENANGKAPAN IKAN IUU DI LAUT LEPAS?

Meskipun armada itu tampaknya tidak melakukan
penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Kepulauan Galapagos,
kapal-kapal itu tunduk pada aturan REMO yang mengatur
penangkapan ikan di laut lepas. Penangkapan ikan tuna

di daerah ini dikelola oleh Inter-American Tropical Tuna
Commission (IAT'T'C). RRT merupakan anggota REMO ini.
IATTC menetapkan kuota tahunan untuk spesies tuna dan
menyimpan daftar kapal penangkap ikan dan transportasi
yang terdaftar, serta kapal yang tertangkap saat terlibat dalam
penangkapan ikan IUU. RRT memiliki 415 kapal rawai tuna
yang terdaftar di IAT'T'C. Dari 364 kapal yang menangkap
ikan di luar ZEE Kepulauan Galapagos pada Juli dan Agustus
2020, hanya satu kapal yang terdaftar di IATTC.

Mayoritas armada itu berada di bawah yurisdiksi South
Pacific Regional Fisheries Management Organization
(SPRFMO), yang mengatur spesies laut lepas selain tuna,
seperti ikan jack mackerel (Trachurus murphyi) dan,
sekarang, cumi-cumi. Dari 363 kapal yang menangkap ikan
di luar ZEE Kepulauan Galapagos yang tidak terdaftar di
IATTC, semuanya kecuali 16 kapal terdaftar di SPREMO.
Sebagai salah satu REMO lebih baru, yang didirikan
pada tahun 2012, cakupan spesies SPRFMO masih terus
berkembang. Tiongkok mulai menangkap ikan jack mackerel
dengan 15 kapal pada tahun 2003 setelah melakukan misi
penangkapan eksplorasi pada tahun 2001 dan 2002. Hasil
tangkapan ikan jack mackerel Tiongkok tumbuh dari 14.000
ton pada tahun 2005 menjadi 61.229 ton pada tahun 2018,
dengan provinsi Shandong menyumbang 65%, diikuti oleh
provinsi Zhejiang sebesar 24%.

Regulasi cumi-cumi laut dalam berskala besar pertama
kalinya dilakukan pada tahun 2020. SPRFMO mengeluarkan
langkah-langkah untuk meregulasi penangkapan cumi-
cumi terbang jumbo, yang mulai berlaku pada tahun 2021.
Hingga saat itu, penangkapan ikan cumi-cumi di Tiongkok
bukanlah tindakan ilegal melainkan tidak dilaporkan, dan
RRT mungkin telah membentuk keberadaan penangkapan
ikan terbesar dan mengambil keuntungan dari tidak adanya
peraturan. Pemerintah Tiongkok juga memprakarsai
moratorium pertama penangkapan cumi-cumi di laut
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lepas, termasuk daerah yang berdekatan dengan Kepulauan
Galapagos pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa RRT
menyadari bahwa tingkat penangkapan ikan armadanya
sangat tidak berkelanjutan sehingga dapat merongrong
kepentingan jangka panjangnya.

Lagi pula, 700 dari 1.135 kapal yang terdaftar di
SPRFMO, atau 62 %, berbendera Tiongkok. Dua armada
terbesar berikutnya yang jumlahnya 127 kapal dan 99 kapal,
masing-masing berbendera Panama dan Peru.

TANTANGAN YANG TERSISA

Meskipun armada Tiongkok tampaknya telah menghindari
penangkapan ikan ilegal di ZEE Kepulauan Galapagos

dan sebagian besar terdaftar di REMO yang relevan, masih
ada alasan untuk merasa khawatir. Kapal-kapal itu dapat
mematikan transponder AIS mereka dan menjadi gelap
atau tidak terdeteksi. Ada kekhawatiran dengan kapal-kapal
Tiongkok yang didaftarkan dengan menggunakan bendera
negara lain dan masalah dengan pemindahan muatan hasil
tangkapan. Nama kapal yang serupa dan perubahan ukuran
kapal yang dilaporkan meningkatkan tantangan penegakan
hukum. Akhirnya, meskipun legal, aktivitas penangkapan
ikan ini belum tentu berkelanjutan.

Armada Tiongkok mungkin telah melakukan salah satu
dari tiga hal untuk menghindari pelanggaran hukum atau
tampaknya melanggar hukum:

1. Tetap berada tepat di luar ZEE.

2. Hanya mengirimkan kapal yang tidak terdeteksi ke

dalam ZEE.

3. Menggunakan kapal berbendera non-Tiongkok
untuk menangkap ikan dari dalam ZEE dan
melakukan pemindahan muatan di laut lepas.

Dengan memusatkan begitu banyak kapal di luar ZEE,
dengan kondisi AIS aktif, pendekatannya mungkin untuk
mengalihkan perhatian dari pendudukan gelap ke dalam
perairan Kepulauan Galapagos atau menyembunyikan
pemindahan muatan dengan kapal lain di depan mata.
Gambaran aktivitas penangkapan ikan pada Juli dan Agustus
2020 ketika mengamati semua kapal, tidak hanya kapal
Tiongkok, menunjukkan 554 kapal terlibat dalam melakukan
operasi penangkapan ikan, banyak di antaranya berada di
dalam ZEE (Gambar 8).

Penggalian data secara lebih lanjut menunjukkan bahwa
363 dari 554 kapal itu terlibat dalam operasi penangkapan



ikan dan bertemu dengan kapal lain, menunjukkan
pemindahan muatan atau bunkering, proses memasok
bahan bakar ke kapal. Tidak mengherankan, sebagian
besar kapal yang bertemu itu adalah kapal Tiongkok
dengan kapal Tiongkok lainnya atau kapal Ekuador
dengan kapal Ekuador lainnya. Dengan menyisihkan
kapal-kapal yang bertemu itu, dan menyisihkan
secara lebih lanjut kapal penumpang, hanya ada 20
kapal yang tercatat. Sebagian besar dari kapal-kapal
itu merupakan kapal milik Tiongkok dan berbendera
Panama, dan sebagian besar merupakan kapal

kargo berpendingin — jenis yang digunakan untuk
mengangkut ikan.

‘KAPAL KARGO BERPENDINGIN’

Perilaku kapal kargo berpendingin, atau “reefer”,
menunjukkan bahwa armada itu mungkin telah
belajar dari pengalaman Fu Yuan Yu Leng 999.
Kapal He Tai, misalnya, dimiliki oleh perusahaan
Tiongkok yang memiliki alamat yang sama dengan
perusahaan Tiongkok yang mengoperasikan kapal
Fu Yuan Yu Leng 999. Alamatnya berada di daerah
yang sama dengan perusahaan lain yang memiliki
dan mengoperasikan beberapa armada kapal
berbendera Tiongkok. Kapal He Tai berbendera
Panama dan tidak pernah menyeberang ke dalam
ZEE Kepulauan Galapagos. Akan tetapi, kapal itu
telah bertemu dengan 25 dari 364 kapal Tiongkok
yang sedang menangkap ikan di daerah itu, dua
kapal di antaranya telah ditemui sebanyak dua kali
(Gambar 9). Meskipun tidak selalu bersifat ilegal,
penggantian bendera kebangsaan kapal ini umumnya
dilihat sebagai cara untuk mencari standar yang lebih
rendah bagi operasi penangkapan ikan. Tiongkok
telah mengumumkan langkah-langkah baru yang
meregulasi pemindahan muatan hasil tangkapan

di laut lepas, meskipun tidak jelas apakah ini akan
mencakup pemindahan muatan ke kapal berbendera
negara lain.

Contoh lain menunjukkan masalah dengan kapal-
kapal yang tidak terdeteksi dan pengukuran parameter
kapal yang diubah. Ambil contoh, Ming Hang 5, kapal
kargo berpendingin berbendera Hong Kong yang
pada Juli dan Agustus 2020 bertemu 42 kali dengan
armada penangkapan ikan Tiongkok. Pola perilakunya
menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Pada 13
Juli, Ming Hang 5 bertemu dengan enam armada
Tiongkok dan mengubah draftnya tiga kali dari 0,0
menjadi 6,8 menjadi 0,0 dan kembali ke 6,8 — sebuah
taktik yang menunjukkan upaya untuk mengaburkan
draft kapal yang sebenarnya dan setiap perubahan
terhadap draft kapal timbul akibat penangkapan
ikan atau pemindahan muatan. Selanjutnya, setelah
enam kali pertemuan, kapal itu mengalihkan rute
perjalanannya. Pengamatan yang cermat terhadap
pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa Gang
"Tai 8 tidak terdeteksi selama empat hari sebelum

[ ) Aktivitas penangkapan ikan
Batas luar ZEE Ekuador di sekitar Kepulauan Galapagos

Gambar 8: Aktivitas ':":,_\
penangkapan ikan pada
Juli dan Agustus 2020.

. Gambar 9: Jalur kapal

kargo berpendingin Ekuador ——— HeTai

He Tai berbendera
Panama pada Juli dan
Agustus 2020, bertemu
dengan sejumlah

kapal penangkap ikan
Tiongkok di daerah di
luar ZEE Kepulauan
Galapagos.

~~h“\!.~—___;4

Ekuador

—— Ming Hang 5
— FuYuanYu 7875

Gambar 10: Jalur kapal kargo berpendingin Ming Hang 5 berbendera
Hong Kong dan Fu Yuan Yu 7875 berbendera Tiongkok pada Juli dan
Agustus 2020. Gambar ini menunjukkan pertemuan mereka selama
14 jam pada 30 Juli. Perhatikan perlintasan ke dalam ZEE Kepulauan
Galapagos yang dilakukan oleh Ming Hang 5 antara 10 dan 11 Juli.
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bertemu dengan Ming Hang 5, dan Ming Zhou 622 tidak
terdeteksi selama 10 jam sehari sebelumnya. Demikian
pula, pada 30 Juli, Ming Hang 5 mengubah draftnya di
antara 0,0 dan 6,8 sebanyak lima kali dan mengadakan
pertemuan selama 14 jam dengan Fu Yuan Yu 7875, yang
menghabiskan waktu 13 jam pada hari sebelumnya dalam
kondisi tidak terdeteksi (Gambar 10). Fu Yuan Yu 7875
memiliki pemilik yang sama dengan Fu Yuan Yu 7862, yang
merupakan kapal terakhir yang diketahui bertemu dengan
Fu Yuan Yu Leng 999 sebelum disita pada Agustus 2017.

Seperti yang ditunjukkan Gambar 10, Ming Hang 5
melintasi ZEE Kepulauan Galapagos di antara 10 dan
11 Juli.

"Tepat sebelum memasuki ZEE Kepulauan Galapagos
pada pagi hari tanggal 10 Juli, panjang yang didaftarkannya
berubah dari 172 meter menjadi 150 meter. Malam
itu, draftnya berubah dari Tidak Ada menjadi 6,8 dan
panjangnya kembali menjadi 172 meter. Dua jam
kemudian, kapal itu mengubah draftnya dari 6,8 menjadi
0,0 dan panjangnya menjadi 150 meter. Kurang dari satu
jam kemudian — tepat setelah tengah malam — kapal
itu mengubah draftnya menjadi 6,8 dan panjangnya
menjadi 172 meter. Penggantian bolak-balik ini berlanjut
beberapa kali sebelum kapal itu meninggalkan ZEE
Kepulauan Galapagos. Pola perilaku Ming Hang 5
yang membingungkan itu, bersama dengan perubahan
draftnya yang tidak menentu, menunjukkan upaya untuk
mengaburkan aktivitas dan tujuan yang dimaksudkan.
Pengamatan terhadap kapal kembarannya, di bawah
kepemilikan yang sama, memberikan perbandingan yang
menarik. Ming Hang 7 melakukan 54 pertemuan dengan
armada Tiongkok sebelum kembali ke Tiongkok dengan
119% kapasitas kargo berdasarkan tonasenya. Dengan kata
lain, meskipun tidak melakukan kunjungan di pelabuhan
mana pun, kapal itu terlalu penuh dan sangat menunjukkan
pemindahan muatan hasil tangkapan sumber daya ikan.

Dinamika ini konsisten dengan beberapa kapal
kargo berpendingin lainnya. Yong Hang 3 berulang kali
mengubah draftnya di antara 6,5 dan 0,0, sechingga tidak
mungkin untuk menentukan bagaimana 19 pertemuannya
dengan armada Tiongkok memengaruhi draft aktualnya.
Shen Ju telah berada di area itu sejak April 2020 dan
terus-menerus mengubah draftnya di antara 7,8 dan 0,0,
sehingga tidak mungkin untuk menentukan efek dari
55 pertemuannya dengan armada itu. Shun Ze Leng 6
baru menggunakan nama itu saat berganti kepemilikan
pada 29 Maret 2020. Setelah itu, kapal itu tidak pernah
mengunjungi pelabuhan tetapi bertemu 50 kali dengan
armada Tiongkok dan menambahkan setengah meter
draft sebelum kembali ke Tiongkok dengan kapasitas
83% berdasarkan tonasenya. Yong Xiang 9 telah berada di
daerah itu sejak April 2020 tanpa melakukan kunjungan
pelabuhan, bertemu dengan armada itu sebanyak 18 kali
sebelum kembali ke Tiongkok.

Semua ini menunjukkan upaya sistematis dalam
memindahkan muatan hasil tangkapan di laut lepas
untuk membawanya kembali ke Tiongkok. Taktik
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pengaburan itu mungkin merupakan campuran
dari kekhawatiran akan kerusakan reputasi dan
ketidakpastian akan hukum yang berlaku.

KAPAL TANKER

Dari 20 kapal kargo berpendingin, enam di antaranya
adalah kapal tanker. Salah satunya tidak dapat
diidentifikasi, menunjukkan bahwa kapal itu beroperasi
secara ilegal, meskipun hanya melakukan dua kali
pertemuan dengan kapal di armada Tiongkok, keduanya
dengan Lu Rong Yuan Yu 939. Kapal B. Pacific, yang
hanya melakukan satu kali pertemuan, merupakan kapal
tanker kembaran dari B. Atlantic, yang terkenal karena
melakukan pengisian ulang bahan bakar di Teluk Guinea.
Menariknya, pertemuan itu dilakukan dengan Fu Yuan
Yu 7876, kapal kembaran Fu Yuan Yu 7875 dan 7862.
Hai Soon 26 terlibat dalam delapan pertemuan tetapi
baru memasuki daerah itu pada akhir Agustus 2020 dan
pergi pada awal September, menunjukkan kemungkinan
memanfaatkan tingginya konsentrasi kapal yang
melakukan pengisian ulang bahan bakar. Sebaliknya, tiga
kapal tanker yang tersisa — Hai Xing (39 pertemuan),
Hai Gong You 303 (69 pertemuan), dan Ocean Splendid
(89 pertemuan) — semuanya tampaknya telah berada

di daerah itu untuk khususnya melayani tidak hanya
armada Tiongkok tetapi juga kapal kargo berpendingin
seperti Shun Ze Leng 6 yang tampaknya telah melakukan
pemindahan muatan dengan kapal penangkap ikan.
Meskipun pengisian ulang bahan bakar semacam itu
tidak ilegal, hal itu merupakan indikasi sejauh mana
pengoperasiannya karena mempertahankan armada
Tiongkok di laut membutuhkan berbagai macam kapal
layanan, termasuk kapal tanker.

KEMBAR
Praktik lain yang dipertanyakan adalah penggunaan nama
yang sama untuk kapal yang berbeda, yang dapat membuat
pencegatan menjadi lebih sulit karena memungkinkan
kapal-kapal itu untuk saling menyalahkan satu sama
lainnya. Contoh yang menarik adalah Zhou Yu 921 yang
berbendera Inggris, tidak sama dengan Zhou Yu 921
yang berbendera Tiongkok, yang merupakan bagian dari
armada Tiongkok. Kapal Inggris itu panjangnya 33 meter,
dan kapal Tiongkok itu panjangnya 51 meter. Meskipun
pemilik kapal Inggris itu tidak dapat diverifikasi, ada alasan
kuat untuk mencurigai adanya hubungan erat dengan kapal
berbendera Tiongkok itu karena kedua kapal itu bertemu
19 kali pada Juli dan Agustus 2020.

Dalam tiga kasus lainnya, kapal yang berbeda
memiliki nama dan nomor Organisasi Maritim
Internasional (International Maritime Organization -
IMO) yang sama. Baik Chang An 168 maupun Chang
"Tai 812 memiliki nama dan nomor IMO yang sama
dengan kapal lain, meskipun, dalam kasus Chang Tai
812, kapal itu memiliki nomor Mobile Maritime Service
Identity (MMSI) yang berbeda. Satu nama, Jin Hai 779,
digunakan oleh tiga kapal penangkap ikan di daerah itu,



yang masing-masing juga menggunakan
nomor IMO dan MMSI yang identik.
Penggunaan nama dan nomor identitas
yang sama oleh beberapa kapal
merupakan tindakan ilegal. Selain itu,
dua kapal memiliki nama yang mirip,
Jia De 12 dan Jia Da 12, tetapi hanya Jia
De 12 yang ada dalam daftar kapal yang
didaftarkan di SPRFMO.

' Gambar 11:

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Analisis ini memeriksa armada Tiongkok
di sekitar Kepulauan Galapagos untuk
lebih memahami perilaku makronya
seiring berjalannya waktu, pendorong
industrinya, dan beberapa taktik terbaru
armada itu, serta untuk memastikan
apakah penangkapan ikan IUU sedang terjadi. Dalam
kebanyakan kasus, apa yang dapat dideteksi mungkin tidak
bersifat ilegal, dan armada Tiongkok jelas berhati-hati untuk
memberikan kesan kepatuhan terhadap hukum nasional

dan internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh perubahan
baru-baru ini dalam kebijakan Tiongkok, beberapa dari
kepatuhan ini besar kemungkinan benar-benar dilakukan.
Tiongkok peduli dengan reputasi internasionalnya, dan
pengetahuan tentang perlindungan lingkungan laut semakin
berkembang di sana.

Pada saat yang sama, prioritas domestik RRT yang saling
bersinggungan menghasilkan apa yang besar kemungkinan
merupakan penangkapan ikan ilegal dan aktivitas yang
pastinya tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, yang
memerlukan tanggapan kebijakan yang berbeda. Bukti
menunjukkan bahwa aktivitas kapal yang tidak terdeteksi dan
permainan tukar posisi multinasional berupaya mengaburkan
penangkapan ikan ilegal di dalam ZEE Ekuador di sekitar
Kepulauan Galapagos. Jika Ekuador dapat memantau
aktivitas itu dengan lebih cermat dengan tidak hanya
memantau armada itu, tetapi juga memantau perusahaan
yang memilikinya dan kapal yang melayaninya, gambaran
yang lebih lengkap dapat dibuat.

Aktivitas penangkapan ikan di laut lepas di luar ZEE
Kepulauan Galapagos tidak diregulasi, dan keseluruhan
upaya penangkapan ikan tampaknya tidak berkelanjutan dan
tidak bertanggung jawab dari sudut pandang lingkungan.
Armada itu besar kemungkinan tidak akan dapat beroperasi
tanpa subsidi besar yang diberikan pemerintah Tiongkok
setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan
sekitar 21% dari semua subsidi perikanan global dan 27%
dari subsidi global yang merugikan. Kuatnya pendanaan
pemerintah Tiongkok menghasilkan armada penangkapan
ikan global yang ukurannya jauh melampaui armada
penangkapan ikan lainnya.

Meskipun analisis ini berfokus pada bulan-bulan puncak
Juli dan Agustus 2020 di sekitar Kepulauan Galapagos,
fenomena itu belum berakhir — sebagian besar kapal
bergerak ke selatan dan, per pertengahan Oktober 2020,

Aktivitas penangkapan ikan oleh
‘armada Tiongko_k pada Oktober
_2_020_di luar ZEF_Peru. i

Operasi penangkapan ikan Tiongkok

Batas luar ZEE Peru

terkonsentrasi di laut lepas di luar bagian tengah dan selatan
ZEE Peru (Gambar 11).

Tanggapan terhadap penangkapan ikan di laut lepas
harus bersifat global. Pemahaman ilmiah tentang perikanan
laut lepas tidak sekuat perikanan pesisir, oleh karena itu
penting untuk mengambil pendekatan penuh kehati-
hatian. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan tidak
hanya mengancam ketahanan pangan jangka panjang
dan kelangsungan perekonomian industri itu, tetapi juga
dapat menurunkan keanekaragaman hayati laut, yang
sudah terancam oleh perubahan iklim. Di tingkat nasional,
Program Pemantauan Impor Makanan Laut A.S. dapat
diperluas untuk mencakup cumi-cumi, yang merupakan
genus utama yang menjadi target armada itu. Secara
regional, organisasi seperti Comision Permanente del
Pacifico Sur, yang mewakili kepentingan dan pengelolaan
perikanan kolektif Cile, Kolombia, Ekuador, dan Peru, dapat
berkolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan laut
lepas. Di tingkat internasional, kita harus mendukung upaya
P.B.B. untuk membuat kesepakatan tentang perlindungan
keanekaragaman hayati di daerah di luar yurisdiksi nasional.
Hasil negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia tentang
subsidi perikanan juga akan sangat penting. RRT sedang
berupaya mendapatkan pengecualian, dengan alasan bahwa
RRT masih digolongkan sebagai negara berkembang.

Akan tetapi, pembangunan tidak akan pernah
diperbolehkan merugikan seluruh planet ini, dan praktik
penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan di seluruh dunia
telah memberikan tekanan ekstrem pada persediaan ikan
global dan menurunkan kesehatan samudra secara dramatis.
Kemampuan kita untuk menopang kehidupan manusia
bergantung pada kemampuan kita untuk memelihara sumber
daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita.
Meskipun masalah ini menjadi perdebatan hukum, politik,
atau lingkungan, masalah ini merupakan keprihatinan yang
paling mendasar bagi seluruh umat manusia. O

Artikel ini pertama kalinya diterbitkan pada 19 Oktober 2020, di situs web Center for International
Maritime Security. Windward menyediakan data dan visualisasi untuk Gambar 1 dan 5-11. Artikel
ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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erdamaian
Kelenangan

ANGKATAN LAUT A.S. BERADA DI
JANTUNG VISI UNTUK INDO-PASIFIK
YANG BEBAS DAN TERBUKA

KOLONEL JOHN GAY/ARMADA PASIFIK A.S.

awasan Indo-Pasifik yang
membentang dengan samudra yang
luasnya lebih dari 163 juta kilometer
persegi sangatlah beragam — secara

bahasa, budaya, dan geografis. Dengan lalu lintas
barang senilai lebih dari 43,53 kuadriliun rupiah
(sekitar 3 triliun dolar A.S.) yang melakukan
transit melintasi Laut Cina Selatan saja, kawasan
ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang
paling banyak diperebutkan di dunia. Akan
tetapi, persaingan tidak harus mengakibatkan
timbulnya konflik.

Untuk bersaing dalam perekonomian global
saat ini, semua negara di kawasan ini, serta negara
lain di seluruh dunia, bergantung pada Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka serta terjaminnya
aliran perdagangan.

Amerika Serikat selalu memiliki ikatan
ekonomi dan politik yang kuat dengan Indo-
Pasifik serta telah mempertahankan hubungan
yang kokoh dan kehadiran maritim di seluruh
kawasan ini. Bekerja sama dengan negara-
negara yang berpandangan serupa, A.S. telah
membantu menjaga keamanan melalui nilai-nilai
bersama dan kepatuhan terhadap norma dan
hukum internasional, yang telah memfasilitasi
kemakmuran dan cepatnya pertumbuhan bagi
negara-negara Indo-Pasifik. Salah satu cara
paling efektif bagi A.S. dalam mempertahankan
kehadirannya yang dikerahkan di garis depan
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adalah melalui kemampuan Angkatan Lautnya.

Selama lebih dari 75 tahun, Angkatan Laut
A.S. telah dikerahkan bersama mitra dan sekutu
regional, memberikan berbagai dukungan,
termasuk bantuan kemanusiaan dan tanggap
bencana (humanitarian assistance and disaster
response - HADR), pelatihan, menjaga hukum
internasional dan kebebasan navigasi, serta
keamanan maritim. Angkatan Laut A.S. bekerja
sama secara erat dengan berbagai mitra regional
dalam membangun peningkatan kemampuan
maritim dan kesadaran ranah maritim untuk
mengatasi potensi ancaman di perairan teritorial
dan zona ekonomi eksklusif mereka.

Lingkungan kompetitif saat ini telah
mengalami peningkatan pendudukan maritim
yang melanggar hukum karena meningkatnya
permintaan untuk sumber daya yang terbatas di
Laut Cina Selatan. Realitas geopolitik, meluasnya
ranah perang, dan munculnya kemampuan teknis
baru menantang status quo dan mengganggu
hubungan kerja sama yang sudah mapan serta
nilai-nilai bersama di seluruh Indo-Pasifik.

Posisi A.S. dan mitra regionalnya di Laut
Cina Selatan sederhana saja: Mendukung Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang didasarkan
pada tatanan berbasis aturan yang menjunjung
tinggi hak berdaulat semua negara, terlepas dari
ukuran, kekuatan, atau kemampuan militernya,
sehingga setiap negara dapat mengupayakan
pencapaian tujuan nasional sesuai dengan hukum
internasional.

MELAWAN KLAIM ILEGAL

Sangat kontras dengan visi dan pendekatan
kooperatif ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
mempromosikan tujuan yang sangat berbeda
dalam hal tata kelola, perdagangan, hak asasi
manusia, kedaulatan, dan perlindungan kekayaan
intelektual. Partai Komunis Tiongkok (PK'T)
mewakili ancaman jangka panjang terbesar



bagi keamanan di abad ke-21, tidak hanya di
Indo-Pasifik tetapi juga di seluruh dunia. Di
Indo-Pasifik, salah satu tantangan terbesar
adalah hubungan RRT dengan negara-negara
tetangganya, termasuk negara-negara yang
memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau
di Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan berada di atas cadangan
minyak dan gas yang besar, dan Beijing secara
tidak sah mengklaim semua hak atas sumber daya
yang belum dimanfaatkan itu. Tampaknya PK'T
sedang berupaya untuk menggantikan tatanan
internasional berbasis aturan yang mapan dengan
tatanan ketika kekuatan nasional Tiongkok
mendikte norma dan perilaku baru yang selaras
dengan tujuan PK'T.

Sejak tahun 2013, RRT telah menggunakan
badan usaha milik negaranya untuk mengeruk
dan mengklaim lebih dari 1.295 hektare lahan
— hampir 19 kali lipat dari gabungan luas lahan
yang diklaim semua negara-negara penggugat
lainnya — dan menghancurkan terumbu karang
yang masih perawan untuk membangun fitur-
fitur buatan di Laut Cina Selatan. Banyak dari
pos-pos terluar di Kepulauan Spratly dan Paracel
ini telah dibentengi dan dimiliterisasi dengan
lapangan udara, pelabuhan, pesawat jet tempur,
rudal permukaan-ke-udara, kubah radar, dan
fasilitas serta kemampuan lainnya meskipun RRT
berjanji bahwa semua ini tidak akan digunakan
untuk tujuan militer.

Pada tahun 2016, sebuah mahkamah
internasional di Den Haag menyatakan bahwa
RRT tidak memiliki dasar hukum untuk
mengklaim hak bersejarah atas sumber daya
dalam “sembilan garis putus-putus” yang
ditarik secara sewenang-wenang di Laut Cina
Selatan. Mahkamah itu juga mengungkapkan
keprihatinan atas kerusakan lingkungan laut

Kapal perusak berpeluru kendali
Angkatan Laut A.S. USS Sterett, kapal
fregat Angkatan Laut Australia HMAS

Ballarat, dan kapal induk Angkatan
Laut India INS Vikramaditya berlayar
membentuk formasi di Laut Arab Utara
selama latihan Malabar 2020.

KELASI KEPALA DRACE WILSON/ANGKATAN LAUT A.S.

dan terumbu karang akibat pembangunan

fitur buatan dan reklamasi berskala besar

yang dilakukan dengan ceroboh oleh RRT di
kepulauan Spratly dan Paracel. Pengabaian
terang-terangan yang dilakukan RRT terhadap
kondisi lingkungan melanggar kewajibannya
untuk melestarikan dan melindungi ekosistem
yang rapuh dan habitat spesies yang terkuras,
terancam, atau hampir punah.

Ketika menolak putusan mahkamah itu
tentang praktik lingkungannya yang melanggar
hukum dan merugikan, RRT mengatakan bahwa
klaimnya atas terumbu karang dan atol strategis
memberi Beijing kendali penuh atas perairan
yang disengketakan di Laut Cina Selatan — klaim
yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Hingga hari ini, RRT terus melakukan patroli
secara agresif di perairan yang disengketakan
untuk menegakkan klaimnya yang melanggar
hukum, dengan menggunakan berbagai metode
seperti mendukung operator penangkapan ikan
ilegal dan membentuk milisi maritim yang terdiri
dari armada kapal pukat penangkap ikan rahasia
guna mendukung Tentara Pembebasan Rakyat
(PLA). Ratusan kapal milisi Tiongkok ini terlihat
berkeliaran di dekat daerah yang diklaim Filipina
di Laut Filipina Barat dan di seluruh Laut
Cina Selatan. Milisi maritim itu berkoordinasi
dengan pasukan penjaga pantai Tiongkok untuk
mengganggu kapal penangkap ikan dan militer
serta anjungan minyak dan gas negara-negara
Asia Tenggara yang lebih kecil yang secara
terbuka menolak klaim ekstensif Beijing atas Laut
Cina Selatan.

Selain agresi terhadap aktivitas ekonomi sah
yang dilakukan oleh negara-negara Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Angkatan
Laut PLA juga mengonfrontasi kapal angkatan
laut negara lain. Sejak tahun 2016, Angkatan Laut
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Seorang Pelaut Angkatan Laut Prancis

di atas kapal FS Bougainville mengamati
cakrawala selama latihan Rim of the Pacific
2020, yang melibatkan lebih dari 5.300
personel dari 10 negara. ANGKATAN LAUT PRANCIS

A.S. telah menjumpai setidaknya 20 pertemuan yang tidak
aman atau tidak profesional dengan pasukan PLA di Indo-
Pasifik, di udara dan di laut. Dalam satu pertemuan, sebuah
kapal perusak Tiongkok bergerak mendekat dalam jarak

40 meter dari kapal perang A.S. sehingga memaksa kapal
perang A.S. itu melakukan manuver untuk menghindari
tabrakan.

Pada tahun 2020, sebuah kapal militer Tiongkok
menabrak dan menenggelamkan perahu nelayan Vietnam
di lepas pantai Kepulauan Paracel yang disengketakan.
Kejadian itu merupakan insiden kedua yang terjadi dalam
waktu kurang dari setahun. Pada April 2020, sebuah
kapal angkatan laut Tiongkok menargetkan pengarah
kontrol senjatanya pada kapal Angkatan Laut Filipina
yang melakukan patroli di perairan yang disengketakan,
yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima
dalam praktik militer umum. Tidak ada negara anggota
ASEAN yang aman dari meningkatnya keagresifan RRT
di kawasan ini, dan penindakan ilegal yang dilakukan oleh
PKT menciptakan lingkungan berbahaya bagi pelaut yang
sah menurut hukum.

PENJAMIN PERDAGANGAN GLOBAL
Ancaman langsung RRT terhadap negara-negara
tetangganya dikombinasikan dengan diplomasi
“prajurit serigala”, keengganan untuk bernegosiasi
mengenai masalah Laut Cina Selatan, dan keagresifan
di berbagai penjuru Samudra Hindia dan Pasifik Selatan
bertentangan dengan Indo-Pasifik yang Bebas dan
"Terbuka. Penggunaan pemaksaan, operasi pengaruh, dan
ancaman ekonomi, militer, dan diplomatik oleh Beijing
untuk menggertak berbagai negara guna mengakomodasi
kepentingan PK'T" merongrong kedaulatan negara lain,
mengancam stabilitas regional, meningkatkan ketegangan,
dan melemahkan pandangan yang kredibel terhadap
Tiongkok.

Dominasi Angkatan Laut A.S. di samudra dunia telah
menjadikannya alat bantu kebijakan luar negeri yang
sangat diperlukan dan penjamin perdagangan bebas global.
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Kehadiran Angkatan Laut A.S. yang dikerahkan di garis
depan dan hubungan eratnya dengan sekutu dan mitra
menciptakan peluang untuk bekerja bersama-sama dan
meningkatkan operasi, latihan, dan pelatihan gabungan

di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Peluang-peluang ini
termasuk mempertahankan pengerahan maritim kooperatif,
HADR, pembagian informasi, dan operasi kebebasan
navigasi berkelanjutan. Melalui aktivitas semacam itu,
Angkatan Laut A.S. meningkatkan keamanan dan kesiapan
maritim regional, meningkatkan daya tanggap, dan
memberikan landasan bagi penangkalan yang lebih kuat
serta lingkungan yang lebih aman.

Inti dari visi ini adalah aliansi keamanan Jepang-A.S.
Kedalaman komitmen A.S. terhadap Jepang didukung oleh
hampir 55.000 personel militer A.S. yang ditempatkan
di sana dan kemampuan untuk mengerahkan di garis
depan aset militer A.S. yang paling mumpuni dan
canggih ke Jepang. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang
(JMSDF) berpartisipasi dalam banyak latihan bilateral
dan multlateral A.S., meningkatkan kesiapan dan
interoperabilitas di antara kedua angkatan laut. Pada tahun
2020, JMSDF berpartisipasi dalam latihan Malabar dan
Rim of the Pacific, yang memberikan peluang pelatihan
unik yang dirancang untuk membina dan mempertahankan
hubungan kerja sama yang penting untuk mempertahankan
stabilitas regional.

Komandan, Pasukan Angkatan Laut A.S. di Korea
(Commander, U.S. Naval Forces Korea - CNFK),
bermitra dengan Korea Selatan dalam urusan angkatan
laut untuk meningkatkan efektivitas operasional dan
memperkuat upaya keamanan kolektif di Korea Selatan
dan kawasan itu. CNFK bekerja sama dengan rekan-
rekannya dan mengoordinasikan partisipasi Angkatan
Laut A.S. dalam beberapa latihan bersama dan gabungan
utama.

Bersama dengan A.S., Jepang, dan Korea Selatan,
ASEAN, Australia, Kanada, Prancis, India, Selandia Baru,
dan Inggris telah menyatakan visi serupa untuk Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka.



Pada tahun 2017, Quad, pengelompokan strategis
yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan A.S.,
dibentuk kembali. Keempat negara itu memiliki visi yang
sama berdasarkan kepentingan dan nilai bersama untuk
memperkuat tatanan berbasis aturan di kawasan Indo-
Pasifik.

Malaysia dan Singapura juga merupakan mitra
penting di kawasan ini. Kerja sama keamanan dan
pertahanan Malaysia memberikan bantuan penting
di berbagai bidang seperti memerangi perdagangan
manusia, kontraterorisme, dan pembajakan laut.
Singapura mendukung Angkatan Laut A.S. dengan
pusat pemeliharaan dan pasokan ulang, menawarkan
basis regional bagi lebih dari 1.500 perusahaan A.S.,
dan terus menjadi mitra yang kuat dalam berbagai
prioritas, termasuk perubahan iklim, kontraterorisme,
kontraproliferasi, keamanan maritim regional, dan
HADR. “Singapura berharap Amerika Serikat akan
lebih memperluas dan memperdalam kehadirannya di
kawasan ini dan menyambut kehadiran keamanan A.S.
yang berkelanjutan,” ungkap Perdana Menteri Singapura
Lee Hsien Loong pada pertemuan K'T'T' ASEAN-A.S.
kedelapan pada November 2020.

MITRA UNTUK PERDAMAIAN DAN
KEMAKMURAN

Tidak ada angkatan laut lain yang memiliki jangkauan
global Angkatan Laut A.S., yang terus beroperasi di
Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia, serta di dalam dan
di sekitar Arktik, Mediterania, Teluk Arab, dan Tanduk
Afrika. Apa yang membuat Angkatan Laut A.S. menonjol
adalah 10 kapal induknya, 31 kapal amfibi, 54 kapal selam
serbu bertenaga nuklir, 14 kapal selam rudal balistik kelas
Ohio, dan empat kapal selam rudal kelas Ohio. Beberapa
kapal penjelajah dan kapal perusak Angkatan Laut A.S.
merupakan kombatan permukaan sangat serbaguna yang
mampu mendukung kelompok kapal induk pemukul

dan pasukan amfibi, beroperasi secara independen, dan
menyediakan tugas multimisi, termasuk perang udara,
permukaan, dan bawah laut serta dukungan tembakan
permukaan di laut.

Dengan memanfaatkan samudra, yang menutupi
hampir tiga perempat permukaan bumi, angkatan laut
yang kuat dapat melakukan berbagai hal yang tidak
dapat dilakukan oleh pasukan darat. Angkatan laut dapat
memberikan akses luar biasa ke berbagai lokasi yang
menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, berpatroli di
jalur perairan vital, serta bermanuver ke pantai yang
jauh dan pusat populasi. Selain kemampuan tempur dan
misi keamanannya, angkatan laut dapat memberikan
kemampuan unik bagi HADR.

Antara tahun 1991 dan 2018, Komando Indo-Pasifik
A.S. (USINDOPACOM) melakukan 27 misi HADR di
Indo-Pasifik. Setelah gempa bumi megathrust bawah
laut Sumatra-Andaman pada tahun 2004 dan tsunami
di Samudra Hindia yang menewaskan lebih dari 27.000
orang di 14 negara, tanggapan multinasional yang

terkoordinasi memberikan bantuan cepat dan menetapkan
dasar bagi tanggapan kooperatif di masa depan. Iktikad
baik yang dihasilkan oleh operasi ini terbukti sangat
efektif sehingga Angkatan Laut A.S. menciptakan Pacific
Partnership, pengerahan berbagai lembaga multinasional
tahunan untuk membangun tanggapan HADR.

Dipimpin bersama oleh Armada Pasifik (Pacific
Fleet - PACFLT) A.S., kemitraan ini dirancang untuk
meningkatkan interoperabilitas pasukan militer, lembaga
pemerintah, dan organisasi kemanusiaan selama operasi
bantuan bencana, sembari memberikan bantuan
kemanusiaan, medis, kedokteran gigi, dan teknik di seluruh
Indo-Pasifik. Sejak tahun 2006, Pacific Partnership telah
memperkuat hubungan dan ikatan keamanan di antara
negara-negara peserta dan memberikan bantuan yang
berharga untuk memajukan ketahanan regional.

Angkatan Laut A.S. berusaha untuk menjaga
perdamaian dan stabilitas di seluruh Indo-Pasifik,
menegakkan kebebasan navigasi dengan cara yang
konsisten dengan hukum internasional, mempertahankan
aliran perdagangan yang tidak terhambat, dan menentang
segala upaya oleh negara mana pun untuk menggunakan
pemaksaan atau kekuatan guna menyelesaikan
sengketa. Angkatan Laut A.S. tidak melakukan ini
sendirian. Peningkatan interoperabilitas, pembagian
informasi, dan kemampuan kolektif sekutu dan mitra
meningkatkan koordinasi keseluruhan dan memastikan
berkelanjutannya Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka
yang memungkinkan kemakmuran semua negara.

Meskipun Angkatan Laut A.S. dan sekutu serta
mitranya telah meningkatkan operasi keamanan di seluruh
Laut Cina Selatan untuk menghambat pembangunan
berkelanjutan dan klaim melanggar hukum RRT, RRT
belum bekerja sama dengan negara-negara tetangganya.
Ini terus meningkatkan ketegangan di kawasan ini yang
dapat berujung pada konflik.

Baru-baru ini, perwakilan dari Departemen Pertahanan
A.S., Kepala Staf Gabungan A.S., dan USINDOPACOM
bertemu secara virtual dengan anggota Kantor Komisi
Militer Pusat untuk Kerja Sama Militer Internasional RRT,
Departemen Staf Gabungannya, dan Komando Medan
Selatan PLA untuk mengadakan pertemuan Kelompok
Kerja Komunikasi Krisis selama dua hari. Sasarannya
adalah untuk membangun saling pengertian di antara kedua
negara guna mencegah dan mengelola potensi krisis serta
mengurangi risiko terhadap pasukan kedua negara.

Pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang baik
untuk mencegah konflik, tetapi RRT harus mengevaluasi
kembali kebijakannya di Laut Cina Selatan, mengakui
hukum internasional, dan menciptakan lingkungan
kerja sama dengan negara-negara tetangganya guna
memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka
serta damai dan sejahtera bagi semuanya. O

Kolonel John Gay merupakan pejabat urusan publik di Armada Pasifik A.S. Dia bergabung
dengan Angkatan Laut A.S sebagai bintara pada tahun 1988 dan terpilih untuk menjadi
perwira pada tahun 1998. John Gay telah berdinas di berbagai penugasan operasional di
Pasifik dan Timur Tengah, di darat dan di kapal. Dia merupakan lulusan Air War College dan
memegang gelar pascasarjana di bidang studi bisnis dan strategis.
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ilipina menghadapi sejumlah masalah keamanan,
termasuk penculikan yang mendanai aktivitas teroris;
pembajakan di daerah tempat mengalirnya lalu lintas
kargo yang nilainya lebih dari 580,46 triliun rupiah
(40 miliar dolar A.S.); perdagangan narkoba, persenjataan, dan
manusia; penyelundupan rokok, alkohol, dan bahan bakar; dan
penangkapan ikan ilegal yang tidak hanya menghancurkan
habitat laut tetapi juga merusak perekonomian negara itu.
Akan tetapi, di tingkat kebijakan, pemerintah dan
Angkatan Laut Filipina terus berfokus pada bidang geopolitik
tradisional — terutama kekhawatiran tentang klaim tumpang
tindih Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ini
dapat mengalihkan perhatian dari berbagai macam kejahatan

transnasional terorganisir yang terjadi di perairan Filipina.
Keanekaragaman ancaman maritim mempersulit upaya
penegakan hukum. Angkatan Laut, Pasukan Penjaga

Pantai, Kelompok Maritim Kepolisian Nasional, dan Pusat

Pengawasan Pantai Nasional (National Coast Watch Center
- NCWC) membentuk inti dari jaringan institusi yang diberi
DR. SCOTT EDWARDS mandat untuk berkontribusi pada berbagai aspek keamanan

Kerabat Pelaut Angkatan Laut Filipina
mengibarkan bendera nasional saat kapal
korvet kelas Pohang BRP Conrado Yap
berlabuh di Manila.  arp/GeTTY IMAGES
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maritim. Semua institusi itu disatukan oleh masalah utama
mereka: kurangnya kemampuan, terutama dipahami sebagai
kurangnya aset fisik. Upaya pelobian untuk memperoleh
sumber daya yang lebih besar sering kali sulit untuk dilakukan,
dan anggaran keamanan maritim tetap didominasi oleh
Angkatan Laut. Oleh karenanya, anggota Pasukan Penjaga
Pantai dan Angkatan Laut telah menyatakan bahwa pendidikan
dan advokasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran

akan ruang lingkup masalah keamanan maritim. Selama ini,
upaya itu telah dilakukan melalui kampanye Bulan Kesadaran
Negara Kepulauan dan Maritim yang dipimpin oleh Dewan
Pengawasan Pantai Nasional.

Semua lembaga yang terlibat menyadari bahwa kerja sama
yang lebih baik dapat membantu mengurangi kesenjangan
kemampuan melalui pengumpulan sumber daya. Akan tetapi,
masih ada tantangan koordinasi dan kebingungan tentang
peran yang tumpang tindih. Angkatan Laut dan Pasukan
Penjaga Pantai dipisahkan pada tahun 1998 dan sering kali
mendapati diri mereka bersaing untuk mendapatkan sumber
daya. Ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan,

kebijakan keamanan maritim Filipina, meskipun belum
memenuhi strategi maritim nasional secara penuh.

Kerja sama internasional di seputar keamanan maritim
juga menjadi fokus bagi Filipina. Pasukan Penjaga Pantai
telah memimpin berbagai prakarsa termasuk Grup Kontak
tentang kejahatan maritim di Laut Sulu dan Sulawesi, yang
diselenggarakan bersama oleh Program Kejahatan Maritim
Global Kantor P.B.B. untuk Narkoba dan Kejahatan dan
menyatukan aktor keamanan maritim dari seluruh kawasan
ini, dan juga menandatangani nota kesepahaman bersama
dengan Badan Keamanan Laut Indonesia. Sebuah perjanjian
kerja sama trilateral di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina
— yang menyertakan patroli terkoordinasi di Laut Sulu dan
Sulawesi serta pembagian informasi — sedang dimatangkan
meskipun sedang terjadi sengketa kedaulatan.

Sebagai hasil dari prakarsa-prakarsa ini, terdapat
optimisme yang meningkat, namun tetap berhati-hati,
bahwa meskipun terdapat kesenjangan kemampuan yang
diperkirakan dalam hal aset, Filipina akan dapat lebih baik
dalam mencapai keamanan maritim jika terus memperkuat

Kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina
berlayar melewati kapal pasukan
penjaga pantai Tiongkok selama
latihan pencarian dan penyelamatan di
antara pasukan penjaga pantai Filipina
dan A.S. di dekat Scarborough Shoal
di Laut Cina Selatan. arp/GerTy IMAGES

terkadang, ketegangan antarlembaga.

Baru-baru ini, ada gerakan yang menjanjikan terkait upaya
koordinasi terlepas dari masalah ini, dan ada rasa optimisme di
antara lembaga-lembaga itu bahwa hubungan mereka sedang
menuju ke arah yang tepat. Dua perkembangan menonjol.

Pertama, NCWC diimplementasikan pada tahun 2015
sebagai titik kontak untuk koordinasi keamanan maritim.
Meskipun NCWC tidak memiliki kemampuan komando
(dibandingkan dengan Pusat Koordinasi Penindakan Maritim
Thailand, misalnya), NCWC dapat meningkatkan koordinasi
antarlembaga dengan berfungsi sebagai pusat penghubung dan
sumber pengetahuan mengenai perairan teritorial Filipina.
NCWC mengoperasikan sistem pengawasan pantai yang
meluas, yang membentuk inti kesadaran ranah maritim Filipina.

Kedua, protokol antarlembaga telah dirancang untuk
lebih memfasilitasi kerja sama. Ini dianggap sebagai langkah
signifikan untuk menentukan tanggung jawab lembaga dalam

PHILIPPINE
COAST GUARD

koordinasi di dalam dan luar negeri.

Anggota Kelompok Maritim Kepolisian Nasional,
NCWC, Angkatan Laut, dan Pasukan Penjaga Pantai
berpendapat bahwa langkah terpenting adalah strategi yang
mengidentifikasi secara jelas masalah dan prioritas keamanan
maritim Filipina dan menggambarkan peran lembaga-lembaga
maritim di dalamnya. Ini akan membantu mengemukakan
masalah keamanan maritim yang lebih luas yang tidak
sekadar mempertimbangkan faktor geopolitik. Hal ini juga
dapat mengurangi hambatan terhadap koordinasi dengan
menunjukkan simpul kepentingan bersama, menetapkan
bidang tanggung jawab, dan menawarkan dasar yang lebih jelas
untuk tindakan ke depan.

Dr. Scott Edwards merupakan peneliti madya di SafeSeas, jaringan peneliti yang menyelidiki
keamanan maritim, tata kelola samudra, dan kejahatan di laut. Dia menulis artikel ini setelah
melakukan kunjungan penelitian ke Filipina, ketika dia berfokus pada praktisi keamanan.
SafeSeas pada awalnya menerbitkan artikel ini pada Oktober 2019. Artikel ini telah diedit
agar sesuai dengan format FORUM.
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PENELITI

LEBIH BANYAK DARI
YANG DIHARAPKAN

ampel debu yang dikumpulkan oleh pesawat luar

angkasa Jepang dari asteroid yang jaraknya 300 juta

kilometer dari Bumi lebih baik dari yang diharapkan,

dengan seorang peneliti mengatakan dia kehilangan

kata-kata ketika mereka membuka kapsul dari
wahana antariksanya.

Sampel-sampel itu, pencapaian puncak dari
pengembaraan luar angkasa selama enam tahun ke asteroid
Ryugu yang dilakukan oleh wahana antariksa Hayabusa2,
tiba di Jepang pada awal Desember 2020, tetapi para
peneliti tidak tahu apakah mereka menemukan sesuatu
hingga seminggu kemudian.

Yuichi Tsuda, manajer proyek Badan Eksplorasi Ruang Angkasa

“Kami menargetkan 100 miligram atau lebih, dan kami Jepang, menghadiri konferensi pers pada Desember 2020 tentang
pasti mendapatkannya,” ungkap Hirotaka Sawada di Badan penyelidikan asteroid itu. reuters
Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang (Japan Aerospace Exploration
Agency - JAXA), yang mengatakan dia tidak bisa berkata-kata dan para ilmuwan mengatakan sampel itu mungkin
ketika pertama kali melihat sampel itu. “Saya kira setelah mengandung bahan organik yang dapat berkontribusi pada
itu saya mungkin berteriak; saya tidak begitu mengingatnya,” kehidupan di Bumi. Hayabusa2, yang namanya diambil
ungkapnya dalam konferensi pers. “Benar-benar berbeda dari dari burung elang alap-alap kawah (Falco peregrinus),
yang saya harapkan. Jumlahnya cukup banyak.” mengorbit asteroid Ryugu selama beberapa bulan sebelum
Asteroid diyakini telah terbentuk pada awal tata surya, mendarat, kemudian menggunakan bahan peledak kecil

untuk meledakkan kawah dan
mengumpulkan puing-puing yang
dihasilkannya. Setelah menjatuhkan
kapsul itu, wahana antariksa itu
kembali ke luar angkasa.

Kapsul itu jatuh ke Bumi di
Pedalaman Australia pada 6
Desember dan diterbangkan
ke Jepang. Tahap terakhir dari
perjalanannya adalah diangkut truk
ke pusat penelitian JAXA di luar
Tokyo, tempat kapsul itu disambut
oleh sekelompok peneliti yang
merasa sangat antusias.

Setelah mengeluarkan dan
menyiapkan sampel, termasuk
menimbangnya untuk menentukan
berapa banyak yang diperoleh,
sebuah proses yang akan memakan
waktu, para peneliti akan memulai
analisis lebih dalam.

“Hati kami benar-benar bergetar,”
ungkap Sei-ichiro Watanabe, seorang
profesor di Nagoya University yang
mengepalai tim penelitian. “Banyak
hal yang seharusnya mampu kami
pelajari dari sampel ini.” Reuters
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Anggota Pengawal Kehormatan Korea Selatan berpartisipasi dalam upacara
penyambutan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin, yang diselenggarakan oleh
Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Suh Wook, di Seoul pada 17 Maret
2021. Selama pertemuan mereka, kedua pemimpin itu berkomitmen untuk terus
memperkuat hubungan pertahanan A.S.-Korea Selatan.

FOTO DARI: LISA FERDINANDO/DEPARTEMEN PERTAHANAN A.S.
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